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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berasal dari unsur aparatur pemerintah dan pelaku usaha mikro, serta didukung observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, motivator, dinamisator, dan koordinator melalui sosialisasi, pendataan, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan OSS-RBA, pembinaan, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan terkait. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi keterbatasan pemahaman pelaku usaha, literasi digital, jaringan internet, kondisi geografis, kemampuan administrasi, tenaga pendamping, anggaran, integrasi data, dan koordinasi antarlembaga. Strategi peningkatan efektivitas perlu dilakukan melalui pemutakhiran dan integrasi data usaha mikro, pelayanan jemput bola, pendampingan OSS-RBA, peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas pendamping, serta integrasi legalitas dengan pelatihan, pembiayaan, pemasaran, koperasi, sertifikasi, dan kemitraan. Penelitian menyimpulkan bahwa legalitas usaha tidak seharusnya berhenti pada penerbitan NIB, tetapi perlu dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha mikro di Provinsi Papua Tengah.
Kata Kunci: Peran Dinas, Legalitas Usaha, Usaha Mikro, NIB, OSS-RBA, Pemberdayaan UMKM.


















ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Department of Cooperatives, SMEs, Industry, and Trade of Central Papua Province in strengthening the legalization of micro enterprises, identify the supporting and inhibiting factors in its implementation, and formulate strategies to improve the effectiveness of micro-enterprise legalization. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews with informants consisting of government officials and micro-enterprise actors, supported by observation and documentation. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the Department has performed its roles as a regulator, facilitator, motivator, dynamizer, and coordinator through socialization, data collection, facilitation of Business Identification Numbers (NIB), OSS-RBA assistance, business development, and coordination with regency governments and relevant stakeholders. However, implementation has not been fully optimal due to limited understanding among business actors, low digital literacy, inadequate internet connectivity, geographical constraints, limited administrative capacity, insufficient facilitators and budgets, fragmented data integration, and weak inter-agency coordination. Strategies to improve effectiveness include updating and integrating micro-enterprise data, implementing proactive outreach services, strengthening OSS-RBA assistance and digital literacy, enhancing facilitator capacity, and integrating business legalization with training, financing, marketing, cooperatives, certification, and partnerships. This study concludes that business legalization should not end with the issuance of an NIB but should serve as an empowerment instrument to enhance the capacity, competitiveness, independence, and sustainability of micro enterprises in Central Papua Province.
Keywords: Department Role, Business Legalization, Micro Enterprises, NIB, OSS-RBA, MSME Empowerment.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya usaha mikro, memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Usaha mikro tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, serta penguatan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal. Karakteristik usaha mikro yang relatif mudah dibentuk, menggunakan modal yang terbatas, dan mampu beradaptasi dengan kondisi pasar menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat, terutama pada daerah yang struktur perekonomiannya masih berkembang.
Dalam konteks Provinsi Papua Tengah, keberadaan usaha mikro memiliki arti yang semakin penting. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Provinsi Papua Tengah menghadapi kebutuhan untuk membangun fondasi perekonomian daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Wilayah Papua Tengah memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, industri rumah tangga, kerajinan, kuliner, hingga berbagai kegiatan jasa. Potensi tersebut memberikan ruang yang besar bagi berkembangnya usaha mikro sebagai sumber penghidupan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Namun, besarnya potensi usaha mikro tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan aspek kelembagaan dan legalitas usaha. Fenomena yang menjadi perhatian adalah masih terdapat pelaku usaha mikro yang menjalankan kegiatan usahanya secara informal, tradisional, dan belum didukung oleh kelengkapan legalitas usaha yang memadai. Sebagian usaha tumbuh berdasarkan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan pengalaman masyarakat, tetapi belum berkembang sebagai unit usaha yang memiliki identitas dan administrasi usaha secara formal.
Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), belum memahami mekanisme perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), belum memiliki dokumen atau sertifikasi pendukung sesuai dengan karakteristik produknya, belum melakukan pencatatan usaha secara teratur, dan belum seluruhnya terdata secara baik dalam basis data pembinaan UMKM pemerintah. Akibatnya, keberadaan usaha secara ekonomi dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, tetapi secara administratif belum seluruhnya masuk ke dalam sistem pembinaan usaha formal.
Fenomena tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan karakteristik geografis Provinsi Papua Tengah. Wilayah provinsi ini mencakup Kabupaten Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya dengan kondisi geografis dan aksesibilitas yang berbeda-beda. Sebagian pelaku usaha berada pada wilayah yang relatif mudah memperoleh akses pelayanan pemerintahan dan jaringan telekomunikasi, sedangkan sebagian lainnya berada pada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses transportasi, internet, perangkat digital, serta pelayanan administrasi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan akses terhadap pelayanan legalitas usaha antara pelaku usaha yang berada di pusat pertumbuhan dengan pelaku usaha yang berada di wilayah yang sulit dijangkau.
Persoalan legalitas juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan persepsi pelaku usaha. Bagi sebagian pelaku usaha mikro, legalitas masih dipandang sebatas sebagai persyaratan administratif pemerintah dan belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen pengembangan usaha. Pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan ekonomi selama bertahun-tahun dapat merasa bahwa usahanya tetap berjalan tanpa NIB atau dokumen legalitas lainnya. Persepsi demikian menyebabkan motivasi untuk mengurus legalitas relatif rendah, khususnya apabila manfaat ekonomi yang diperoleh setelah memiliki legalitas belum dapat dirasakan secara langsung.
Di sisi lain, perkembangan sistem perizinan berusaha yang semakin berbasis digital juga menghadirkan tantangan tersendiri. Penyederhanaan perizinan melalui OSS-RBA secara normatif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Akan tetapi, kemudahan sistem secara administratif belum tentu menghasilkan kemudahan yang sama bagi seluruh pelaku usaha mikro di Papua Tengah. Keterbatasan literasi digital, kepemilikan perangkat, jaringan internet, kemampuan mengoperasikan aplikasi, pemahaman mengenai persyaratan administrasi, serta keterbatasan pendampingan menjadi faktor yang dapat menyebabkan pelaku usaha tetap membutuhkan bantuan langsung dalam memperoleh legalitas. Dengan demikian, persoalan legalitas usaha mikro bukan hanya persoalan tersedianya sistem perizinan, tetapi juga persoalan kemampuan pelaku usaha untuk mengakses dan memanfaatkan sistem tersebut.
Legalitas usaha pada hakikatnya memiliki nilai strategis bagi perkembangan usaha mikro. Kepemilikan NIB dan dokumen legalitas yang relevan memberikan identitas formal bagi pelaku usaha sekaligus menjadi pintu masuk terhadap berbagai program pemberdayaan. Usaha mikro yang memiliki legalitas memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pembinaan, pelatihan, fasilitasi pembiayaan, kemitraan usaha, akses pasar, sertifikasi produk, serta berbagai program pemerintah lainnya. Legalitas juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, lembaga keuangan, mitra usaha, maupun pihak lain yang akan melakukan hubungan bisnis dengan pelaku usaha.
Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan (das sollen) dengan kondisi empiris (das sein). Secara ideal, setiap usaha mikro diharapkan memiliki identitas usaha, tercatat dalam sistem pemerintah, memperoleh akses pelayanan perizinan secara mudah, dan dapat memanfaatkan legalitas untuk meningkatkan kapasitas serta keberlanjutan usahanya. Namun, dalam realitasnya, masih terdapat usaha mikro yang belum memiliki legalitas dan belum memperoleh akses pembinaan secara optimal. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan ekonomi berbasis UMKM di Provinsi Papua Tengah.
Kondisi tersebut menempatkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah pada posisi yang strategis. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM, dinas tidak hanya berperan dalam pelaksanaan program administratif, tetapi juga diharapkan mampu menjadi fasilitator, regulator, motivator, koordinator, dan katalisator bagi peningkatan kapasitas serta legalitas usaha mikro.
Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pendataan dan pemetaan pelaku usaha mikro, sosialisasi manfaat legalitas usaha, fasilitasi dan pendampingan pengurusan NIB, peningkatan literasi digital, pelatihan manajemen dan administrasi usaha, fasilitasi sertifikasi produk sesuai kebutuhan, pembukaan akses pembiayaan, penguatan pemasaran, serta pembangunan kemitraan dengan pemerintah kabupaten, lembaga keuangan, koperasi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan tersebut penting karena penguatan legalitas tidak cukup berhenti pada terbitnya dokumen perizinan, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha mikro.
Dalam pelaksanaannya, peran tersebut menghadapi tantangan kelembagaan yang tidak sederhana. Papua Tengah sebagai provinsi baru masih berada dalam proses penguatan organisasi pemerintahan, konsolidasi program, penyediaan data sektoral, penguatan sumber daya manusia aparatur, serta koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Pada saat yang sama, jumlah dan persebaran pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan relatif luas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan berupa keterbatasan jangkauan pendampingan, belum optimalnya data usaha mikro, keterbatasan tenaga pendamping, koordinasi lintas pemerintah daerah, serta belum meratanya sosialisasi dan fasilitasi legalitas usaha.
Fenomena lainnya adalah adanya kemungkinan kesenjangan antara penerbitan legalitas dengan pemberdayaan pascalegalitas. Keberhasilan program tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan jumlah NIB yang diterbitkan. Pelaku usaha yang telah memperoleh NIB tetap membutuhkan tindak lanjut berupa peningkatan kapasitas manajemen, akses permodalan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, pemasaran, digitalisasi, dan kemitraan. Apabila proses pendampingan berhenti setelah legalitas diterbitkan, maka manfaat legalitas bagi perkembangan usaha berpotensi belum optimal.
Oleh karena itu, penguatan legalitas usaha mikro harus dipahami sebagai suatu proses pemberdayaan yang berkelanjutan, mulai dari identifikasi dan pendataan usaha, peningkatan pemahaman, fasilitasi legalitas, pendampingan, hingga pemanfaatan legalitas untuk memperoleh akses pembiayaan, pasar, dan pengembangan usaha. Perspektif ini menempatkan legalitas bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha mikro.
Penelitian terdahulu pada umumnya telah membahas legalitas UMKM, implementasi OSS, akses pembiayaan, digitalisasi, dan pemberdayaan UMKM. Akan tetapi, kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam penguatan legalitas usaha mikro pada konteks Daerah Otonomi Baru dengan karakteristik geografis dan infrastruktur seperti Provinsi Papua Tengah masih relatif terbatas. Kajian legalitas usaha juga cenderung berorientasi pada proses penerbitan izin, sementara hubungan antara peran pemerintah daerah, kondisi sosial-geografis masyarakat, pendampingan legalitas, dan keberlanjutan pemberdayaan usaha setelah memperoleh legalitas masih memerlukan kajian lebih mendalam.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, terdapat gap kontekstual, yaitu terbatasnya penelitian mengenai legalitas usaha mikro pada wilayah Papua Tengah sebagai DOB. Kedua, terdapat gap implementatif, yaitu perlunya kajian mengenai bagaimana kebijakan kemudahan perizinan diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar dapat diakses oleh pelaku usaha mikro di wilayah dengan keterbatasan geografis dan digital. Ketiga, terdapat gap kelembagaan, yaitu perlunya analisis terhadap peran pemerintah provinsi dalam melakukan fasilitasi, pendampingan, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya. Keempat, terdapat gap pemberdayaan, yaitu perlunya melihat legalitas bukan hanya berdasarkan kepemilikan NIB, tetapi juga berdasarkan sejauh mana legalitas tersebut mampu membuka akses terhadap pembiayaan, pembinaan, pasar, dan kemitraan usaha.
Urgensi penelitian semakin kuat mengingat pembangunan Provinsi Papua Tengah membutuhkan basis data dan struktur usaha masyarakat yang semakin tertata. Penguatan legalitas dapat membantu pemerintah memperoleh data pelaku usaha yang lebih akurat sehingga program pemberdayaan dapat direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik usaha. Pada tingkat pelaku usaha, legalitas dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kapasitas, akses terhadap sumber daya produktif, serta perluasan pasar. Dengan demikian, penguatan legalitas usaha mikro mempunyai dimensi administratif sekaligus dimensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan keseluruhan fenomena tersebut, masalah utama penelitian bukan semata-mata mengapa sebagian usaha mikro belum memiliki legalitas, tetapi bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dijalankan untuk memperkuat legalitas usaha mikro di tengah keterbatasan geografis, infrastruktur digital, kapasitas pelaku usaha, pendataan, pendampingan, dan koordinasi kelembagaan. Hal tersebut penting untuk dikaji agar dapat diketahui sejauh mana peran yang telah dilaksanakan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro.
Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Penguatan Legalitas Usaha Mikro di Provinsi Papua Tengah.” Penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran empiris mengenai kondisi legalitas usaha mikro, menganalisis peran pemerintah daerah beserta faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan strategi penguatan legalitas usaha yang adaptif terhadap karakteristik wilayah Papua Tengah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai peran pemerintah daerah dan pemberdayaan UMKM dalam konteks daerah otonomi baru. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program penguatan legalitas usaha mikro yang lebih inklusif, mudah diakses, terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
3. Bagaimana upaya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro, khususnya melalui pendataan, sosialisasi, fasilitasi perizinan, pendampingan, pelatihan, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan terkait.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro, baik yang bersumber dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur digital, kondisi geografis, koordinasi, maupun kapasitas pelaku usaha mikro.
3. Menganalisis dan merumuskan upaya yang dapat dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro, sehingga legalitas tidak hanya berorientasi pada penerbitan NIB, tetapi juga mampu meningkatkan akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, pembinaan, pasar, sertifikasi, kemitraan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Manajemen, khususnya manajemen sektor publik, manajemen pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai peran pemerintah daerah dalam penguatan legalitas usaha mikro, terutama pada daerah otonomi baru yang memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur digital yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual bahwa legalitas usaha mikro bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari proses pemberdayaan, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, dan keberlanjutan usaha mikro.
4. Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah, legalitas usaha, pemberdayaan UMKM, pelayanan perizinan berusaha, digitalisasi UMKM, maupun pengembangan ekonomi lokal.
1.4.2 Manfaat Praktis
1. Bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengembangan usaha mikro yang lebih terarah, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Papua Tengah.
2. Bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan peran dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta alternatif strategi untuk meningkatkan efektivitas program pendataan, sosialisasi, fasilitasi NIB, pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pendataan, pembinaan, pendampingan, serta pelayanan legalitas bagi pelaku usaha mikro, khususnya yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan dan infrastruktur digital.
4. Bagi Pelaku Usaha Mikro
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai identitas dan dasar pengembangan usaha. Legalitas diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, pelatihan, sertifikasi produk, pemasaran, kemitraan, dan berbagai program pemberdayaan pemerintah.
5. Bagi Lembaga Keuangan dan Mitra Usaha
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan penguatan legalitas usaha mikro sehingga dapat menjadi dasar dalam membangun kerja sama pembiayaan, pendampingan, pemasaran, dan kemitraan usaha yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro di Papua Tengah.
6. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi empiris dan akademik untuk mengembangkan penelitian mengenai pemberdayaan UMKM, legalitas usaha, OSS-RBA, peran pemerintah daerah, serta pengembangan ekonomi masyarakat pada daerah otonomi baru maupun wilayah dengan karakteristik geografis yang relatif sulit dijangkau.
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2.1 Grand Theory: Teori Peran (Role Theory)
2.1.1 Pengertian Teori Peran
Grand theory yang digunakan dalam penelitian “Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Penguatan Legalitas Usaha Mikro di Provinsi Papua Tengah” adalah Teori Peran (Role Theory). Teori ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana suatu organisasi pemerintah melaksanakan kedudukan, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tertentu, yaitu penguatan legalitas usaha mikro.
Secara konseptual, peran merupakan seperangkat perilaku, tindakan, fungsi, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang maupun organisasi berdasarkan kedudukan yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial atau organisasi. Dengan demikian, peran tidak hanya menunjukkan posisi formal, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana fungsi yang melekat pada posisi tersebut dilaksanakan dalam praktik.
Biddle (1986) menjelaskan bahwa teori peran mempelajari perilaku yang berkaitan dengan posisi sosial tertentu serta harapan yang melekat pada posisi tersebut. Individu maupun organisasi yang menduduki suatu posisi akan menghadapi seperangkat harapan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan. Perspektif tersebut relevan dengan organisasi pemerintah karena setiap perangkat daerah memiliki kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui program serta pelayanan kepada masyarakat.
Soekanto (2017) menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang atau suatu pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka pihak tersebut sedang menjalankan suatu peran. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu organisasi belum cukup hanya dilihat berdasarkan struktur dan kewenangannya, tetapi perlu dianalisis berdasarkan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan.
Dalam penelitian ini, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah mempunyai kedudukan sebagai perangkat daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM. Kedudukan tersebut menimbulkan harapan agar dinas mampu memberikan pelayanan, fasilitasi, pembinaan, pendampingan, koordinasi, dan berbagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha mikro.
Dengan demikian, Teori Peran digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara peran yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas (expected role) dengan peran yang benar-benar dilaksanakan dalam penguatan legalitas usaha mikro (actual role).
2.1.2 Konsep Peran Organisasi Pemerintah
Dalam administrasi publik, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan pelayanan, melakukan pemberdayaan, menciptakan kondisi yang mendukung aktivitas ekonomi, serta mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan.
Peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu:
1. Peran sebagai Regulator
Pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan, aturan, pedoman, dan mekanisme yang memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam penguatan legalitas usaha mikro, fungsi regulator berkaitan dengan implementasi kebijakan perizinan berusaha, penyederhanaan pelayanan, dan pemberian informasi mengenai ketentuan legalitas usaha.
2. Peran sebagai Fasilitator
Pemerintah menyediakan berbagai bentuk fasilitas untuk membantu masyarakat mencapai tujuan pembangunan. Dalam penelitian ini, fungsi fasilitator dapat diwujudkan melalui pelayanan informasi, fasilitasi penerbitan NIB, bantuan penggunaan OSS-RBA, pelatihan, pendampingan administrasi usaha, serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.
3. Peran sebagai Motivator
Pemerintah berperan meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam konteks usaha mikro, pemerintah perlu memberikan pemahaman bahwa legalitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen yang dapat membuka akses terhadap pembiayaan, pasar, kemitraan, dan program pemberdayaan.


4. Peran sebagai Dinamisator
Pemerintah berperan menggerakkan berbagai potensi masyarakat agar berkembang secara produktif. Peran ini dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan, pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, digitalisasi, serta pengembangan jaringan pemasaran.
5. Peran sebagai Koordinator
Penguatan legalitas usaha mikro tidak dapat dilaksanakan oleh satu perangkat daerah secara sendiri. Diperlukan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi perizinan, pemerintah pusat, lembaga keuangan, koperasi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini menggunakan lima dimensi peran sebagai dasar analisis, yaitu regulator, fasilitator, motivator, dinamisator, dan koordinator.
2.2 Teori Pemberdayaan
Pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar memiliki kapasitas, akses, kesempatan, dan kemandirian dalam mengembangkan kehidupannya. Dalam konteks ekonomi, pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019), pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui penguatan kapasitas, kesempatan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan.
Pemberdayaan usaha mikro tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan modal. Pemberdayaan perlu mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, manajemen usaha, akses informasi, teknologi, legalitas, pembiayaan, dan pasar.
Dalam penelitian ini, penguatan legalitas merupakan salah satu bagian penting dari proses pemberdayaan. Pelaku usaha yang memperoleh legalitas diharapkan memiliki posisi yang lebih kuat dalam mengakses berbagai sumber daya ekonomi.
2.3 Konsep Usaha Mikro
Usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha dengan karakteristik dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Usaha mikro memiliki beberapa karakteristik umum, antara lain skala usaha relatif kecil, modal terbatas, pengelolaan usaha cenderung sederhana, jumlah tenaga kerja terbatas, administrasi usaha belum kompleks, serta pasar yang sebagian besar bersifat lokal.
Dalam konteks Papua Tengah, usaha mikro mempunyai posisi strategis karena menjadi salah satu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor perdagangan, kuliner, pertanian dan pengolahan hasil pertanian, perikanan, kerajinan, jasa, serta industri rumah tangga.
Meskipun demikian, karakter usaha yang sederhana sering kali menyebabkan aspek administrasi dan legalitas belum menjadi prioritas. Kondisi tersebut membutuhkan kehadiran pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pendampingan.
2.4 Legalitas Usaha Mikro
2.4.1 Pengertian Legalitas Usaha
Legalitas usaha merupakan pengakuan secara administratif dan hukum terhadap keberadaan suatu kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku. Legalitas memberikan identitas kepada pelaku usaha serta kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki kedudukan penting sebagai identitas pelaku usaha. Bagi usaha mikro, kepemilikan NIB merupakan salah satu pintu masuk untuk menjadi bagian dari sistem usaha formal.
Namun, dalam penelitian ini legalitas tidak hanya dipahami sebatas kepemilikan NIB. Legalitas dapat mencakup dokumen maupun persyaratan lain yang diperlukan berdasarkan karakteristik dan risiko kegiatan usaha serta jenis produk yang dihasilkan.
2.4.2 Manfaat Legalitas Usaha
Legalitas usaha memberikan manfaat strategis bagi pelaku usaha mikro, antara lain memberikan kepastian dan identitas usaha, meningkatkan kepercayaan pihak lain, membuka akses terhadap pembiayaan, mempermudah mengikuti program pemerintah, meningkatkan peluang kemitraan, serta mendukung perluasan pasar.
Dengan demikian:
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2.4.3 Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Penguatan legalitas usaha mikro dalam penelitian ini dimaknai sebagai serangkaian upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, akses, dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi legalitas yang diperlukan serta memanfaatkan legalitas tersebut bagi pengembangan usaha.
Penguatan legalitas meliputi:
1. Pendataan dan pemetaan usaha mikro;
2. Sosialisasi pentingnya legalitas;
3. Peningkatan pemahaman mengenai NIB dan OSS-RBA;
4. Fasilitasi pengurusan legalitas;
5. Pendampingan penggunaan sistem digital;
6. Fasilitasi dokumen dan sertifikasi pendukung;
7. Pembinaan setelah memperoleh legalitas; dan
8. Penghubungan usaha formal dengan pembiayaan, pasar, dan kemitraan.
Konsep tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penguatan legalitas tidak hanya diukur dari jumlah NIB yang diterbitkan, tetapi juga dari kemampuan legalitas tersebut untuk mendukung perkembangan usaha.
2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Pelaksanaan program pemerintah dipengaruhi oleh berbagai kondisi internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, faktor pendukung dan penghambat dapat dianalisis berdasarkan beberapa aspek.
2.5.1 Faktor Pendukung
Faktor pendukung penguatan legalitas usaha mikro antara lain:
1. Komitmen pemerintah daerah;
2. Tersedianya kebijakan dan regulasi;
3. Program pembinaan dan pemberdayaan UMKM;
4. Ketersediaan aparatur dan tenaga pendamping;
5. Koordinasi antarlembaga;
6. Dukungan sistem OSS-RBA;
7. Partisipasi dan kesadaran pelaku usaha;
8. Dukungan lembaga keuangan dan dunia usaha; dan
9. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi.
2.5.2 Faktor Penghambat
Faktor yang dapat menghambat penguatan legalitas usaha mikro meliputi:
1. Rendahnya pemahaman mengenai legalitas;
2. Rendahnya literasi digital;
3. Keterbatasan jaringan internet;
4. Kondisi geografis dan akses transportasi;
5. Keterbatasan SDM pendamping;
6. Keterbatasan anggaran dan fasilitas;
7. Data pelaku usaha yang belum terintegrasi;
8. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal;
9. Persepsi bahwa legalitas merupakan prosedur yang rumit; dan
10. Belum optimalnya pendampingan setelah penerbitan legalitas.
Faktor-faktor tersebut penting dianalisis karena efektivitas peran dinas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengatasi berbagai hambatan dalam implementasinya.
2.6 Strategi Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Strategi merupakan serangkaian pilihan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan secara efektif dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Strategi penguatan legalitas usaha mikro harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan pelaku usaha.
Dalam konteks Papua Tengah, strategi dapat diarahkan pada beberapa aspek, yaitu penguatan pendataan usaha mikro, pelayanan legalitas yang lebih dekat kepada masyarakat, pendampingan OSS-RBA, peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas aparatur dan pendamping, koordinasi provinsi-kabupaten, serta integrasi legalitas dengan program pembiayaan dan pemasaran.
Karakter geografis Papua Tengah juga menuntut model pelayanan yang adaptif. Pelayanan tidak semata-mata menunggu pelaku usaha datang ke pusat pemerintahan, tetapi dapat dikembangkan melalui pendekatan pelayanan aktif atau jemput bola, pendampingan langsung, pelayanan terpadu, serta kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lokal.
2.7 Hubungan Grand Theory dengan Penelitian
Teori Peran digunakan sebagai landasan utama untuk menjelaskan bagaimana Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah melaksanakan kedudukan dan tanggung jawab kelembagaannya dalam penguatan legalitas usaha mikro.
Hubungan teori dengan fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
	Grand Theory/Dimensi
	Fokus Analisis Penelitian

	Regulator
	Kebijakan dan arahan dalam penguatan legalitas usaha mikro

	Fasilitator
	Fasilitasi NIB, OSS-RBA, pelatihan dan pendampingan

	Motivator
	Sosialisasi dan peningkatan kesadaran pelaku usaha

	Dinamisator
	Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas usaha

	Koordinator
	Koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten dan pemangku kepentingan



Dengan demikian, teori peran dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai peran dinas. Selanjutnya, analisis faktor internal dan eksternal digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai faktor pendukung dan penghambat, sedangkan konsep strategi digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai strategi peningkatan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro.
2.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan empiris untuk melihat perkembangan kajian mengenai formalisasi UMKM, faktor penghambat legalitas usaha, serta peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro. Dengan menelaah hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat menemukan persamaan, perbedaan, serta celah penelitian (research gap) yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua Tengah.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan
	No
	Nama Peneliti / Tahun
	Judul / Fokus Penelitian
	Metode Penelitian
	Hasil Penelitian
	Relevansi dengan Penelitian Ini

	1
	Putra (2021)
	Pendampingan UMKM dan peningkatan formalitas usaha
	Kualitatif
	Pendampingan yang dilakukan secara intensif mampu meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha dan administrasi usaha.
	Menunjukkan pentingnya peran pendampingan pemerintah dalam mendorong formalisasi usaha mikro.

	2
	Ernawati (2020)
	Pengaruh literasi usaha terhadap legalitas UMKM
	Kuantitatif
	Literasi usaha menjadi faktor dominan yang memengaruhi rendahnya tingkat legalitas UMKM. Pelaku usaha dengan pemahaman rendah cenderung tidak mengurus izin usaha.
	Relevan untuk menganalisis hambatan formalisasi usaha mikro dari aspek pengetahuan dan kapasitas pelaku usaha.

	3
	Sari (2022)
	Peran pemerintah daerah dalam legalitas UMKM melalui perizinan online
	Mixed Method
	Peran pemerintah daerah signifikan dalam meningkatkan legalitas UMKM melalui layanan perizinan online, sosialisasi, dan pendampingan digital.
	Mendukung analisis tentang peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam pemanfaatan sistem OSS-RBA.



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian terdahulu menyoroti tiga aspek utama, yaitu pendampingan UMKM, literasi usaha, dan intervensi pemerintah daerah dalam legalisasi usaha. Penelitian Putra (2021) menekankan pentingnya pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Penelitian Ernawati (2020) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman usaha menjadi hambatan utama legalitas. Sementara itu, penelitian Sari (2022) menegaskan bahwa digitalisasi perizinan dapat meningkatkan legalitas UMKM apabila disertai dukungan pemerintah.
Penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan di daerah dengan akses infrastruktur relatif baik. Belum banyak penelitian yang secara khusus membahas peran pemerintah daerah dalam mendorong formalisasi usaha mikro di wilayah otonomi baru dan kawasan timur Indonesia seperti Provinsi Papua Tengah.
Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam mendorong formalisasi usaha mikro, dengan mempertimbangkan tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur digital, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian terdahulu sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang kontekstual.
2.6 Kerangka Pemikiran
Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa tingkat formalisasi usaha mikro tidak terjadi secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan UMKM, dinas berfungsi sebagai fasilitator, edukator, regulator, dan pendamping bagi pelaku usaha mikro agar mampu bertransformasi dari usaha informal menjadi usaha formal.
Permasalahan utama yang sering dihadapi pelaku usaha mikro di Provinsi Papua Tengah adalah rendahnya pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha, keterbatasan kemampuan administrasi, rendahnya literasi digital, serta minimnya akses terhadap layanan perizinan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui program pembinaan dan pendampingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan formalitas usaha mikro.
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Kerangka pemikiran penelitian ini menjelaskan bahwa peran dinas menjadi variabel utama yang mendorong perubahan pada pelaku usaha melalui beberapa tahapan strategis, yaitu peningkatan literasi usaha, fasilitasi perizinan, pendampingan usaha, serta fasilitasi sertifikasi produk. Apabila tahapan tersebut berjalan efektif, maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas dan masuk ke sektor formal.
Secara sistematis, alur kerangka pemikiran dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Peran Dinas. Dinas melaksanakan program pembinaan, sosialisasi, pelayanan, dan pemberdayaan UMKM.
2. Peningkatan Literasi Usaha. Pelaku usaha memperoleh pemahaman tentang pentingnya legalitas, manajemen usaha, dan manfaat formalisasi.
3. Fasilitasi Perizinan. Pelaku usaha dibantu dalam pengurusan NIB, OSS-RBA, dan izin usaha lainnya.
4. Pendampingan Usaha. Pelaku usaha mendapat bimbingan teknis terkait administrasi, pencatatan keuangan, dan pengembangan usaha.
5. Sertifikasi Produk.Produk usaha difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halal, PIRT, label mutu, dan standar lainnya.
6. Peningkatan Formalisasi Usaha Mikro. Semakin banyak usaha mikro yang legal, terdaftar, dan memiliki akses lebih luas terhadap pasar serta pembiayaan.
Kerangka ini menunjukkan bahwa keberhasilan formalisasi usaha mikro sangat dipengaruhi oleh efektivitas peran pemerintah daerah. Semakin optimal program yang dijalankan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, maka semakin tinggi peluang usaha mikro untuk masuk ke sektor formal. Sebaliknya, apabila pembinaan lemah, pelayanan terbatas, dan pendampingan minim, maka tingkat informalitas usaha akan tetap tinggi.
Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana peran dinas tersebut mampu meningkatkan formalisasi usaha mikro serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.


BAB III
METODE ANALISIS
3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya untuk mengkaji secara komprehensif peran dinas terkait dalam proses formalisasi usaha mikro serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana peran dinas dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, serta kebijakan yang mendukung legalisasi usaha mikro.
Desain penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai proses, makna, serta interaksi antar variabel sosial yang terjadi di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran dinas dalam meningkatkan formalisasi usaha mikro serta mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut.



3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada instansi pemerintah yang memiliki peran langsung dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, yaitu Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro di wilayah penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dinas tersebut merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dalam proses formalisasi usaha.
Selain itu, penelitian juga dilakukan pada beberapa pelaku usaha mikro yang telah dan belum memiliki legalitas usaha, yang berada di wilayah kerja dinas tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dari dua sisi, yaitu perspektif pemerintah dan pelaku usaha.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan. Secara umum, kegiatan penelitian meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Adapun waktu pelaksanaan penelitian selama 2 bulan.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri atas data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendukung analisis secara komprehensif mengenai peran dinas dalam proses formalisasi usaha mikro.


1. Data Primer
Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi langsung dengan informan penelitian. Data ini bersifat aktual dan relevan dengan fokus penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:
1. Wawancara dengan pejabat dinas, yaitu untuk menggali informasi terkait kebijakan, program, serta strategi yang dilakukan dalam mendukung formalisasi usaha mikro.
2. Wawancara dengan pelaku usaha mikro, yaitu untuk mengetahui pengalaman, kendala, serta respon pelaku usaha terhadap proses formalisasi dan pelayanan dari dinas terkait.
3. Observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas usaha mikro maupun kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh dinas untuk memperoleh gambaran nyata kondisi di lapangan.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang telah tersedia sebelumnya. Data ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi analisis data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:
1. Dokumen resmi dinas, seperti laporan kegiatan, rencana strategis, dan arsip kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.
2. Data UMKM, yang mencakup jumlah, sebaran, serta perkembangan usaha mikro di wilayah penelitian.
3. Peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan formalisasi usaha mikro.
4. Laporan kegiatan pembinaan, yang berisi informasi mengenai pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro.
3.4 Informan Penelitian
Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan fokus permasalahan penelitian, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait peran dinas dalam proses formalisasi usaha mikro.
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:
1. Kepala Dinas, sebagai informan kunci yang memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan terkait program pengembangan dan formalisasi usaha mikro.
2. Kepala Bidang UMKM, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program, koordinasi kegiatan, serta pengelolaan strategi pemberdayaan usaha mikro di lapangan.
3. Penyuluh atau perwakilan pendamping UMKM, sebagai pelaksana teknis yang berperan langsung dalam proses pendampingan, sosialisasi, serta fasilitasi kepada pelaku usaha mikro.
4. Pelaku usaha mikro yang sudah dan belum formal, sebagai sumber informasi utama untuk mengetahui pengalaman, persepsi, serta hambatan yang dihadapi dalam proses formalisasi usaha.
Pemilihan informan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, sehingga analisis penelitian menjadi lebih mendalam dan objektif.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode berikut:
1. Wawancara Mendalam 
Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi secara detail dan mendalam dari informan penelitian. Teknik ini dilakukan secara langsung melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan yang telah ditentukan, baik dari unsur dinas maupun pelaku usaha mikro. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih luas sesuai dengan perkembangan jawaban informan.
2. Observasi Partisipatif
Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas atau situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengamati secara langsung proses pendampingan, kegiatan pembinaan UMKM, serta kondisi nyata pelaku usaha mikro di lapangan. Hasil observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara.
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa laporan resmi dinas, data statistik UMKM, arsip kegiatan pembinaan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan dan formalisasi usaha mikro. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis penelitian.
3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data mencapai titik jenuh. Model ini terdiri atas tiga alur kegiatan utama, yaitu:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi untuk difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan peran dinas dalam formalisasi usaha mikro serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Data yang tidak relevan akan disisihkan sehingga mempermudah proses analisis lebih lanjut.


2. Penyajian Data 
Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih sistematis, sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dapat berupa uraian naratif, matriks, tabel, atau pola hubungan antar kategori. Tahap ini bertujuan untuk melihat gambaran umum mengenai temuan penelitian, khususnya terkait peran dinas dan dinamika formalisasi usaha mikro.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah disajikan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi). Kesimpulan akhir diambil setelah data dianggap konsisten dan valid, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.
3.7 Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui beberapa teknik sebagai berikut:
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, data dari kepala dinas, kepala bidang UMKM, pendamping UMKM, serta pelaku usaha mikro dibandingkan untuk memperoleh kesesuaian informasi terkait peran dinas dalam formalisasi usaha mikro.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan validitas temuan penelitian.
3. Member Check
Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil data atau informasi yang diperoleh kepada informan penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi peneliti.
4. Diskusi dengan Pakar (Expert Opinion)
Diskusi dengan pakar dilakukan dengan meminta masukan dari ahli atau pembimbing yang memahami bidang penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan, kritik, dan saran terhadap hasil analisis sementara sehingg







BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah merupakan perangkat daerah yang mempunyai posisi strategis dalam mendukung pengembangan perekonomian masyarakat, khususnya melalui pembinaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, sektor perindustrian, serta perdagangan. Dalam konteks penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada peran Dinas dalam pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro, khususnya berkaitan dengan penguatan legalitas usaha.
Keberadaan Dinas menjadi penting karena karakteristik perekonomian masyarakat Papua Tengah masih banyak ditopang oleh berbagai kegiatan usaha berskala mikro. Berdasarkan hasil penelitian, usaha mikro yang berkembang di masyarakat meliputi perdagangan, kuliner, kerajinan, jasa, pengolahan hasil pertanian, dan berbagai kegiatan ekonomi lokal lainnya. Namun, perkembangan kegiatan usaha tersebut belum seluruhnya diikuti dengan tertib administrasi dan kepemilikan legalitas usaha. Masih terdapat pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara tradisional dan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dalam kondisi tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah memiliki tanggung jawab untuk mendorong pelaku usaha mikro agar dapat berkembang dari usaha yang bersifat informal menuju usaha yang lebih formal, tertib, produktif, dan berkelanjutan. Dalam kerangka penelitian, Dinas menjalankan peran sebagai regulator, fasilitator, motivator, dinamisator, dan koordinator. Peran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi legalitas, sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya.
4.1.1 Peran Dinas dalam Pembinaan Usaha Mikro
Sebagai perangkat daerah yang berkaitan dengan pembinaan UMKM, Dinas berperan dalam melaksanakan program pembinaan, sosialisasi, pelayanan, dan pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro. Pembinaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha, kemampuan administrasi, legalitas, pengelolaan usaha, kualitas produk, serta akses terhadap pasar dan pembiayaan.
Dinas juga berperan dalam meningkatkan literasi usaha masyarakat. Pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas, pengelolaan usaha, dan manfaat menjadi usaha formal. Setelah itu, pelaku usaha dapat difasilitasi dalam proses perizinan, termasuk pengurusan NIB melalui OSS-RBA, pendampingan administrasi, serta fasilitasi sertifikasi produk sesuai kebutuhan usaha.
Peran pembinaan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab Dinas tidak hanya berorientasi pada penerbitan dokumen legalitas. Dinas juga diharapkan menghubungkan legalitas dengan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keberlanjutan usaha mikro.
4.1.2 Peran sebagai Regulator
Sebagai regulator, Dinas berperan menjalankan dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam bidang pemberdayaan UMKM dan kemudahan perizinan berusaha. Peran tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi, pengarahan, serta pembinaan kepada masyarakat mengenai persyaratan legalitas yang perlu dipenuhi.
Dalam konteks ini, Dinas menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kondisi riil pelaku usaha di lapangan. Kebijakan yang telah ditetapkan perlu diterjemahkan menjadi pelayanan yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh pelaku usaha mikro.
4.1.3 Peran sebagai Fasilitator
Sebagai fasilitator, Dinas memberikan dukungan kepada pelaku usaha dalam memperoleh legalitas dan mengembangkan usahanya. Bentuk fasilitasi dapat dilakukan melalui pemberian informasi mengenai persyaratan legalitas, pendataan usaha mikro, fasilitasi pengurusan NIB, pendampingan penggunaan OSS-RBA, pelatihan, serta penghubungan dengan program pemberdayaan.
Peran fasilitator menjadi sangat penting karena tidak semua pelaku usaha mempunyai kemampuan administrasi dan digital yang memadai. Oleh karena itu, pelayanan tidak cukup hanya dalam bentuk penyampaian informasi, tetapi perlu diikuti dengan pendampingan langsung sampai pelaku usaha dapat menyelesaikan proses legalitas.
4.1.4 Peran sebagai Motivator dan Dinamisator
Sebagai motivator, Dinas berperan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat legalitas usaha. Pelaku usaha perlu diberikan pemahaman bahwa legalitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi dapat memberikan manfaat dalam pengembangan usaha.
Sebagai dinamisator, Dinas berperan mendorong pelaku usaha agar terus berkembang setelah memperoleh legalitas. Pembinaan dapat dilanjutkan melalui peningkatan kemampuan manajemen, kualitas produk, kemasan, pemasaran, penggunaan teknologi, digitalisasi usaha, akses pembiayaan, serta pengembangan jaringan kemitraan.
Dengan demikian, legalitas ditempatkan sebagai bagian dari proses pemberdayaan usaha mikro dan bukan sebagai tujuan akhir pembinaan.
4.1.5 Peran sebagai Koordinator
Penguatan usaha mikro membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, Dinas juga menjalankan fungsi koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi diperlukan dalam pendataan usaha mikro, penyusunan program, sosialisasi, pembinaan, pelayanan legalitas, pembiayaan, pemasaran, dan kemitraan. Hal ini menjadi penting karena pelaku usaha tersebar pada berbagai kabupaten dengan karakteristik geografis, ekonomi, sosial, dan tingkat aksesibilitas yang berbeda.
Dalam penelitian ini, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi salah satu unsur penting dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada usaha mikro. Penguatan legalitas membutuhkan integrasi data, SDM pendamping, infrastruktur digital, dan koordinasi lintas instansi.
4.1.6 Tantangan Pelaksanaan Pembinaan
Pelaksanaan peran Dinas dalam pengembangan usaha mikro di Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan. Kondisi geografis, keterbatasan jaringan internet, kemampuan digital masyarakat yang belum merata, rendahnya pemahaman mengenai legalitas, keterbatasan tenaga pendamping, anggaran, integrasi data, dan koordinasi menjadi beberapa persoalan yang ditemukan dalam penelitian.
Karakteristik tersebut menyebabkan pola pelayanan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah yang mempunyai akses transportasi dan digital lebih baik. Dinas membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih adaptif, termasuk pelayanan jemput bola dan pendampingan langsung kepada kelompok usaha di lokasi kegiatan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, keberadaan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem usaha mikro yang semakin formal, produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
4.2 Legalitas Usaha Mikro
Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam pengembangan usaha mikro karena memberikan identitas dan pengakuan formal terhadap kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat. Dalam penelitian ini, legalitas usaha tidak dipahami hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari proses pemberdayaan dan pengembangan usaha.
Legalitas usaha dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembinaan, pembiayaan, sertifikasi produk, pemasaran, kemitraan, serta berbagai program pemberdayaan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan legalitas mempunyai dimensi administratif sekaligus dimensi ekonomi dan pemberdayaan.


4.2.1 Kondisi Legalitas Usaha Mikro
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha mikro di Provinsi Papua Tengah memiliki potensi untuk berkembang karena masyarakat menjalankan berbagai kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan, kuliner, kerajinan, jasa, pertanian, dan usaha lainnya. Meskipun demikian, dari aspek legalitas masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki dokumen usaha yang lengkap, khususnya NIB.
Sebagian pelaku usaha masih menjalankan kegiatan usahanya secara tradisional dan belum memahami sepenuhnya manfaat legalitas bagi perkembangan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dengan tingkat formalitas usaha.
Keterbatasan pemahaman mengenai legalitas, kemampuan administrasi, literasi digital, dan akses terhadap pelayanan perizinan menjadi bagian dari permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro di Papua Tengah.
4.2.2 Nomor Induk Berusaha sebagai Identitas Usaha
Salah satu bentuk legalitas yang menjadi perhatian utama dalam penelitian adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB menjadi identitas dasar yang memungkinkan pelaku usaha masuk ke dalam sistem usaha formal.
Proses memperoleh NIB dilakukan melalui sistem OSS-RBA. Namun, penggunaan sistem berbasis digital belum dapat dilakukan secara mandiri oleh seluruh pelaku usaha mikro. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh kemampuan menggunakan teknologi, ketersediaan perangkat, jaringan internet, pemahaman administrasi, dan kemampuan mengisi data usaha.
Oleh karena itu, penguatan legalitas membutuhkan fasilitasi dan pendampingan langsung. Pelaku usaha tidak hanya diberikan informasi bahwa pengurusan dilakukan melalui OSS-RBA, tetapi perlu dibantu dalam mempersiapkan data, memahami prosedur, mengakses sistem, dan menyelesaikan proses hingga memperoleh legalitas.
4.2.3 Manfaat Legalitas Usaha Mikro
Legalitas memiliki arti penting bagi keberlanjutan usaha mikro. Dalam penelitian ini, legalitas diarahkan untuk memberikan beberapa manfaat, yaitu memberikan identitas formal kepada usaha, mempermudah pendataan dan pembinaan pemerintah, membuka akses terhadap program pemberdayaan, meningkatkan peluang memperoleh pembiayaan, mendukung pemasaran, meningkatkan peluang kemitraan, serta mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing usaha.
Legalitas juga dapat membantu pemerintah memperoleh data usaha yang lebih akurat. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam merencanakan program pembinaan berdasarkan lokasi, jenis usaha, status legalitas, serta kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
Bagi pelaku usaha, legalitas diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen formal, tetapi memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kegiatan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menempatkan legalitas sebagai pintu masuk bagi pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, pemasaran, dan kemitraan.
4.2.4 Hambatan Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Penguatan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut mencakup rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai manfaat legalitas, keterbatasan kemampuan administrasi, literasi digital yang belum merata, keterbatasan jaringan internet, kondisi geografis, keterbatasan tenaga pendamping, serta belum optimalnya integrasi data dan koordinasi.
Kondisi geografis Papua Tengah juga memengaruhi akses pelaku usaha terhadap pelayanan pemerintah. Jarak dan akses transportasi menyebabkan pelayanan yang hanya berpusat pada kantor pemerintah belum tentu mudah dijangkau seluruh pelaku usaha.
Dengan demikian, keberadaan sistem OSS-RBA belum secara otomatis menjadikan proses legalitas mudah bagi semua pelaku usaha. Efektivitas pelayanan tetap bergantung pada kemampuan pemerintah memberikan pendampingan serta menyesuaikan metode pelayanan dengan kondisi masyarakat.
4.2.5 Penguatan Legalitas melalui Pelayanan Jemput Bola
Salah satu pendekatan yang relevan dengan kondisi Papua Tengah adalah pelayanan jemput bola. Pelayanan tersebut dilakukan dengan membawa pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, misalnya melalui kelompok usaha, koperasi, pasar, sentra produksi, maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya.
Pendekatan ini penting karena karakter geografis Papua Tengah membutuhkan model pelayanan yang adaptif. Pelayanan tidak cukup hanya menunggu pelaku usaha datang ke pusat pemerintahan, tetapi perlu dilakukan melalui pelayanan aktif, pendampingan langsung, dan kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.
Pelayanan jemput bola dapat dikombinasikan dengan sosialisasi, pendataan, pemetaan usaha yang belum memiliki NIB, pendampingan OSS-RBA, peningkatan literasi digital, serta pemberian informasi mengenai program pembinaan yang tersedia.
4.2.6 Legalitas sebagai Bagian dari Pemberdayaan Usaha Mikro
Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan legalitas seharusnya tidak berhenti pada penerbitan NIB. Legalitas perlu dilanjutkan dengan pembinaan pascalegalitas agar memberikan dampak terhadap perkembangan usaha.
Model penguatan legalitas yang ditemukan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
[image: ]
Model tersebut menunjukkan bahwa legalitas bukan semata-mata hasil akhir program pemerintah. Legalitas merupakan tahapan awal untuk menghubungkan pelaku usaha dengan sumber daya yang diperlukan bagi perkembangan usahanya.
Dengan demikian, penguatan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah membutuhkan perubahan pendekatan dari legalitas sebagai dokumen administratif menuju legalitas sebagai instrumen pemberdayaan usaha. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah NIB yang berhasil diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana pelaku usaha yang telah memperoleh legalitas dapat meningkatkan kapasitas, memperoleh pembiayaan, memperluas pasar, membangun kemitraan, dan mempertahankan keberlanjutan usahanya.
4.3 Data Informan dan Profil Informan
Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan keterkaitan, pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan penguatan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah. Informan terdiri atas unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah serta pelaku usaha mikro.
Pemilihan informan dari unsur pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, pelaksanaan pembinaan, fasilitasi legalitas, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi penguatan legalitas usaha mikro. Sementara itu, informan dari unsur pelaku usaha digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman langsung dalam menjalankan usaha, pemahaman terhadap legalitas, akses terhadap pelayanan pemerintah, hambatan pengurusan legalitas, dan kebutuhan pembinaan.
Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 10 (sepuluh) informan, yang terdiri atas 7 (tujuh) informan dari unsur Dinas dan 3 (tiga) informan dari unsur pelaku usaha mikro. Data informan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4.1 Data Informan Penelitian
	No.
	Nama Informan
	Jabatan/Status
	Lama Bekerja/Usaha
	Tanggal Wawancara

	1
	Ermambo Rumaropen, S.Sos
	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
	22 Tahun
	22 Juni 2026

	2
	Almince Mote, SE
	Kepala Bidang Perindustrian
	16 Tahun
	22 Juni 2026

	3
	Mariana Magdalena, SE
	Kepala Bidang Perindustrian
	28 Tahun
	22 Juni 2026

	4
	Brian Gerald Sendoh, SE, M.M
	Kepala Bidang Perdagangan
	11 Tahun
	22 Juni 2026

	5
	R.B Setyo Budi, SH
	Kepala Seksi Kewirausahaan
	32 Tahun
	22 Juni 2026

	6
	Maikel Ibo, S.AP
	Kepala Seksi Stabilisasi Harga
	28 Tahun
	22 Juni 2026

	7
	Rufina Kobogau, S.IP
	Kepala Seksi Koperasi
	16 Tahun
	22 Juni 2026

	8
	Ester Kobogau
	Pelaku Usaha Noken
	30 Tahun
	22 Juni 2026

	9
	Yubelina
	Pelaku Usaha Pinang
	10 Tahun
	22 Juni 2026

	10
	Marten Magai
	Pelaku Usaha Pinang
	15 Tahun
	22 Juni 2026


Sumber: Data primer diolah, 2026
Tabel 4.2 Klasifikasi Informan Berdasarkan Kelompok
	No.
	Kelompok Informan
	Jumlah
	Persentase
	Peran dalam Penelitian

	1
	Pejabat/ASN Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
	7 orang
	70%
	Memberikan informasi mengenai kebijakan, program, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, hambatan, dan strategi penguatan legalitas usaha mikro

	2
	Pelaku Usaha Mikro
	3 orang
	30%
	Memberikan informasi mengenai kondisi usaha, pemahaman legalitas, pengalaman pelayanan, hambatan, dan kebutuhan pembinaan

	Total
	
	10 orang
	100%
	


Sumber: Data primer diolah, 2026
Tabel 4.3 Profil dan Relevansi Informan
	No.
	Informan
	Profil Singkat
	Relevansi dengan Penelitian

	1
	Ermambo Rumaropen, S.Sos
	Sekretaris Dinas dengan pengalaman kerja 22 tahun
	Memberikan perspektif kelembagaan, koordinasi, kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program penguatan legalitas

	2
	Almince Mote, SE
	Kepala Bidang Perindustrian dengan pengalaman 16 tahun
	Memberikan informasi mengenai legalitas industri rumah tangga, pembinaan produk, dan pengembangan industri kecil

	3
	Mariana Magdalena, SE
	Kepala Bidang Perindustrian dengan pengalaman 28 tahun
	Memberikan perspektif mengenai pembinaan industri, legalitas, kualitas produk, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal

	4
	Brian Gerald Sendoh, SE, M.M
	Kepala Bidang Perdagangan dengan pengalaman 11 tahun
	Memberikan informasi mengenai hubungan legalitas dengan akses pasar, perdagangan, promosi, distribusi, dan kemitraan

	5
	R.B Setyo Budi, SH
	Kepala Seksi Kewirausahaan dengan pengalaman 32 tahun
	Memberikan perspektif mengenai pembinaan kewirausahaan, pendampingan, motivasi, dan peningkatan kapasitas usaha mikro

	6
	Maikel Ibo, S.AP
	Kepala Seksi Stabilisasi Harga dengan pengalaman 28 tahun
	Memberikan informasi mengenai data perdagangan, harga, distribusi, dan keberlanjutan usaha mikro

	7
	Rufina Kobogau, S.IP
	Kepala Seksi Koperasi dengan pengalaman 16 tahun
	Memberikan perspektif mengenai koperasi, kelembagaan kelompok usaha, pembiayaan, dan penguatan ekonomi kolektif

	8
	Ester Kobogau
	Pelaku usaha Noken selama 30 tahun
	Memberikan perspektif pelaku usaha berbasis budaya mengenai legalitas, pemasaran, pembiayaan, dan kebutuhan pendampingan

	9
	Yubelina
	Pelaku usaha Pinang selama 10 tahun
	Memberikan pengalaman langsung pedagang mikro mengenai legalitas, modal, harga, teknologi, dan akses pelayanan

	10
	Marten Magai
	Pelaku usaha Pinang selama 15 tahun
	Memberikan perspektif mengenai legalitas, stabilitas usaha, modal, fluktuasi harga, dan kebutuhan pembinaan pascalegalitas


Sumber: Data primer diolah, 2026
Profil Informan Penelitian
Berdasarkan Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.3, komposisi informan menunjukkan adanya dua perspektif utama dalam penelitian, yaitu perspektif pemerintah sebagai penyelenggara program dan perspektif pelaku usaha sebagai penerima manfaat pelayanan. Komposisi tersebut penting untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan melakukan triangulasi sumber.
Informan dari unsur Dinas memiliki pengalaman kerja antara 11 sampai 32 tahun. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa informan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan UMKM, perindustrian, perdagangan, kewirausahaan, koperasi, serta berbagai dinamika pemberdayaan pelaku usaha.
Sementara itu, informan pelaku usaha memiliki pengalaman menjalankan usaha antara 10 sampai 30 tahun. Ester Kobogau mewakili usaha mikro berbasis produk budaya melalui usaha Noken, sedangkan Yubelina dan Marten Magai mewakili usaha mikro perdagangan tradisional melalui usaha Pinang.
Keberagaman latar belakang tersebut memberikan kesempatan kepada penelitian untuk membandingkan peran yang dipersepsikan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan peran yang benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha mikro. Dengan demikian, data tidak hanya menggambarkan program dari perspektif penyelenggara, tetapi juga efektivitas dan manfaatnya dari perspektif penerima pelayanan.
Data informan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menganalisis tiga fokus utama penelitian, yaitu (1) peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro; (2) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Dinas; dan (3) strategi peningkatan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah.
4.4 Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 10 (sepuluh) informan yang terdiri atas 7 (tujuh) informan dari unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah serta 3 (tiga) informan pelaku usaha mikro. Analisis hasil penelitian dilakukan berdasarkan tiga rumusan masalah, yaitu: (1) peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro; (2) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Dinas; dan (3) strategi Dinas dalam meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro.
Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, pengelompokan jawaban berdasarkan tema, membandingkan jawaban antar-informan, serta menarik pola dan makna dari informasi yang diperoleh. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut.
4.4.1 Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah:
“Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?”
Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas telah menjalankan beberapa peran dalam penguatan legalitas usaha mikro, yaitu sebagai regulator, fasilitator, motivator, dinamisator, dan koordinator. Peran tersebut diwujudkan melalui pendataan, sosialisasi, fasilitasi NIB, pendampingan penggunaan OSS-RBA, pembinaan kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, pemasaran, penguatan koperasi, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya.
a. Peran sebagai Regulator
Sebagai regulator, Dinas mempunyai peran dalam melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan UMKM dan kemudahan perizinan berusaha serta memberikan arahan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pemenuhan legalitas.
Ermambo Rumaropen, S.Sos menjelaskan:
“Sebagai pemerintah daerah, Dinas menjalankan kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan UMKM dan kemudahan perizinan berusaha. Peran kami pada tingkat provinsi lebih banyak memastikan program pembinaan dan pemberdayaan dapat berjalan sesuai kebijakan yang berlaku serta memberikan arahan kepada pelaku usaha mengenai persyaratan legalitas yang perlu dipenuhi.”
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Mariana Magdalena, SE:
“Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Dinas menjalankan dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan UMKM dan industri kecil. Kami memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan usahanya dapat berkembang sesuai ketentuan serta memenuhi legalitas yang diperlukan.”
Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, dapat dianalisis bahwa peran regulator telah dijalankan melalui penerjemahan kebijakan pemerintah ke dalam kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada pelaku usaha. Namun, fungsi regulator dalam konteks penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan aturan, melainkan juga bagaimana kebijakan kemudahan legalitas dapat dipahami dan diakses oleh pelaku usaha mikro.
b. Peran sebagai Fasilitator
Peran fasilitator merupakan peran yang paling dominan ditemukan dalam hasil wawancara. Dinas memberikan informasi, sosialisasi, fasilitasi, serta pendampingan kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memenuhi legalitas.
Almince Mote, SE menyatakan:
“Dinas melakukan pembinaan, sosialisasi, pemberian informasi, fasilitasi, dan pendampingan. Kami berusaha memberikan pemahaman bahwa legalitas merupakan bagian penting dalam pengembangan usaha, terutama apabila pelaku usaha ingin memperluas pasar dan membangun kerja sama dengan pihak lain.”
R.B Setyo Budi, SH juga menjelaskan:
“Dinas memberikan informasi, memfasilitasi proses pengurusan NIB, membantu pelaku usaha yang kesulitan menggunakan sistem digital, serta mengarahkan mereka kepada instansi atau pihak terkait apabila membutuhkan dokumen pendukung lainnya.”
Dari perspektif penerima pelayanan, Ester Kobogau menyampaikan:
“Kami membutuhkan pelayanan pemerintah karena kami tidak selalu memahami urusan administrasi. Kami berharap petugas dapat membantu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dan mendampingi sampai prosesnya selesai.”
Sementara itu, Yubelina menyatakan:
“Kalau hanya diberikan informasi bahwa kami harus mengurus melalui internet, mungkin masih banyak yang kesulitan. Akan lebih baik kalau petugas membantu langsung sampai proses selesai.”
Hasil tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara peran yang dijelaskan oleh Dinas dan kebutuhan pelaku usaha. Dinas telah memosisikan diri sebagai fasilitator, tetapi pelaku usaha mengharapkan fasilitasi yang lebih intensif dan praktis. Dengan demikian, fasilitasi legalitas tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi, tetapi membutuhkan pendampingan langsung sampai proses legalitas selesai.
c. Peran sebagai Motivator
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai manfaat legalitas menyebabkan sebagian pelaku usaha belum menjadikan NIB sebagai kebutuhan utama.
Brian Gerald Sendoh, SE, M.M menyatakan:
“Kami memberikan motivasi dengan menunjukkan manfaat nyata dari legalitas. Pelaku usaha akan lebih tertarik apabila memahami bahwa legalitas dapat membantu meningkatkan kepercayaan pasar dan membuka peluang kerja sama. Jadi pendekatannya bukan hanya mengenai kewajiban, tetapi juga mengenai manfaat ekonomi.”
Rufina Kobogau, S.IP menyampaikan:
“Kami mendorong pelaku usaha agar memahami bahwa legalitas bukan hanya persyaratan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan usaha. Legalitas dapat membantu mereka mengikuti pembinaan, memperoleh pembiayaan, dan membangun kerja sama ekonomi yang lebih luas.”
Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Marten Magai sebagai pelaku usaha:
“Kalau prosesnya mudah, ada petugas yang membantu, dan legalitas memberikan manfaat bagi usaha, saya bersedia mengurus. Pelaku usaha perlu melihat bahwa setelah mengurus legalitas ada tindak lanjut dari pemerintah.”
Berdasarkan hasil tersebut, motivasi pelaku usaha untuk memperoleh legalitas sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat legalitas. Pelaku usaha cenderung lebih bersedia mengurus legalitas apabila legalitas dapat memberikan akses nyata terhadap pembiayaan, pembinaan, pemasaran, dan program pemerintah.
d. Peran sebagai Dinamisator
Dinas juga menjalankan peran sebagai dinamisator dengan mendorong agar legalitas menjadi awal dari proses pengembangan usaha.
Mariana Magdalena, SE menjelaskan:
“Setelah legalitas diperoleh, pembinaan harus dilanjutkan pada peningkatan keterampilan, kualitas produk, kemasan, pemasaran, pencatatan usaha, penggunaan teknologi, dan perluasan jaringan usaha.”
Brian Gerald Sendoh, SE, M.M menambahkan:
“Usaha yang sudah memiliki legalitas dapat lebih mudah diarahkan mengikuti program pengembangan pemasaran. Pembinaan dapat berupa peningkatan kualitas produk, kemasan, promosi, pameran, pemasaran digital, serta fasilitasi pertemuan dengan calon mitra usaha.”
Ester Kobogau sebagai pelaku usaha Noken menguatkan kebutuhan tersebut:
“Kami membutuhkan pendampingan, bantuan pemasaran, tempat untuk mempromosikan Noken, pelatihan, informasi mengenai legalitas, dan akses terhadap modal.”
Analisis terhadap pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan legalitas tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan. NIB bukan tujuan akhir, tetapi merupakan pintu masuk menuju peningkatan kapasitas, pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan keberlanjutan usaha.
e. Peran sebagai Koordinator
Penguatan legalitas melibatkan berbagai instansi sehingga koordinasi menjadi unsur penting.
Ermambo Rumaropen, S.Sos menyatakan:
“Koordinasi dengan pemerintah kabupaten sangat penting karena pelaku usaha berada di kabupaten masing-masing. Pemerintah provinsi tidak mungkin menjangkau seluruh pelaku usaha secara langsung. Karena itu, dibutuhkan sinergi dalam pendataan, sosialisasi, pembinaan, dan penyampaian informasi mengenai kebutuhan pelaku usaha.”
Rufina Kobogau, S.IP juga menjelaskan:
“Koordinasi sangat penting karena koperasi dan pelaku usaha berada langsung di kabupaten. Pemerintah provinsi perlu bekerja sama dalam pendataan, pembinaan, pengawasan, dan penyusunan program agar kegiatan tidak tumpang tindih.”
Dengan demikian, keberhasilan penguatan legalitas sangat dipengaruhi oleh kemampuan Dinas membangun koordinasi vertikal dan horizontal, terutama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pelayanan perizinan, koperasi, lembaga keuangan, dan dunia usaha.
Analisis Rumusan Masalah Pertama
Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Dinas telah menjalankan lima peran utama, yaitu regulator, fasilitator, motivator, dinamisator, dan koordinator.
Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut belum sepenuhnya optimal dan merata. Masih ditemukan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan informasi mengenai legalitas, belum mampu menggunakan OSS-RBA secara mandiri, dan membutuhkan pendampingan langsung.
4.4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran Dinas dalam Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Rumusan masalah kedua adalah:
“Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?”
a. Faktor Pendukung
Hasil wawancara menunjukkan beberapa faktor pendukung, yaitu kebijakan pemerintah, sistem OSS-RBA, komitmen pemerintah daerah, program pemberdayaan UMKM, potensi produk lokal, keberadaan koperasi, perkembangan teknologi, serta peluang pembiayaan dan pemasaran.
Ermambo Rumaropen, S.Sos menyatakan:
“Faktor pendukungnya antara lain adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan kepada UMKM, tersedianya sistem OSS, komitmen pemerintah daerah, program pemberdayaan UMKM, serta adanya kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan lembaga lainnya.”
Almince Mote, SE menekankan potensi lokal:
“Papua Tengah memiliki banyak potensi produk lokal. Apabila produk tersebut dikembangkan dan memiliki legalitas serta kualitas yang baik, peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas juga semakin besar.”
Rufina Kobogau, S.IP menambahkan:
“Koperasi dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan membangun kebiasaan administrasi yang lebih tertib. Jika koperasi aktif dan sehat, anggotanya juga dapat lebih mudah diarahkan untuk memenuhi legalitas usaha.”
Berdasarkan hasil tersebut, faktor pendukung tidak hanya berasal dari regulasi pemerintah, tetapi juga dari potensi ekonomi lokal, kelembagaan koperasi, perkembangan teknologi, dan motivasi pelaku usaha.
b. Rendahnya Pemahaman Legalitas
Salah satu hambatan yang paling konsisten muncul adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat legalitas.
Mariana Magdalena, SE menyatakan:
“Ada pelaku usaha yang baru tertarik mengurus NIB ketika membutuhkan bantuan atau mengikuti program tertentu. Ke depan, pemahaman perlu diarahkan bahwa NIB merupakan identitas dasar usaha dan bukan hanya persyaratan ketika ingin menerima bantuan.”
Hal tersebut sesuai dengan pengalaman Yubelina:
“Saya pernah mendengar tentang NIB dan surat usaha, tetapi sebelumnya saya belum terlalu memahami untuk apa dan bagaimana cara mengurusnya. Sebagai pedagang kecil, selama ini saya lebih fokus pada kegiatan jual beli setiap hari.”
Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan legalitas tidak semata-mata terletak pada ketersediaan pelayanan, tetapi juga pada kesadaran dan pemahaman pelaku usaha.
c. Keterbatasan Literasi Digital dan Internet
Penggunaan OSS-RBA berbasis digital menjadi tantangan tersendiri.
R.B Setyo Budi, SH menyatakan:
“Literasi digital sangat berpengaruh karena banyak pelayanan sekarang menggunakan sistem elektronik. Bagi pelaku usaha yang belum terbiasa, proses tersebut bisa menjadi hambatan. Karena itu, pendampingan langsung masih sangat diperlukan.”
Ester Kobogau menyampaikan:
“Kalau harus mengurus sendiri melalui sistem, saya masih membutuhkan bantuan. Akan lebih mudah apabila ada petugas yang mendampingi dan menunjukkan tahap demi tahap sampai selesai.”
Dengan demikian, digitalisasi pelayanan telah memberikan kemudahan secara sistem, tetapi belum otomatis memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat karena terdapat kesenjangan kemampuan digital.
d. Kondisi Geografis dan Jangkauan Pelayanan
Ermambo Rumaropen, S.Sos menyatakan:
“Kondisi geografis merupakan salah satu tantangan utama. Ada wilayah yang mudah dijangkau dan ada wilayah yang membutuhkan biaya serta waktu perjalanan cukup besar. Karena itu, pola pendampingan tidak dapat disamakan untuk seluruh kabupaten.”
Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik geografis Papua Tengah menuntut model pelayanan yang berbeda dengan wilayah yang memiliki akses transportasi dan digital lebih merata.
e. Keterbatasan SDM dan Anggaran
Almince Mote, SE menyampaikan:
“SDM pendamping masih perlu diperkuat, baik dari jumlah maupun kompetensinya. Kita membutuhkan aparatur dan pendamping yang memahami perizinan, industri, pengembangan produk, pemasaran, serta teknologi.”
Ermambo Rumaropen, S.Sos menambahkan:
“Anggaran tentu berpengaruh terhadap jangkauan kegiatan. Wilayah Papua Tengah luas dan biaya operasional ke beberapa daerah relatif tinggi.”
Dengan demikian, kapasitas organisasi menjadi faktor internal yang memengaruhi kemampuan Dinas memperluas pelayanan.
f. Data Usaha Mikro yang Belum Terintegrasi
Maikel Ibo, S.AP menyatakan:
“Data menjadi dasar dalam perencanaan program dan pemantauan perdagangan. Jika data tidak lengkap, pemerintah akan kesulitan mengetahui jumlah, sebaran, dan kondisi pelaku usaha secara tepat.”
Mariana Magdalena, SE juga menjelaskan:
“Data masih perlu terus diperbaiki. Kita perlu mengetahui usaha yang masih aktif, lokasi, jenis produk, status legalitas, serta bentuk pembinaan yang telah diterima.”
Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan legalitas membutuhkan basis data terpadu agar program lebih tepat sasaran.
g. Modal, Harga, dan Pemasaran
Dari perspektif pelaku usaha, hambatan tidak hanya berkaitan dengan legalitas.
Marten Magai menyampaikan:
“Modal sangat menentukan. Kalau harga barang dari pemasok meningkat, kami membutuhkan modal lebih besar. Kadang keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk membeli barang kembali dan memenuhi kebutuhan keluarga.”
Ester Kobogau menyatakan:
“Pasar masih terbatas dan penjualan tidak selalu tetap. Kami membutuhkan tempat pemasaran yang lebih baik, promosi melalui internet, pameran, dan hubungan dengan pembeli dari luar daerah.”
Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha akan melihat legalitas sebagai sesuatu yang bernilai apabila legalitas tersebut mampu dihubungkan dengan persoalan nyata yang mereka hadapi.
Analisis Rumusan Masalah Kedua
Berdasarkan hasil wawancara, faktor pendukung meliputi kebijakan pemerintah, OSS-RBA, komitmen pemerintah daerah, program pemberdayaan, potensi produk lokal, koperasi, teknologi, peluang pasar, dan pembiayaan.
Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman legalitas, keterbatasan literasi digital, jaringan internet, kondisi geografis, keterbatasan SDM pendamping, anggaran, data yang belum terintegrasi, lemahnya administrasi usaha, keterbatasan modal, fluktuasi harga, dan pemasaran yang masih terbatas.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hambatan penguatan legalitas bersifat multidimensional, mencakup faktor kelembagaan, teknologi, geografis, ekonomi, dan kapasitas pelaku usaha.
4.4.3 Strategi Peningkatan Efektivitas Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Rumusan masalah ketiga adalah:
“Bagaimana strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?”

a. Penguatan Pendataan dan Pemetaan Usaha
Mariana Magdalena, SE menyatakan:
“Prioritas pertama adalah memiliki data yang akurat. Setelah itu, pelaku usaha dapat dipetakan berdasarkan lokasi, jenis usaha, dan status legalitasnya.”
Maikel Ibo, S.AP menambahkan:
“Data pelaku usaha sebaiknya memuat identitas, lokasi, jenis usaha, status legalitas, komoditas yang diperdagangkan, dan kebutuhan pembinaan.”
Dengan demikian, strategi pertama adalah membangun database usaha mikro yang mutakhir, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan pembinaan.
b. Pelayanan Jemput Bola
Pelayanan jemput bola merupakan strategi yang paling konsisten muncul dari informan pemerintah maupun pelaku usaha.
Almince Mote, SE menyatakan:
“Kalau hanya menunggu masyarakat datang, kemungkinan masih banyak pelaku usaha yang tidak terlayani. Pelayanan yang mendatangi kelompok usaha atau sentra usaha akan lebih membantu.”
Yubelina menyampaikan:
“Kalau pelayanan dilakukan di pasar atau tempat kami berjualan, kami tidak perlu meninggalkan usaha terlalu lama.”
Marten Magai juga menyatakan:
“Petugas dapat datang ke pasar atau tempat pedagang berkumpul. Dengan begitu, kami tidak perlu meninggalkan usaha terlalu lama dan proses dapat dilakukan bersama-sama.”
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola merupakan strategi yang paling sesuai dengan karakter geografis dan sosial ekonomi pelaku usaha Papua Tengah.
c. Pendampingan OSS-RBA Secara Praktis
R.B Setyo Budi, SH menyatakan:
“Pelaku usaha sebaiknya dibimbing langsung mulai dari menyiapkan dokumen, membuat akun, memasukkan data, sampai memperoleh NIB.”
Ester Kobogau menyampaikan:
“Kami berharap petugas membantu mulai dari menyiapkan persyaratan, mengisi data, menggunakan sistem, sampai legalitas selesai.”
Artinya, pendampingan harus menggunakan pendekatan learning by doing, bukan hanya sosialisasi teoritis.
d. Integrasi Legalitas dengan Pembiayaan
R.B Setyo Budi, SH menjelaskan:
“Pemerintah dapat memfasilitasi hubungan antara pelaku usaha yang sudah legal dengan lembaga keuangan atau program pembiayaan yang sesuai.”
Marten Magai menyatakan:
“Kalau NIB menjadi salah satu syarat, pemerintah dapat membantu legalitas terlebih dahulu kemudian mengarahkan kami ke lembaga pembiayaan.”
Dengan demikian, legalitas perlu dijadikan pintu masuk terhadap pembiayaan agar manfaatnya dirasakan secara langsung.
e. Integrasi Legalitas dengan Pemasaran
Brian Gerald Sendoh, SE, M.M menyatakan:
“Setelah pelaku usaha memperoleh legalitas, datanya dapat digunakan untuk menentukan bentuk pembinaan berikutnya. Usaha yang produknya sudah siap dapat difasilitasi mengikuti promosi, pameran, pemasaran digital, atau dipertemukan dengan calon mitra dan jaringan distribusi.”
Ester Kobogau menambahkan:
“Pemerintah dapat membantu melalui pameran, tempat pemasaran khusus produk lokal, promosi digital, dan mempertemukan kami dengan pembeli atau mitra.”
Temuan tersebut menunjukkan bahwa legalitas perlu dikaitkan dengan akses pasar dan peningkatan daya saing produk lokal.
f. Penguatan Koperasi dan Kelompok Usaha
Rufina Kobogau, S.IP menyatakan:
“Koperasi dapat dijadikan mitra dalam sosialisasi dan pendampingan. Anggota koperasi dapat didata status legalitasnya, kemudian diarahkan untuk memperoleh NIB dan meningkatkan administrasi usahanya.”
Ester Kobogau juga menyampaikan:
“Kalau pengrajin bergabung dalam kelompok atau koperasi, kami dapat bekerja sama dalam membeli bahan, menjual produk, memperoleh informasi, dan mengikuti program pemerintah.”
Dengan demikian, pendekatan kolektif melalui koperasi dapat meningkatkan efisiensi pembinaan dan memperkuat posisi ekonomi pelaku usaha.
g. Pembinaan Pascalegalitas
Temuan paling penting dalam strategi penguatan legalitas adalah perlunya pembinaan setelah NIB diterbitkan.
Ermambo Rumaropen, S.Sos menyatakan:
“Legalitas bukan akhir dari pembinaan. Setelah usaha memiliki legalitas, pelaku usaha tetap perlu didorong melalui pelatihan manajemen, peningkatan kualitas produk, pemasaran, digitalisasi, akses pembiayaan, dan kemitraan.”
Marten Magai menyampaikan:
“Setelah NIB selesai, sebaiknya data kami tetap disimpan oleh Dinas dan kami dihubungi kalau ada pelatihan, pembiayaan, atau program lain. Jadi hubungan dengan pemerintah tidak berhenti setelah dokumen selesai.”
Pernyataan tersebut menghasilkan temuan penting bahwa keberhasilan program legalitas tidak semestinya diukur hanya berdasarkan jumlah NIB yang diterbitkan.
Analisis Rumusan Masalah Ketiga
Berdasarkan hasil wawancara, strategi penguatan legalitas usaha mikro di Papua Tengah perlu dilakukan melalui:
1. Pemutakhiran dan integrasi data usaha mikro;
2. Pemetaan usaha berdasarkan status legalitas dan kebutuhan;
3. Pelayanan jemput bola;
4. Pendampingan OSS-RBA secara langsung;
5. Peningkatan literasi digital;
6. Penguatan kapasitas SDM pendamping;
7. Integrasi legalitas dengan pembiayaan;
8. Integrasi legalitas dengan pemasaran dan kemitraan;
9. Penguatan koperasi dan kelompok usaha;
10. Penguatan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten; serta
11. Pembinaan pascalegalitas secara berkelanjutan.
4.4.4 Sintesis Hasil Penelitian
Berdasarkan analisis ketiga rumusan masalah, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama penguatan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah bukan hanya terletak pada kepemilikan atau belum dimilikinya NIB, tetapi berkaitan dengan ekosistem pemberdayaan usaha mikro secara keseluruhan.
Dengan demikian, temuan utama penelitian adalah bahwa penguatan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah membutuhkan perubahan pendekatan dari “legalitas berbasis administrasi” menuju “legalitas berbasis pemberdayaan”. Artinya, keberhasilan Dinas tidak cukup dinilai berdasarkan banyaknya dokumen legalitas atau NIB yang diterbitkan, tetapi perlu dilihat dari sejauh mana legalitas tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembinaan, pembiayaan, peningkatan kualitas produk, akses pasar, digitalisasi, koperasi, dan kemitraan.
Temuan lainnya adalah bahwa karakter geografis dan kapasitas digital masyarakat Papua Tengah menjadikan pelayanan jemput bola dan pendampingan langsung sebagai strategi yang sangat penting. Pendekatan pelayanan yang sepenuhnya bergantung pada kemampuan pelaku usaha mengakses sistem digital berpotensi meninggalkan kelompok usaha mikro yang memiliki keterbatasan literasi digital dan akses internet.
4.5 Pembahasan
Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan menginterpretasikan hasil wawancara berdasarkan tiga rumusan masalah, kemudian menghubungkannya dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Pembahasan diarahkan untuk melihat kesesuaian, perbedaan, serta pengembangan temuan penelitian mengenai peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam penguatan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah.
4.5.1 Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah telah menjalankan peran dalam penguatan legalitas usaha mikro melalui beberapa fungsi, yaitu sebagai regulator, fasilitator, motivator, dinamisator, dan koordinator. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pendataan, sosialisasi, pembinaan, fasilitasi pengurusan NIB, pendampingan penggunaan OSS-RBA, pengembangan kapasitas usaha, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan lembaga terkait.
Temuan tersebut terlihat dari pernyataan Ermambo Rumaropen, S.Sos selaku Sekretaris Dinas yang menyatakan:
“Dinas mempunyai peran dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Kami berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas serta membantu pelaku usaha agar dapat masuk ke dalam sistem usaha yang formal. Legalitas tersebut penting karena menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai program pemberdayaan.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah tidak terbatas pada fungsi administratif dalam penerbitan atau pemenuhan dokumen legalitas. Pemerintah juga berperan dalam membangun kesadaran dan kapasitas pelaku usaha agar bersedia bertransformasi dari kegiatan usaha informal menuju usaha yang lebih formal dan tertata.
Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan UMKM yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai regulator dan fasilitator melalui penyediaan kebijakan, informasi, pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta kemudahan akses pelayanan bagi pelaku UMKM. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan formalisasi atau penguatan legalitas usaha tidak cukup hanya melalui penyederhanaan regulasi, tetapi memerlukan kehadiran pemerintah dalam membantu pelaku usaha memahami dan menggunakan sistem pelayanan yang tersedia.
Hal yang sama dikemukakan oleh Almince Mote, SE:
“Dinas melakukan pembinaan, sosialisasi, pemberian informasi, fasilitasi, dan pendampingan. Kami berusaha memberikan pemahaman bahwa legalitas merupakan bagian penting dalam pengembangan usaha, terutama apabila pelaku usaha ingin memperluas pasar dan membangun kerja sama dengan pihak lain.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara legalitas usaha dan pengembangan pasar. Legalitas bukan semata-mata bentuk kepatuhan administratif, tetapi menjadi salah satu modal kelembagaan bagi usaha mikro untuk meningkatkan kepercayaan pihak lain, memperoleh pembinaan, membangun kemitraan, dan memperluas pasar.
Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepemilikan legalitas usaha dapat meningkatkan peluang UMKM memperoleh akses terhadap program pemberdayaan, pembiayaan, pemasaran, dan kemitraan. Perbedaannya, penelitian ini menemukan bahwa pada konteks Papua Tengah, manfaat tersebut belum otomatis diperoleh setelah pelaku usaha memiliki NIB. Legalitas masih membutuhkan pembinaan pascalegalitas agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi kepada pelaku usaha.
Hal tersebut diperkuat oleh Mariana Magdalena, SE yang menyatakan:
“Dinas perlu menggerakkan pelaku usaha agar terus berkembang. Setelah legalitas diperoleh, pembinaan harus dilanjutkan pada peningkatan keterampilan, kualitas produk, kemasan, pemasaran, pencatatan usaha, penggunaan teknologi, dan perluasan jaringan usaha.”
Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya dua tahapan penting dalam penguatan legalitas, yaitu legalisasi usaha dan pemberdayaan pascalegalitas. NIB menjadi titik awal untuk membawa pelaku usaha ke dalam ekosistem pemberdayaan yang lebih luas.
Dari perspektif perdagangan, Brian Gerald Sendoh, SE., M.M menegaskan:
“Dari sisi perdagangan, legalitas meningkatkan kepercayaan terhadap pelaku usaha. Ketika ingin bekerja sama dengan distributor, toko yang lebih besar, lembaga keuangan, pemerintah, atau mitra lainnya, identitas dan legalitas usaha menjadi penting. Karena itu, legalitas dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas jaringan pemasaran.”
Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menempatkan legalitas sebagai salah satu unsur penting dalam peningkatan daya saing UMKM. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa legalitas perlu diintegrasikan dengan kualitas produk, kemasan, pemasaran digital, kontinuitas produksi, dan kemitraan.
Dari perspektif kewirausahaan, R.B Setyo Budi, SH menyatakan:
“Kami tidak hanya melihat legalitas sebagai dokumen, tetapi sebagai bagian dari proses membentuk pelaku usaha yang lebih profesional dan mandiri.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan legalitas juga memiliki dimensi perubahan perilaku kewirausahaan. Legalitas mendorong pelaku usaha membangun tertib administrasi, pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, serta hubungan yang lebih formal dengan lembaga pembiayaan dan pasar.
Perspektif aparatur tersebut memperoleh konfirmasi dari pelaku usaha. Ester Kobogau sebagai pelaku usaha Noken menyatakan:
“Menurut saya penting kalau legalitas dapat membantu usaha berkembang. Kalau dengan memiliki legalitas kami bisa mengikuti program pemerintah, memperoleh bantuan, mengikuti pameran, atau mendapatkan pasar yang lebih luas, tentu itu sangat bermanfaat bagi kami.”
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara perspektif pemerintah dan kebutuhan penerima layanan. Pelaku usaha bersedia melakukan legalisasi apabila manfaatnya dapat dirasakan secara konkret.
Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro sudah bersifat multidimensional. Dinas tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dinamisator, dan koordinator. Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu mengenai pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, tetapi penelitian ini menambahkan bahwa pada konteks Papua Tengah, penguatan legalitas harus dilaksanakan sebagai proses pemberdayaan berkelanjutan, bukan sekadar peningkatan jumlah penerbitan NIB.
4.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peran Dinas dalam Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor pendukung dalam penguatan legalitas usaha mikro, yaitu adanya kebijakan pemerintah mengenai kemudahan perizinan, tersedianya sistem OSS, komitmen pemerintah daerah, program pemberdayaan UMKM, potensi produk lokal, keberadaan koperasi, perkembangan pemasaran digital, serta peluang pembiayaan dan kemitraan.
Ermambo Rumaropen, S.Sos menyatakan:
“Faktor pendukungnya antara lain adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan kepada UMKM, tersedianya sistem OSS, komitmen pemerintah daerah, program pemberdayaan UMKM, serta adanya kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan lembaga lainnya.”
Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan melalui OSS dapat menyederhanakan proses legalisasi dan meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap layanan perizinan. Sistem elektronik memberikan peluang bagi pemerintah untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi proses administratif yang sebelumnya relatif panjang.
Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kemudahan sistem secara normatif dan kemampuan pengguna secara faktual. OSS dapat dianggap mudah dari perspektif sistem, tetapi belum tentu mudah bagi seluruh pelaku usaha di Papua Tengah.
Hal tersebut dinyatakan oleh Mariana Magdalena, SE:
“Sistem mungkin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah memahami teknologi, tetapi bagi pelaku usaha yang belum terbiasa, tetap diperlukan pendampingan langsung.”
Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu mengenai digitalisasi pelayanan publik yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem pelayanan elektronik sangat dipengaruhi oleh literasi digital masyarakat, kualitas infrastruktur teknologi, dan kapasitas pendampingan pemerintah. Dengan demikian, transformasi digital pelayanan legalitas tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sosial dan teknologi masyarakat.
Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi rendahnya pemahaman mengenai manfaat legalitas, literasi digital yang belum merata, jaringan internet yang terbatas, kondisi geografis, keterbatasan SDM pendamping, keterbatasan anggaran, belum optimalnya data UMKM, lemahnya budaya administrasi, keterbatasan modal, dan koordinasi lintas lembaga yang masih perlu diperkuat.
R.B Setyo Budi, SH menyatakan:
“Hambatannya antara lain rendahnya pemahaman, keterbatasan literasi digital, jaringan internet, kesulitan menyiapkan data administrasi, serta persepsi bahwa proses legalitas itu rumit. Pada sebagian wilayah, akses ke pelayanan juga masih menjadi kendala.”
Kondisi tersebut semakin kompleks karena karakteristik geografis Papua Tengah. Ermambo Rumaropen, S.Sos menjelaskan:
“Ada wilayah yang mudah dijangkau dan ada wilayah yang membutuhkan biaya serta waktu perjalanan cukup besar. Karena itu, pola pendampingan tidak dapat disamakan untuk seluruh kabupaten.”
Temuan ini menjadi salah satu pembeda penting dibandingkan penelitian terdahulu yang dilakukan pada wilayah dengan akses transportasi dan jaringan digital relatif lebih baik. Pada Papua Tengah, geografi merupakan variabel kontekstual yang sangat menentukan efektivitas pelayanan legalitas usaha mikro.
Dari perspektif pelaku usaha, hambatan tersebut terlihat lebih konkret. Yubelina sebagai pelaku usaha pinang menyatakan:
“Kesulitannya adalah kurang memahami persyaratan dan prosesnya. Kami juga tidak selalu terbiasa mengurus administrasi usaha. Kalau menggunakan sistem internet sendiri, saya masih membutuhkan bantuan.”
Marten Magai juga menyatakan:
“Pedagang mendapatkan penghasilan dari penjualan setiap hari. Kalau harus meninggalkan tempat jualan untuk mengurus dokumen, ada kemungkinan kehilangan pembeli. Karena itu, pelayanan yang dekat dengan tempat usaha akan sangat membantu.”
Kedua pernyataan tersebut memberikan perspektif yang berbeda dari aparatur pemerintah. Hambatan legalitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki opportunity cost bagi pelaku usaha. Waktu yang digunakan untuk mendatangi kantor pelayanan dapat berarti hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan harian.
Temuan tersebut memperluas hasil penelitian terdahulu. Apabila penelitian terdahulu umumnya menekankan kendala pengetahuan, persyaratan administrasi, teknologi, dan sosialisasi, penelitian ini menunjukkan bahwa pada usaha mikro yang bersifat subsisten, keputusan mengurus legalitas juga dipengaruhi oleh pertimbangan waktu, biaya perjalanan, pendapatan harian, kondisi geografis, dan manfaat ekonomi yang dipersepsikan.
4.5.3 Strategi Meningkatkan Efektivitas Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Berdasarkan hasil penelitian, strategi penguatan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah tidak cukup dilakukan dengan sosialisasi konvensional. Strategi perlu diarahkan pada pelayanan yang aktif, adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi pelaku usaha.
Ermambo Rumaropen, S.Sos menyatakan:
“Strategi utama adalah memperkuat pendataan, meningkatkan sosialisasi, memperluas pendampingan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita tidak cukup hanya menunggu pelaku usaha datang untuk mengurus legalitas, tetapi perlu melakukan pelayanan yang lebih aktif.”
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perubahan paradigma pelayanan dari passive service menuju active outreach service. Pemerintah tidak hanya menyediakan pelayanan dan menunggu masyarakat mengaksesnya, tetapi perlu mendatangi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses.
Hal tersebut mendapat dukungan kuat dari pelaku usaha. Ester Kobogau menyatakan:
“Pemerintah sebaiknya datang langsung kepada pelaku usaha, menjelaskan manfaat legalitas dengan bahasa sederhana, kemudian membantu proses pengurusannya. Kalau hanya memberikan informasi tanpa pendampingan, sebagian masyarakat masih akan kesulitan.”
Yubelina juga menyatakan:
“Kalau pelayanan dilakukan di pasar atau tempat kami berjualan, kami tidak perlu meninggalkan usaha terlalu lama. Kami juga dapat langsung membawa data yang diperlukan dan dibantu petugas.”
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola merupakan strategi yang relevan dengan karakteristik sosial, ekonomi, digital, dan geografis Papua Tengah. Strategi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga mengurangi biaya transaksi dan waktu yang harus dikeluarkan pelaku usaha.
Penelitian terdahulu mengenai pelayanan perizinan UMKM pada umumnya merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, digitalisasi pelayanan, dan peningkatan kualitas pendampingan. Penelitian ini sejalan dengan rekomendasi tersebut, tetapi menghasilkan penekanan berbeda bahwa digitalisasi harus dikombinasikan dengan pendampingan tatap muka dan pelayanan bergerak pada wilayah dengan kesenjangan digital dan geografis.
Strategi berikutnya adalah memperkuat basis data usaha mikro. Mariana Magdalena, SE menyatakan:
“Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala. Data juga sebaiknya diklasifikasikan berdasarkan status legalitas sehingga dapat diketahui usaha mana yang belum memiliki NIB, sudah memiliki NIB, atau membutuhkan dokumen pendukung lainnya.”
Data tersebut penting untuk mengubah pola pembinaan yang bersifat umum menjadi pembinaan berbasis kebutuhan (needs-based assistance). Usaha yang belum memiliki NIB membutuhkan fasilitasi legalitas, sedangkan usaha yang telah memiliki NIB membutuhkan program lanjutan sesuai tingkat perkembangan usahanya.
Strategi lain yang menjadi temuan penting adalah integrasi legalitas dengan akses pasar. Brian Gerald Sendoh, SE., M.M menyatakan:
“Setelah pelaku usaha memperoleh legalitas, datanya dapat digunakan untuk menentukan bentuk pembinaan berikutnya. Usaha yang produknya sudah siap dapat difasilitasi mengikuti promosi, pameran, pemasaran digital, atau dipertemukan dengan calon mitra dan jaringan distribusi.”
Selain pasar, legalitas perlu dihubungkan dengan akses pembiayaan. R.B Setyo Budi, SH menyatakan:
“Pemerintah dapat memfasilitasi hubungan antara pelaku usaha yang sudah legal dengan lembaga keuangan atau program pembiayaan yang sesuai. Tetapi pelaku usaha juga harus dipersiapkan dari sisi administrasi dan pengelolaan usaha agar mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.”
Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi penguatan legalitas yang efektif harus menggunakan pendekatan legalitas berbasis manfaat (benefit-oriented formalization). Pelaku usaha akan memiliki motivasi lebih kuat untuk mengurus NIB apabila legalitas tersebut memberikan akses nyata terhadap pembiayaan, pasar, pelatihan, kemitraan, promosi, dan program pemerintah.
Dari perspektif koperasi, strategi tersebut dapat diperkuat melalui pendekatan kelembagaan. Rufina Kobogau, S.IP menyatakan:
“Koperasi dapat dijadikan mitra dalam sosialisasi dan pendampingan. Anggota koperasi dapat didata status legalitasnya, kemudian diarahkan untuk memperoleh NIB dan meningkatkan administrasi usahanya.”
Temuan ini memperluas penelitian terdahulu karena menunjukkan bahwa koperasi dapat berfungsi sebagai intermediary institution antara pemerintah dan pelaku usaha mikro. Pendekatan kelompok dan koperasi dapat mengurangi beban pemerintah dalam melakukan pendampingan secara individual, terutama pada wilayah dengan sebaran geografis yang luas.
4.5.4 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu
Secara keseluruhan, terdapat beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pertama, legalitas usaha merupakan aspek penting dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Kedua, pemerintah mempunyai peran penting melalui regulasi, fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan. Ketiga, rendahnya pemahaman, kemampuan digital, keterbatasan informasi, dan administrasi masih menjadi hambatan formalisasi usaha. Keempat, legalitas dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses pembiayaan, pasar, kemitraan, dan program pemerintah.
Namun, penelitian ini menemukan beberapa karakteristik yang memperluas hasil penelitian terdahulu. Perbandingan tersebut dapat diringkas sebagai berikut:
	Aspek
	Kecenderungan Penelitian Terdahulu
	Temuan Penelitian Ini

	Peran pemerintah
	Regulator, fasilitator dan pembina UMKM
	Regulator, fasilitator, motivator, dinamisator dan koordinator

	Legalitas
	Bentuk formalisasi dan kepatuhan usaha
	Pintu masuk menuju pemberdayaan dan peningkatan kelas usaha

	OSS-RBA
	Penyederhanaan dan digitalisasi perizinan
	Mempermudah pelayanan, tetapi efektivitasnya bergantung pada literasi digital dan jaringan internet

	Hambatan
	Informasi, administrasi, pemahaman dan kemampuan digital
	Ditambah faktor geografis, biaya perjalanan, waktu meninggalkan usaha, keterbatasan SDM dan integrasi data

	Sosialisasi
	Penyampaian informasi legalitas
	Harus disertai pendampingan langsung dan menggunakan bahasa sederhana

	Pelayanan
	Pelayanan administratif/digital
	Memerlukan pelayanan jemput bola sesuai karakteristik wilayah

	Pascalegalitas
	Legalitas sebagai hasil program
	Legalitas sebagai awal pembinaan berkelanjutan

	Pembiayaan
	Legalitas mendukung akses modal
	Legalitas perlu secara aktif dihubungkan dengan pembiayaan

	Pemasaran
	Legalitas meningkatkan kredibilitas
	Legalitas harus diintegrasikan dengan kualitas produk, kemasan, digitalisasi dan akses pasar

	Koperasi
	Wadah pemberdayaan UMKM
	Dapat menjadi perantara sosialisasi, legalisasi, pembiayaan dan pembinaan kolektif

	Data UMKM
	Dasar penyusunan program
	Harus terintegrasi provinsi-kabupaten dan memuat status legalitas serta kebutuhan pembinaan

	Konteks wilayah
	Umumnya menekankan sistem pelayanan
	Papua Tengah membutuhkan model pelayanan adaptif terhadap kondisi geografis dan kesenjangan digital




4.5.5 Sintesis Pembahasan dan Kebaruan Temuan Penelitian
Berdasarkan hubungan antara hasil wawancara dan penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan legalitas usaha mikro tidak dapat dipahami hanya sebagai proses administratif memperoleh NIB. Legalitas merupakan bagian dari proses transformasi usaha mikro dari usaha informal menuju usaha yang lebih tertib, memiliki akses terhadap sumber daya, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
Kebaruan temuan penelitian terletak pada model penguatan legalitas yang sesuai dengan karakteristik Papua Tengah, yaitu penguatan legalitas berbasis pendampingan terintegrasi dan pelayanan adaptif wilayah. 
Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu mengenai pentingnya peran pemerintah dalam formalisasi dan pemberdayaan UMKM, sekaligus memberikan pengembangan konseptual bahwa dalam konteks Papua Tengah, efektivitas legalisasi ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghubungkan tiga tahapan, yaitu akses legalitas, pendampingan proses legalitas, dan manfaat pascalegalitas.
Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesesuaian antara perspektif aparatur dan pelaku usaha. Aparatur menekankan pentingnya legalitas sebagai pintu masuk pembinaan, sedangkan pelaku usaha menekankan bahwa kesediaan mereka melakukan legalisasi sangat dipengaruhi oleh kemudahan proses dan manfaat nyata yang diterima. Oleh karena itu, legalitas usaha mikro seharusnya tidak berhenti pada indikator administratif berupa jumlah NIB yang diterbitkan, tetapi juga dinilai berdasarkan sejauh mana pelaku usaha yang telah legal memperoleh akses terhadap pembiayaan, pasar, pelatihan, teknologi, kemitraan, dan peningkatan kapasitas usaha.
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan. Fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan dari pendekatan “legalitas sebagai dokumen” menuju “legalitas sebagai ekosistem pemberdayaan usaha”. Pendekatan inilah yang menjadi temuan utama penelitian, karena menempatkan NIB sebagai pintu masuk menuju pembinaan berkelanjutan, bukan sebagai tujuan akhir program penguatan legalitas usaha mikro.


























BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Penguatan Legalitas Usaha Mikro di Provinsi Papua Tengah”, maka kesimpulan penelitian disusun sesuai dengan tiga rumusan masalah sebagai berikut.
1. Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah telah menjalankan peran dalam penguatan legalitas usaha mikro melalui lima dimensi utama, yaitu sebagai regulator, fasilitator, motivator, dinamisator, dan koordinator.
Sebagai regulator, Dinas menjalankan dan menerjemahkan kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan UMKM dan kemudahan perizinan berusaha ke dalam kegiatan pembinaan serta pengarahan kepada pelaku usaha. Sebagai fasilitator, Dinas memberikan informasi, sosialisasi, fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan penggunaan OSS-RBA, serta membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan legalitas usaha.
Sebagai motivator, Dinas memberikan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa legalitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi dapat menjadi pintu masuk untuk memperoleh pembinaan, pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan berbagai program pemerintah. Sebagai dinamisator, Dinas mendorong pelaku usaha yang telah memiliki legalitas agar meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, kemasan, pemasaran, penggunaan teknologi, dan jaringan usaha. Sementara itu, sebagai koordinator, Dinas membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam pendataan, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan usaha mikro.
Meskipun kelima peran tersebut telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan merata. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami manfaat legalitas, belum mampu menggunakan OSS-RBA secara mandiri, serta membutuhkan pendampingan langsung. Oleh karena itu, peran Dinas perlu diperkuat terutama dalam pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat dan pendampingan secara berkelanjutan.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Pelaksanaan peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat.
Faktor pendukung meliputi adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan perizinan kepada UMKM, tersedianya sistem OSS-RBA, komitmen pemerintah daerah, program pemberdayaan UMKM, potensi produk lokal Papua Tengah, keberadaan koperasi dan kelompok usaha, perkembangan teknologi dan pemasaran digital, serta terbukanya peluang pembiayaan, pasar, dan kemitraan.
Di sisi lain, faktor penghambat penguatan legalitas usaha mikro bersifat multidimensional. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai legalitas, keterbatasan literasi digital, keterbatasan jaringan internet, kondisi geografis dan akses transportasi, keterbatasan SDM pendamping dan anggaran, data usaha mikro yang belum terintegrasi, lemahnya administrasi usaha, keterbatasan modal, fluktuasi harga, serta pemasaran produk yang masih terbatas.
Kondisi geografis Papua Tengah menjadi salah satu faktor penting yang membedakan penguatan legalitas usaha mikro di daerah ini dengan wilayah yang memiliki akses pelayanan dan infrastruktur digital lebih baik. Jarak, biaya perjalanan, keterbatasan internet, dan waktu yang diperlukan untuk mengakses pelayanan dapat menjadi beban bagi pelaku usaha mikro yang sebagian besar bergantung pada pendapatan harian.
Dengan demikian, persoalan legalitas usaha mikro tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sistem perizinan, tetapi juga dengan kemampuan pelaku usaha untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan pelayanan legalitas serta manfaat ekonomi yang diperoleh setelah usaha memiliki legalitas.
3. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penguatan Legalitas Usaha Mikro
Upaya peningkatan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang aktif, adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Strategi yang diperlukan meliputi pemutakhiran dan integrasi data usaha mikro, pemetaan berdasarkan lokasi, jenis usaha, status legalitas dan kebutuhan pembinaan, pelaksanaan pelayanan jemput bola, pendampingan OSS-RBA secara langsung, peningkatan literasi digital pelaku usaha, penguatan kapasitas aparatur dan tenaga pendamping, integrasi legalitas dengan akses pembiayaan, pemasaran dan kemitraan, penguatan koperasi dan kelompok usaha, penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, serta pembinaan pascalegalitas secara berkelanjutan.
Hasil penelitian menegaskan bahwa legalitas tidak seharusnya menjadi tujuan akhir pemberdayaan usaha mikro. Penerbitan NIB perlu dilanjutkan dengan pembinaan manajemen usaha, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk dan kemasan, digitalisasi, pemasaran, penguatan koperasi, dan kemitraan usaha.
Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah perlunya perubahan paradigma dari “legalitas berbasis administrasi” menjadi “legalitas berbasis pemberdayaan.” Keberhasilan penguatan legalitas tidak cukup diukur dari banyaknya NIB atau dokumen legalitas yang diterbitkan, tetapi dari kemampuan legalitas tersebut menjadi pintu masuk bagi peningkatan kapasitas, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha mikro.
Model tersebut menunjukkan bahwa penguatan legalitas merupakan bagian dari suatu ekosistem pemberdayaan usaha mikro yang pada akhirnya diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat Provinsi Papua Tengah.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.
1. Bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
Dinas perlu meningkatkan intensitas pendataan dan pemetaan usaha mikro secara berkala dengan membangun database usaha mikro yang terintegrasi, yang sekurang-kurangnya memuat identitas pelaku usaha, lokasi, jenis usaha, status legalitas, kebutuhan pembinaan, dan perkembangan usaha. Data tersebut perlu menjadi dasar dalam menentukan sasaran program pembinaan dan fasilitasi legalitas.
Dinas juga perlu mengembangkan pelayanan jemput bola dengan mendatangi pasar, sentra usaha, kelompok pengrajin, koperasi, dan lokasi tempat pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonominya. Pendekatan ini penting untuk menjangkau pelaku usaha yang memiliki keterbatasan transportasi, waktu, kemampuan digital, dan akses internet.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap program penguatan legalitas usaha mikro melalui peningkatan dukungan anggaran, SDM pendamping, fasilitas teknologi informasi, sarana pelayanan lapangan, dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.
Kebijakan pemberdayaan UMKM juga sebaiknya mengintegrasikan legalitas dengan program pengembangan ekonomi daerah sehingga usaha mikro yang telah memperoleh legalitas mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mengikuti pelatihan, memperoleh pembiayaan, mengikuti promosi dan pameran, serta membangun kemitraan.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
Pemerintah kabupaten perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi karena pelaku usaha mikro tersebar di masing-masing kabupaten. Koordinasi tersebut terutama diperlukan dalam pemutakhiran data, sosialisasi, fasilitasi NIB, pendampingan OSS-RBA, pelatihan, pembinaan, serta monitoring perkembangan usaha.
Pemerintah kabupaten juga perlu mengembangkan pelayanan yang semakin dekat dengan distrik, kampung, pasar, dan sentra usaha sehingga keterbatasan geografis tidak menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan legalitas.
4. Bagi Pelaku Usaha Mikro
Pelaku usaha mikro perlu meningkatkan kesadaran bahwa legalitas bukan hanya persyaratan administratif untuk memperoleh bantuan pemerintah, melainkan identitas usaha yang dapat mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha.
Pelaku usaha yang telah memperoleh NIB diharapkan meningkatkan tertib administrasi, melakukan pencatatan usaha dan keuangan secara sederhana, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, serta aktif mengikuti program pelatihan, pembiayaan, pemasaran, dan kemitraan yang tersedia.
5. Bagi Koperasi, Lembaga Keuangan, dan Mitra Usaha
Koperasi perlu diperkuat sebagai sarana pengorganisasian pelaku usaha mikro, penyampaian informasi, pembinaan administrasi, pengembangan pemasaran, dan penguatan posisi tawar pelaku usaha. Pendekatan kelompok melalui koperasi dapat membantu pemerintah menjangkau pelaku usaha secara lebih efektif.
Lembaga keuangan dan mitra usaha juga diharapkan mengembangkan skema pembiayaan dan kemitraan yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro di Papua Tengah, sehingga kepemilikan legalitas benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha.
6. Penguatan Pembinaan Pascalegalitas
Dinas perlu membangun mekanisme pembinaan pascalegalitas. Data pelaku usaha yang telah memperoleh NIB tidak hanya disimpan sebagai data administratif, tetapi digunakan sebagai dasar pemberian program lanjutan berupa pelatihan manajemen, pencatatan keuangan, peningkatan kualitas dan kemasan produk, pemasaran digital, akses pembiayaan, promosi, pameran, serta kemitraan.
Dengan demikian, indikator keberhasilan program tidak hanya menggunakan jumlah NIB yang diterbitkan, tetapi juga perkembangan usaha setelah memperoleh legalitas.
7. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan memperluas penelitian pada masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah sehingga dapat dibandingkan kondisi penguatan legalitas usaha mikro antara wilayah yang relatif mudah diakses dengan wilayah yang memiliki keterbatasan geografis dan infrastruktur digital.
Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk mengukur hubungan antara kepemilikan legalitas dengan akses pembiayaan, peningkatan omzet, perluasan pasar, pemanfaatan teknologi digital, kemitraan, dan keberlanjutan usaha.
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LAMPIRAN WAWANCARA

INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN 1
Judul Penelitian:
“Peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dalam Penguatan Legalitas Usaha Mikro di Provinsi Papua Tengah”
A. Identitas Informan
	No.
	Identitas
	Keterangan

	1
	Nama
	Ermambo Rumaropen, S.Sos

	2
	Jabatan
	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah

	3
	Lama Bekerja
	22 Tahun

	4
	Tanggal Wawancara
	22 Juni 2026


B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Rumusan Masalah 1
Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
1. Bagaimana Bapak melihat kondisi usaha mikro di Provinsi Papua Tengah saat ini, khususnya dari aspek legalitas usaha?
Jawaban: Kondisi usaha mikro di Papua Tengah sebenarnya cukup berkembang karena masyarakat banyak menjalankan usaha perdagangan, kuliner, kerajinan, jasa, hasil pertanian, dan berbagai usaha kecil lainnya. Namun, dari sisi legalitas masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki dokumen usaha yang lengkap, terutama Nomor Induk Berusaha atau NIB. Sebagian pelaku usaha masih menjalankan usahanya secara tradisional dan belum memahami bahwa legalitas penting untuk pengembangan usaha mereka.
2. Bagaimana peran Dinas dalam meningkatkan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah?
Jawaban: Dinas mempunyai peran dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Kami berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas serta membantu pelaku usaha agar dapat masuk ke dalam sistem usaha yang formal. Legalitas tersebut penting karena menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai program pemberdayaan.
3. Bagaimana peran Dinas sebagai regulator dalam penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Sebagai pemerintah daerah, Dinas menjalankan kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan UMKM dan kemudahan perizinan berusaha. Peran kami pada tingkat provinsi lebih banyak memastikan program pembinaan dan pemberdayaan dapat berjalan sesuai kebijakan yang berlaku serta memberikan arahan kepada pelaku usaha mengenai persyaratan legalitas yang perlu dipenuhi.
4. Bagaimana peran Dinas sebagai fasilitator bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas?
Jawaban: Kami memfasilitasi melalui pemberian informasi, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Pelaku usaha yang belum memahami proses pengurusan NIB perlu dibantu karena tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan sistem digital. Karena itu, fasilitasi tidak cukup hanya memberikan informasi, tetapi dalam kondisi tertentu perlu dilakukan pendampingan secara langsung.
5. Apakah Dinas melakukan sosialisasi mengenai pentingnya NIB dan legalitas usaha lainnya?
Jawaban: Ya, sosialisasi merupakan bagian penting dari kegiatan pembinaan. Kami menjelaskan bahwa NIB bukan hanya dokumen administrasi, tetapi merupakan identitas usaha yang dapat digunakan untuk mendukung akses terhadap pembiayaan, program pemerintah, pelatihan, pemasaran, dan pengembangan usaha.
6. Bagaimana bentuk pendampingan kepada pelaku usaha dalam menggunakan OSS-RBA?
Jawaban: Pendampingan dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai persyaratan, tahapan pendaftaran, dan penggunaan sistem OSS. Bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan menggunakan perangkat atau internet, diperlukan bantuan yang lebih langsung. Hal ini penting karena tingkat kemampuan digital pelaku usaha berbeda-beda.
7. Bagaimana peran Dinas sebagai motivator dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai legalitas?
Jawaban: Kami terus memberikan pemahaman bahwa legalitas memberikan manfaat bagi usaha. Pelaku usaha perlu melihat bahwa setelah mempunyai NIB, mereka memiliki identitas yang jelas dan peluang untuk mengikuti program pembinaan, memperoleh akses modal, mengembangkan pemasaran, serta menjalin kemitraan dengan pihak lain.
8. Bagaimana peran Dinas sebagai dinamisator dalam mengembangkan usaha mikro setelah memperoleh legalitas?
Jawaban: Legalitas bukan akhir dari pembinaan. Setelah usaha memiliki legalitas, pelaku usaha tetap perlu didorong melalui pelatihan manajemen, peningkatan kualitas produk, pemasaran, digitalisasi, akses pembiayaan, dan kemitraan. Dengan demikian, legalitas benar-benar dapat memberikan dampak terhadap perkembangan usaha.
9. Bagaimana koordinasi Dinas dengan pemerintah kabupaten dalam penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Koordinasi dengan pemerintah kabupaten sangat penting karena pelaku usaha berada di kabupaten masing-masing. Pemerintah provinsi tidak mungkin menjangkau seluruh pelaku usaha secara langsung. Karena itu, dibutuhkan sinergi dalam pendataan, sosialisasi, pembinaan, dan penyampaian informasi mengenai kebutuhan pelaku usaha.
10. Apakah Dinas memiliki data mengenai usaha mikro yang telah dan belum memiliki legalitas?
Jawaban: Data pelaku usaha tersedia melalui kegiatan pendataan dan program pembinaan, tetapi masih perlu terus diperbaiki dan diperbarui. Papua Tengah merupakan provinsi baru dan wilayahnya cukup luas, sehingga integrasi data antara provinsi dan kabupaten masih menjadi pekerjaan yang perlu diperkuat.
Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
11. Apa faktor utama yang mendukung pelaksanaan program penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Faktor pendukungnya antara lain adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan kepada UMKM, tersedianya sistem OSS, komitmen pemerintah daerah, program pemberdayaan UMKM, serta adanya kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan lembaga lainnya.
12. Bagaimana dukungan pimpinan terhadap program penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Dukungan pimpinan sangat penting karena program UMKM membutuhkan koordinasi antarbidang dan dukungan kebijakan serta anggaran. Secara kelembagaan terdapat komitmen untuk meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro karena sektor ini berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat.
13. Apa hambatan utama yang dihadapi Dinas dalam meningkatkan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Hambatannya cukup beragam, seperti luasnya wilayah pelayanan, kondisi geografis, keterbatasan jaringan internet, kemampuan digital masyarakat yang belum merata, data usaha yang perlu diperbarui, serta keterbatasan sumber daya untuk melakukan pendampingan sampai ke seluruh wilayah.
14. Apakah rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai legalitas masih menjadi kendala?
Jawaban: Ya. Masih ada masyarakat yang menganggap legalitas belum terlalu penting selama usaha mereka tetap berjalan. Ini merupakan tantangan karena kami perlu mengubah pemahaman tersebut sehingga masyarakat melihat legalitas sebagai kebutuhan untuk mengembangkan usaha.
15. Sejauh mana literasi digital menjadi kendala dalam pengurusan NIB?
Jawaban: Literasi digital cukup berpengaruh. OSS menggunakan sistem elektronik, sedangkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi berbeda-beda. Ada yang dapat melakukan pendaftaran sendiri, tetapi ada juga yang membutuhkan bantuan mulai dari pembuatan akun sampai proses pengisian data.
16. Bagaimana pengaruh keterbatasan jaringan internet terhadap pelayanan legalitas usaha?
Jawaban: Sangat berpengaruh, terutama pada wilayah yang jaringan internetnya belum stabil. Sistem perizinan sekarang banyak menggunakan layanan digital. Ketika jaringan bermasalah, proses pelayanan dan pendampingan menjadi lebih sulit.
17. Apakah kondisi geografis Papua Tengah menjadi kendala dalam melakukan pendampingan?
Jawaban: Ya, kondisi geografis merupakan salah satu tantangan utama. Ada wilayah yang mudah dijangkau dan ada wilayah yang membutuhkan biaya serta waktu perjalanan cukup besar. Karena itu, pola pendampingan tidak dapat disamakan untuk seluruh kabupaten.
18. Apakah jumlah dan kapasitas SDM pendamping sudah memadai?
Jawaban: Masih perlu diperkuat. Pelaku usaha tersebar di wilayah yang luas, sementara kemampuan pemerintah untuk melakukan pendampingan secara langsung memiliki keterbatasan. Peningkatan kompetensi aparatur dan tenaga pendamping juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
19. Bagaimana kondisi koordinasi antarinstansi dalam penguatan legalitas usaha?
Jawaban: Koordinasi sudah dilakukan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Penguatan legalitas berkaitan dengan perizinan, UMKM, pembiayaan, perpajakan, sertifikasi, dan pemasaran sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai instansi.
20. Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi jangkauan program pembinaan?
Jawaban: Anggaran tentu berpengaruh terhadap jangkauan kegiatan. Wilayah Papua Tengah luas dan biaya operasional ke beberapa daerah relatif tinggi. Oleh karena itu, program perlu diprioritaskan dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten agar pembinaan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Rumusan Masalah 3
Bagaimana strategi Dinas untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
21. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas?
Jawaban: Menurut saya, strategi utama adalah memperkuat pendataan, meningkatkan sosialisasi, memperluas pendampingan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita tidak cukup hanya menunggu pelaku usaha datang untuk mengurus legalitas, tetapi perlu melakukan pelayanan yang lebih aktif.
22. Apakah pendekatan pelayanan jemput bola diperlukan di Papua Tengah?
Jawaban: Sangat diperlukan. Dengan kondisi geografis dan kemampuan digital masyarakat yang berbeda, pelayanan jemput bola akan lebih efektif, terutama untuk kelompok usaha yang sulit mengakses pelayanan secara mandiri.
23. Bagaimana strategi untuk meningkatkan literasi digital pelaku usaha mikro?
Jawaban: Perlu dilakukan pelatihan yang sederhana dan praktis. Pelaku usaha tidak hanya diberikan penjelasan mengenai OSS, tetapi juga didampingi saat menggunakan perangkat digital sehingga mereka memahami prosesnya dan secara bertahap dapat mengakses pelayanan secara mandiri.
24. Bagaimana strategi memperbaiki data usaha mikro di Papua Tengah?
Jawaban: Perlu dilakukan pemutakhiran dan integrasi data secara berkala antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Data harus dapat menunjukkan jenis usaha, lokasi, kondisi usaha, status legalitas, dan kebutuhan pembinaan sehingga program pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
25. Bagaimana Dinas dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten?
Jawaban: Koordinasi dapat diperkuat melalui perencanaan program bersama, pertukaran data, pembagian peran yang jelas, kegiatan pendampingan bersama, serta evaluasi secara berkala. Kabupaten memiliki kedekatan langsung dengan pelaku usaha, sementara provinsi dapat memperkuat kebijakan, fasilitasi, dan koordinasi lintas wilayah.
26. Bagaimana strategi agar pelaku usaha tertarik mengurus legalitas?
Jawaban: Manfaat legalitas harus dapat dirasakan secara nyata. Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB perlu dihubungkan dengan program pelatihan, pembiayaan, pemasaran, bantuan pemerintah, dan kemitraan. Jika masyarakat melihat manfaatnya, motivasi untuk mengurus legalitas akan meningkat.
27. Apakah program penguatan legalitas perlu diintegrasikan dengan akses pembiayaan?
Jawaban: Ya, sangat perlu. Legalitas seharusnya menjadi pintu masuk menuju pengembangan usaha. Setelah usaha memiliki legalitas, pemerintah dapat membantu menghubungkan mereka dengan lembaga keuangan dan program pembiayaan sesuai persyaratan yang berlaku.
28. Bagaimana strategi pendampingan setelah pelaku usaha memperoleh NIB?
Jawaban: Pendampingan harus dilanjutkan. Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha perlu diarahkan pada pencatatan keuangan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi sesuai kebutuhan, pemasaran digital, pembiayaan, dan kemitraan. Dengan begitu, legalitas memberikan nilai tambah bagi usaha.
29. Apa prioritas jangka pendek Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Prioritas jangka pendek adalah memperbaiki data pelaku usaha, meningkatkan sosialisasi, memetakan usaha yang belum memiliki NIB, serta meningkatkan fasilitasi dan pendampingan pada wilayah yang memiliki banyak usaha mikro.
30. Apa harapan Bapak terhadap penguatan legalitas usaha mikro di Provinsi Papua Tengah ke depan?
Jawaban: Harapan kami adalah semakin banyak pelaku usaha mikro di Papua Tengah yang memiliki legalitas dan berkembang secara berkelanjutan. Legalitas jangan hanya menjadi dokumen, tetapi harus menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperoleh pembinaan, pembiayaan, pasar, dan kemitraan. Jika usaha mikro semakin kuat, maka ekonomi masyarakat juga akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Papua Tengah.
C. Ringkasan Hasil Wawancara Informan 1
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ermambo Rumaropen, S.Sos selaku Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro telah dilaksanakan melalui fungsi regulator, fasilitator, motivator, dinamisator, dan koordinator. Bentuk pelaksanaannya meliputi sosialisasi, pendataan, fasilitasi NIB, pendampingan OSS-RBA, pembinaan, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala berupa kondisi geografis, keterbatasan jaringan internet, literasi digital yang belum merata, pemahaman pelaku usaha yang masih rendah, keterbatasan SDM pendamping, anggaran, belum optimalnya integrasi data, dan koordinasi antarlembaga.
Oleh karena itu, strategi yang diperlukan adalah pelayanan jemput bola, pemutakhiran dan integrasi data UMKM, peningkatan literasi digital, penguatan SDM pendamping, peningkatan koordinasi provinsi-kabupaten, serta integrasi legalitas dengan pembiayaan, pemasaran, pelatihan, sertifikasi, dan kemitraan. Dengan strategi tersebut, legalitas usaha tidak berhenti pada kepemilikan NIB, tetapi menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha mikro di Provinsi Papua Tengah.
INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN 2
A. Identitas Informan
	No.
	Identitas
	Keterangan

	2
	Nama
	Almince Mote, SE

	
	Jabatan
	Kepala Bidang Perindustrian

	
	Lama Bekerja
	16 Tahun

	
	Tanggal Wawancara
	22 Juni 2026


B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Rumusan Masalah 1
Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
1. Bagaimana Ibu melihat perkembangan usaha mikro di Provinsi Papua Tengah saat ini?
Jawaban: Usaha mikro di Papua Tengah terus berkembang dan memiliki potensi yang cukup besar. Banyak masyarakat menjalankan usaha pengolahan pangan, kerajinan, industri rumah tangga, perdagangan, dan usaha berbasis hasil pertanian. Namun, sebagian usaha tersebut masih dikelola secara sederhana dan belum seluruhnya memiliki legalitas yang diperlukan.
2. Bagaimana kondisi legalitas usaha mikro, khususnya yang bergerak pada sektor industri rumah tangga?
Jawaban: Dari pengamatan kami, masih ada usaha industri rumah tangga yang belum memiliki legalitas secara lengkap. Sebagian sudah memiliki NIB, tetapi sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan. Selain NIB, untuk produk tertentu juga dibutuhkan pemenuhan standar atau dokumen pendukung sesuai dengan jenis produk dan kegiatan usahanya.
3. Bagaimana peran Dinas dalam membantu pelaku usaha memperoleh legalitas?
Jawaban: Dinas melakukan pembinaan, sosialisasi, pemberian informasi, fasilitasi, dan pendampingan. Kami berusaha memberikan pemahaman bahwa legalitas merupakan bagian penting dalam pengembangan usaha, terutama apabila pelaku usaha ingin memperluas pasar dan membangun kerja sama dengan pihak lain.
4. Bagaimana peran Dinas sebagai regulator dalam penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Dinas menjalankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembinaan UMKM dan industri kecil. Kami memberikan arahan agar pelaku usaha memahami ketentuan yang berlaku dan menyesuaikan kegiatan usahanya dengan persyaratan legalitas serta standar yang diperlukan.
5. Bagaimana peran Dinas sebagai fasilitator?
Jawaban: Sebagai fasilitator, kami membantu masyarakat memperoleh informasi dan mengarahkan mereka dalam proses pemenuhan legalitas. Dalam kegiatan pembinaan, kami juga berusaha menghubungkan pelaku usaha dengan instansi atau pihak yang memiliki kewenangan sesuai kebutuhan perizinan maupun sertifikasi mereka.
6. Apakah sosialisasi mengenai NIB telah dilakukan kepada pelaku usaha?
Jawaban: Sosialisasi dilakukan dalam berbagai kegiatan pembinaan. Kami menjelaskan manfaat NIB dan mengarahkan pelaku usaha yang belum memilikinya untuk segera mengurus. Tetapi karena wilayah Papua Tengah luas, sosialisasi dan pendampingan masih perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak masyarakat.
7. Bagaimana pendampingan terhadap pelaku usaha yang mengalami kesulitan menggunakan OSS-RBA?
Jawaban: Pelaku usaha yang belum memahami penggunaan OSS perlu diberikan bantuan secara langsung. Tidak semua masyarakat terbiasa mengisi data melalui sistem elektronik. Karena itu, pendampingan harus menggunakan bahasa yang sederhana dan dilakukan secara praktis agar mudah dipahami.
8. Bagaimana peran Dinas sebagai motivator bagi pelaku usaha?
Jawaban: Kami memberikan motivasi dengan menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh apabila usaha mempunyai legalitas. Misalnya, produk lebih mudah dipasarkan, pelaku usaha dapat mengikuti pembinaan, lebih mudah membangun kemitraan, dan memiliki peluang untuk memperoleh akses pembiayaan.
9. Bagaimana peran Dinas sebagai dinamisator setelah pelaku usaha memperoleh legalitas?
Jawaban: Setelah legalitas diperoleh, pelaku usaha tetap membutuhkan pembinaan. Mereka perlu meningkatkan kualitas produk, kemasan, manajemen usaha, pemasaran, dan kemampuan menggunakan teknologi. Jadi legalitas harus dilanjutkan dengan program pengembangan usaha.
10. Bagaimana koordinasi Dinas dengan pihak lain dalam penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Koordinasi sangat diperlukan karena legalitas dan pengembangan usaha berkaitan dengan berbagai instansi. Pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, instansi pelayanan perizinan, lembaga keuangan, dan pihak lain agar pelayanan kepada pelaku usaha lebih terintegrasi.

Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
11. Apa faktor yang mendukung penguatan legalitas usaha mikro di Papua Tengah?
Jawaban: Faktor pendukungnya adalah adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan perizinan, sistem OSS, program pembinaan UMKM dan industri kecil, dukungan pemerintah daerah, serta keinginan sebagian pelaku usaha untuk meningkatkan skala usahanya.
12. Apakah potensi produk lokal menjadi faktor pendukung penguatan legalitas?
Jawaban: Ya. Papua Tengah memiliki banyak potensi produk lokal. Apabila produk tersebut dikembangkan dan memiliki legalitas serta kualitas yang baik, peluang untuk masuk ke pasar yang lebih luas juga semakin besar. Potensi produk lokal dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk memperbaiki pengelolaan usahanya.
13. Apa hambatan yang paling sering ditemukan dalam penguatan legalitas?
Jawaban: Hambatan yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha, keterbatasan penggunaan teknologi, jaringan internet, persyaratan yang belum dipahami, dan akses pelayanan yang tidak sama di setiap wilayah.
14. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat legalitas?
Jawaban: Masih berbeda-beda. Ada pelaku usaha yang sudah memahami bahwa legalitas penting untuk mengembangkan usaha, tetapi masih ada yang beranggapan bahwa selama mereka dapat berjualan, legalitas belum menjadi kebutuhan utama.
15. Apakah literasi digital menjadi kendala dalam penggunaan OSS?
Jawaban: Ya. Untuk sebagian pelaku usaha, penggunaan sistem digital masih menjadi kendala. Mereka membutuhkan bantuan dalam menyiapkan data, membuat akun, memasukkan informasi usaha, dan mengikuti proses sampai selesai.
16. Bagaimana pengaruh jaringan internet terhadap pengurusan legalitas?
Jawaban: Jaringan internet sangat menentukan karena sistem perizinan sekarang berbasis elektronik. Pada wilayah dengan jaringan yang tidak stabil, proses pengurusan dapat menjadi lambat dan masyarakat harus mencari lokasi yang memiliki jaringan lebih baik.
17. Bagaimana kondisi geografis memengaruhi program pembinaan?
Jawaban: Kondisi geografis sangat memengaruhi. Pelaku usaha tersebar di beberapa kabupaten dan tidak semuanya mudah dijangkau. Biaya dan waktu untuk melakukan pembinaan langsung juga cukup besar sehingga diperlukan strategi pelayanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
18. Apakah keterbatasan SDM menjadi hambatan dalam pendampingan?
Jawaban: SDM pendamping masih perlu diperkuat, baik dari jumlah maupun kompetensinya. Kita membutuhkan aparatur dan pendamping yang memahami perizinan, industri, pengembangan produk, pemasaran, serta teknologi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih lengkap kepada pelaku usaha.
19. Bagaimana kondisi data usaha mikro dan industri kecil saat ini?
Jawaban: Data sudah ada, tetapi masih perlu diperbarui secara terus-menerus. Perubahan usaha masyarakat cukup cepat, ada usaha baru dan ada yang sudah tidak aktif. Karena itu, diperlukan pemutakhiran data dan koordinasi dengan kabupaten agar informasi yang digunakan benar-benar sesuai kondisi lapangan.
20. Apakah koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan?
Jawaban: Koordinasi sudah berjalan tetapi perlu terus diperkuat. Pengembangan usaha tidak hanya menjadi tugas satu bidang atau satu dinas. Ada aspek perizinan, produksi, pembiayaan, pemasaran, sertifikasi, dan aspek lainnya yang membutuhkan kerja sama lintas instansi.

Rumusan Masalah 3
Bagaimana strategi Dinas untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
21. Strategi apa yang paling penting untuk meningkatkan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Menurut saya, yang paling penting adalah pendataan yang baik, sosialisasi secara terus-menerus, dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Kita harus mengetahui siapa pelaku usahanya, jenis usahanya, lokasi usahanya, dan legalitas apa yang sudah maupun belum mereka miliki.
22. Apakah pelayanan jemput bola perlu diterapkan?
Jawaban: Perlu, terutama pada wilayah yang jauh dari pusat pelayanan. Kalau hanya menunggu masyarakat datang, kemungkinan masih banyak pelaku usaha yang tidak terlayani. Pelayanan yang mendatangi kelompok usaha atau sentra usaha akan lebih membantu.
23. Bagaimana strategi meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai legalitas?
Jawaban: Sosialisasi harus menggunakan pendekatan yang sederhana dan menunjukkan manfaat nyata. Jangan hanya menjelaskan aturan, tetapi juga memberikan contoh bahwa legalitas dapat membantu usaha memperoleh akses pembinaan, pembiayaan, pemasaran, dan kemitraan.
24. Bagaimana strategi meningkatkan kemampuan digital pelaku usaha?
Jawaban: Pelatihan digital harus lebih banyak praktik. Pelaku usaha dapat didampingi menggunakan telepon atau perangkat mereka sendiri untuk mengakses layanan, mengelola informasi usaha, dan memanfaatkan media digital untuk pemasaran.
25. Bagaimana strategi penguatan legalitas untuk industri rumah tangga?
Jawaban: Untuk industri rumah tangga, legalitas perlu diintegrasikan dengan peningkatan kualitas produk. Setelah memiliki identitas usaha, pelaku usaha perlu diarahkan memenuhi persyaratan produk yang relevan, memperbaiki kemasan, menjaga kualitas, dan meningkatkan pemasaran.
26. Bagaimana strategi memperkuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten?
Jawaban: Perlu ada sinkronisasi data dan program. Pemerintah kabupaten lebih dekat dengan pelaku usaha, sedangkan pemerintah provinsi dapat membantu dari sisi koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan program lintas kabupaten. Pembagian peran yang jelas akan meningkatkan efektivitas pelayanan.
27. Bagaimana agar legalitas benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha?
Jawaban: Setelah legalitas diperoleh, pelaku usaha harus dihubungkan dengan program pengembangan. Misalnya pelatihan, peningkatan kualitas produk, promosi, pameran, pembiayaan, dan kemitraan. Kalau manfaatnya terlihat, masyarakat akan semakin tertarik untuk mengurus legalitas.
28. Bagaimana strategi pengembangan produk lokal setelah usaha memiliki legalitas?
Jawaban: Produk lokal harus ditingkatkan kualitas dan daya saingnya. Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap produksi, kemasan, promosi, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi. Dengan legalitas dan kualitas yang baik, produk lokal Papua Tengah mempunyai peluang untuk dipasarkan lebih luas.
29. Apa prioritas yang perlu dilakukan Dinas dalam jangka pendek?
Jawaban: Prioritasnya adalah memperkuat basis data usaha, mengidentifikasi usaha yang belum memiliki legalitas, meningkatkan sosialisasi dan pendampingan, serta memilih sentra atau kelompok usaha yang dapat menjadi sasaran pembinaan secara intensif.
30. Apa harapan Ibu terhadap penguatan legalitas usaha mikro di Papua Tengah?
Jawaban: Saya berharap usaha mikro dan industri kecil di Papua Tengah semakin tertata, memiliki legalitas, menghasilkan produk yang berkualitas, dan mampu berkembang ke pasar yang lebih luas. Legalitas harus menjadi awal dari proses peningkatan kelas usaha sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut lanjutan Informan 3, dengan pola 30 pertanyaan yang sama agar memudahkan reduksi data, tetapi substansi jawaban dibuat bervariasi sesuai pengalaman kerja 28 tahun dan perspektif Kepala Bidang Perindustrian.
INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN 3
A. Identitas Informan
	No.
	Identitas
	Keterangan

	3
	Nama
	Mariana Magdalena, SE

	
	Jabatan
	Kepala Bidang Perindustrian

	
	Lama Bekerja
	28 Tahun

	
	Tanggal Wawancara
	22 Juni 2026


B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Rumusan Masalah 1
Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
1. Bagaimana Ibu menilai kondisi perkembangan usaha mikro di Provinsi Papua Tengah saat ini?
Jawaban: Usaha mikro di Papua Tengah mempunyai potensi yang besar dan terus berkembang karena banyak masyarakat menggantungkan pendapatan pada usaha perdagangan, pengolahan pangan, kerajinan, jasa, dan pemanfaatan hasil sumber daya lokal. Namun, perkembangan jumlah usaha tersebut belum seluruhnya diikuti dengan pengelolaan usaha yang tertib dan legalitas yang memadai. Masih terdapat usaha yang berjalan secara informal dan berdasarkan kebiasaan masyarakat.
2. Bagaimana kondisi legalitas usaha mikro yang Ibu temukan dalam kegiatan pembinaan?
Jawaban: Kondisinya beragam. Ada pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan memahami manfaat legalitas, tetapi masih ada yang belum memiliki NIB maupun dokumen pendukung lainnya. Biasanya usaha yang masih sangat kecil lebih fokus pada bagaimana produk dapat dijual dan menghasilkan pendapatan sehingga aspek administrasi dan legalitas belum menjadi prioritas.
3. Menurut Ibu, mengapa legalitas penting bagi pengembangan usaha mikro?
Jawaban: Legalitas penting karena memberikan identitas dan kepastian terhadap usaha yang dijalankan. Dengan adanya legalitas, pelaku usaha lebih mudah didata, dibina, dan diarahkan untuk memperoleh akses program pemerintah. Legalitas juga meningkatkan kepercayaan ketika pelaku usaha ingin bekerja sama dengan lembaga keuangan, pasar, atau mitra usaha lainnya.
4. Bagaimana peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Dinas berperan melalui pendataan, sosialisasi, pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan. Peran kami bukan sekadar meminta masyarakat mengurus legalitas, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai manfaat legalitas serta membantu menghubungkannya dengan pengembangan usaha.
5. Bagaimana Dinas menjalankan peran sebagai regulator?
Jawaban: Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Dinas menjalankan dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah mengenai pemberdayaan UMKM dan industri kecil. Kami memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan usahanya dapat berkembang sesuai ketentuan serta memenuhi legalitas yang diperlukan.
6. Bagaimana peran Dinas sebagai fasilitator bagi usaha yang belum memiliki NIB?
Jawaban: Fasilitasi dilakukan dengan memberikan informasi mengenai persyaratan dan tahapan pengurusan legalitas. Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan sistem elektronik, perlu diberikan bantuan secara langsung agar proses pengurusan dapat diselesaikan.
7. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha mikro?
Jawaban: Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, pertemuan kelompok usaha, maupun kegiatan yang dilaksanakan bersama pemerintah kabupaten. Materinya tidak hanya mengenai kewajiban memiliki legalitas, tetapi juga menjelaskan manfaat yang akan diperoleh setelah usaha menjadi lebih formal.
8. Bagaimana Dinas menjalankan peran sebagai motivator?
Jawaban: Kami mendorong masyarakat agar tidak takut atau menganggap pengurusan legalitas sebagai sesuatu yang sulit. Pelaku usaha perlu diberikan contoh bahwa legalitas dapat membuka peluang pembiayaan, pembinaan, pemasaran, pameran, kemitraan, dan pengembangan produk.
9. Bagaimana peran Dinas sebagai dinamisator dalam pengembangan usaha mikro?
Jawaban: Dinas perlu menggerakkan pelaku usaha agar terus berkembang. Setelah legalitas diperoleh, pembinaan harus dilanjutkan pada peningkatan keterampilan, kualitas produk, kemasan, pemasaran, pencatatan usaha, penggunaan teknologi, dan perluasan jaringan usaha.
10. Bagaimana peran koordinasi dalam mendukung penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Koordinasi merupakan hal yang sangat penting karena pengembangan usaha melibatkan banyak pihak. Pemerintah provinsi perlu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, pelayanan perizinan, lembaga keuangan, instansi teknis, dan dunia usaha agar pelaku usaha memperoleh pelayanan secara terpadu.

Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
11. Apa faktor utama yang mendukung penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Dukungan kebijakan pemerintah merupakan faktor yang sangat penting. Selain itu, adanya OSS, program pemberdayaan UMKM, komitmen pemerintah daerah, potensi produk lokal, serta keinginan masyarakat untuk mengembangkan usahanya juga menjadi faktor pendukung.
12. Apakah potensi sumber daya lokal Papua Tengah mendukung pengembangan usaha mikro formal?
Jawaban: Sangat mendukung. Papua Tengah memiliki berbagai hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, dan sumber daya lokal lainnya yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Jika pelaku usaha mempunyai legalitas dan produknya memenuhi standar, peluang pemasarannya akan lebih luas.
13. Apa hambatan yang paling banyak dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi legalitas?
Jawaban: Salah satu hambatan utamanya adalah pemahaman. Sebagian masyarakat belum mengetahui proses dan manfaat legalitas. Selain itu, ada keterbatasan perangkat, jaringan internet, kemampuan menggunakan teknologi, serta akses menuju tempat pelayanan.
14. Bagaimana kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya NIB?
Jawaban: Kesadarannya mulai berkembang, tetapi belum merata. Ada pelaku usaha yang baru tertarik mengurus NIB ketika membutuhkan bantuan atau mengikuti program tertentu. Ke depan, pemahaman perlu diarahkan bahwa NIB merupakan identitas dasar usaha dan bukan hanya persyaratan ketika ingin menerima bantuan.
15. Apakah penggunaan OSS-RBA masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat?
Jawaban: Ya, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital. Sistem mungkin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah memahami teknologi, tetapi bagi pelaku usaha yang belum terbiasa, tetap diperlukan pendampingan langsung.
16. Bagaimana kondisi jaringan internet memengaruhi proses tersebut?
Jawaban: Internet menjadi salah satu faktor penting. Di wilayah dengan jaringan yang baik, proses dapat dilakukan lebih cepat. Sebaliknya, pada wilayah dengan jaringan terbatas, proses pendaftaran dan pembaruan data dapat mengalami kendala.
17. Bagaimana pengaruh kondisi geografis Papua Tengah terhadap jangkauan pembinaan?
Jawaban: Kondisi geografis menyebabkan jangkauan pelayanan menjadi tantangan. Ada pelaku usaha yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Untuk mendatangi wilayah tertentu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar sehingga pemerintah perlu menentukan pola pelayanan yang lebih fleksibel.
18. Apakah kapasitas SDM aparatur dan pendamping perlu ditingkatkan?
Jawaban: Ya. Peraturan dan sistem pelayanan dapat mengalami perubahan sehingga aparatur juga harus terus meningkatkan pengetahuan. Pendamping tidak hanya perlu memahami OSS, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan memahami kebutuhan pengembangan usaha.
19. Apakah data pelaku usaha mikro sudah cukup mendukung pelaksanaan program?
Jawaban: Data masih perlu terus diperbaiki. Data yang akurat sangat penting karena menjadi dasar menentukan sasaran program. Kita perlu mengetahui usaha yang masih aktif, lokasi, jenis produk, status legalitas, serta bentuk pembinaan yang telah diterima.
20. Bagaimana koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten saat ini?
Jawaban: Koordinasi telah dilakukan, tetapi masih harus diperkuat terutama dalam sinkronisasi data dan program. Pemerintah kabupaten mempunyai informasi yang lebih dekat dengan kondisi pelaku usaha, sehingga data dan program antara provinsi dan kabupaten perlu diselaraskan.

Rumusan Masalah 3
Bagaimana strategi Dinas untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
21. Strategi apa yang perlu menjadi prioritas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Prioritas pertama adalah memiliki data yang akurat. Setelah itu, pelaku usaha dapat dipetakan berdasarkan lokasi, jenis usaha, dan status legalitasnya. Dari data tersebut pemerintah dapat menentukan siapa yang membutuhkan sosialisasi, fasilitasi NIB, pelatihan, maupun pembinaan lanjutan.
22. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pelayanan jemput bola?
Jawaban: Pelayanan jemput bola sangat sesuai dengan kondisi Papua Tengah. Tidak semua pelaku usaha dapat datang ke pusat pelayanan. Pemerintah perlu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama melalui kelompok usaha, sentra industri, distrik, atau lokasi yang memiliki konsentrasi pelaku usaha.
23. Bagaimana strategi sosialisasi agar lebih efektif?
Jawaban: Sosialisasi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, contoh yang nyata, dan dilakukan secara langsung. Pelaku usaha akan lebih mudah memahami apabila dijelaskan apa manfaat NIB bagi usaha mereka dan bagaimana proses mendapatkannya.
24. Bagaimana meningkatkan literasi digital pelaku usaha mikro?
Jawaban: Pelatihan perlu dilakukan melalui praktik langsung. Jangan hanya memberikan materi. Pelaku usaha perlu dibimbing menggunakan perangkat untuk mengakses layanan, mengisi data, menyimpan dokumen, dan selanjutnya dapat diarahkan menggunakan teknologi untuk pemasaran.
25. Bagaimana strategi memperkuat basis data usaha mikro?
Jawaban: Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala. Data juga sebaiknya diklasifikasikan berdasarkan status legalitas sehingga dapat diketahui usaha mana yang belum memiliki NIB, sudah memiliki NIB, atau membutuhkan dokumen pendukung lainnya.
26. Bagaimana strategi meningkatkan koordinasi antarlembaga?
Jawaban: Harus ada pembagian peran yang jelas dan program yang saling mendukung. Dinas yang membina UMKM dapat fokus pada pemberdayaan, sedangkan pelayanan perizinan memberikan dukungan sesuai kewenangannya. Lembaga keuangan dapat membantu pembiayaan dan pihak lain dapat mendukung pemasaran maupun sertifikasi.
27. Bagaimana agar legalitas tidak hanya menjadi dokumen administratif?
Jawaban: Setelah pelaku usaha memperoleh legalitas, harus ada tindak lanjut. Mereka perlu dimasukkan ke dalam program pembinaan sesuai kebutuhan. Misalnya pelatihan manajemen, peningkatan kualitas produk, kemasan, pembiayaan, pemasaran digital, pameran, dan kemitraan.
28. Bagaimana strategi untuk meningkatkan daya saing produk lokal setelah memperoleh legalitas?
Jawaban: Produk harus diperbaiki dari sisi kualitas, kontinuitas produksi, kemasan, identitas produk, dan pemasaran. Legalitas memberikan dasar bagi usaha untuk berkembang, tetapi kualitas produk tetap menentukan apakah produk tersebut dapat bersaing di pasar.
29. Apa strategi jangka menengah dan jangka panjang yang diperlukan?
Jawaban: Dalam jangka menengah perlu dibangun sistem pembinaan yang terintegrasi antara legalitas, pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran. Dalam jangka panjang, kita berharap terbentuk ekosistem usaha mikro yang kuat sehingga pelaku usaha lokal tidak hanya bertahan, tetapi mampu meningkatkan skala usaha dan masuk ke pasar yang lebih luas.
30. Apa harapan Ibu terhadap usaha mikro di Provinsi Papua Tengah ke depan?
Jawaban: Saya berharap usaha mikro di Papua Tengah semakin tertib secara administrasi, memiliki legalitas, meningkatkan kualitas produk, dan mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Kita ingin usaha masyarakat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian daerah.

Berikut lanjutan Informan 4, dengan jawaban diarahkan pada perspektif Kepala Bidang Perdagangan, khususnya hubungan legalitas dengan akses pasar, pemasaran, kemitraan, distribusi, dan peningkatan daya saing usaha mikro.
INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN 4
A. Identitas Informan
	No.
	Identitas
	Keterangan

	4
	Nama
	Brian Gerald Sendoh, SE, M.M

	
	Jabatan
	Kepala Bidang Perdagangan

	
	Lama Bekerja
	11 Tahun

	
	Tanggal Wawancara
	22 Juni 2026


B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Rumusan Masalah 1
Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
1. Bagaimana Bapak melihat perkembangan usaha mikro dari perspektif perdagangan di Provinsi Papua Tengah?
Jawaban: Usaha mikro memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas perdagangan di Papua Tengah. Kita dapat melihat banyak usaha masyarakat berkembang pada perdagangan kebutuhan sehari-hari, kuliner, hasil pertanian, perikanan, kerajinan, dan berbagai produk lokal. Namun, sebagian usaha tersebut masih bersifat informal sehingga kemampuan untuk masuk ke pasar yang lebih luas masih terbatas.
2. Bagaimana kondisi legalitas usaha mikro yang bergerak dalam sektor perdagangan?
Jawaban: Kondisinya belum seragam. Ada pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan administrasi usaha yang cukup baik, tetapi masih terdapat usaha mikro yang berjalan tanpa legalitas yang memadai. Hal ini banyak terjadi pada usaha yang tumbuh secara tradisional dan berorientasi pada pasar lokal.
3. Mengapa legalitas penting bagi pelaku usaha mikro dari sisi perdagangan?
Jawaban: Dari sisi perdagangan, legalitas meningkatkan kepercayaan terhadap pelaku usaha. Ketika ingin bekerja sama dengan distributor, toko yang lebih besar, lembaga keuangan, pemerintah, atau mitra lainnya, identitas dan legalitas usaha menjadi penting. Karena itu, legalitas dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas jaringan pemasaran.
4. Bagaimana peran Dinas dalam mendorong penguatan legalitas pelaku usaha mikro?
Jawaban: Dinas menjalankan peran melalui sosialisasi, pembinaan, fasilitasi, pendampingan, dan koordinasi. Pelaku usaha perlu diberikan informasi mengenai legalitas yang dibutuhkan sekaligus diberikan pemahaman bahwa legalitas memiliki hubungan langsung dengan peluang pengembangan usaha.
5. Bagaimana peran Dinas sebagai regulator dalam sektor perdagangan?
Jawaban: Sebagai regulator, pemerintah memberikan arahan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung tertib usaha dan aktivitas perdagangan. Dinas juga memberikan pembinaan agar pelaku usaha memahami ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga perdagangan dapat berkembang secara sehat dan tertib.
6. Bagaimana peran Dinas sebagai fasilitator bagi usaha mikro?
Jawaban: Peran fasilitator dilakukan melalui pemberian informasi, pembinaan, pendampingan, dan menghubungkan pelaku usaha dengan program pemerintah maupun mitra terkait. Legalitas perlu difasilitasi karena menjadi salah satu dasar bagi pelaku usaha untuk mengakses peluang pasar yang lebih besar.
7. Bagaimana peran Dinas dalam sosialisasi manfaat NIB kepada pelaku usaha perdagangan?
Jawaban: Dalam pembinaan kami menjelaskan bahwa NIB merupakan identitas usaha. Pelaku usaha perlu memahami bahwa manfaatnya tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi dapat mendukung mereka ketika ingin memperoleh pembiayaan, mengikuti kegiatan promosi, membangun kemitraan, maupun mengembangkan pemasaran.
8. Bagaimana peran Dinas sebagai motivator bagi pelaku usaha yang masih informal?
Jawaban: Kami memberikan motivasi dengan menunjukkan manfaat nyata dari legalitas. Pelaku usaha akan lebih tertarik apabila memahami bahwa legalitas dapat membantu meningkatkan kepercayaan pasar dan membuka peluang kerja sama. Jadi pendekatannya bukan hanya mengenai kewajiban, tetapi juga mengenai manfaat ekonomi.
9. Bagaimana peran Dinas dalam membantu pemasaran usaha mikro yang telah memiliki legalitas?
Jawaban: Usaha yang sudah memiliki legalitas dapat lebih mudah diarahkan mengikuti program pengembangan pemasaran. Pembinaan dapat berupa peningkatan kualitas produk, kemasan, promosi, pameran, pemasaran digital, serta fasilitasi pertemuan dengan calon mitra usaha.
10. Bagaimana koordinasi Dinas dengan lembaga lain dalam memperluas pasar bagi usaha mikro?
Jawaban: Koordinasi diperlukan dengan pemerintah kabupaten, instansi perizinan, lembaga keuangan, koperasi, pelaku perdagangan, dunia usaha, dan pihak lainnya. Pengembangan pasar tidak dapat dilakukan sendiri sehingga perlu dibangun jaringan yang dapat mempertemukan pelaku usaha mikro dengan berbagai peluang ekonomi.
Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
11. Apa faktor yang mendukung penguatan legalitas usaha mikro dari perspektif perdagangan?
Jawaban: Faktor pendukungnya antara lain kebijakan kemudahan perizinan, perkembangan teknologi, meningkatnya peluang pemasaran digital, program pemberdayaan pemerintah, serta semakin terbukanya peluang kemitraan antara usaha mikro dengan pelaku usaha lainnya.
12. Apakah perkembangan pasar menjadi faktor yang dapat mendorong pelaku usaha mengurus legalitas?
Jawaban: Ya. Ketika pelaku usaha ingin memperluas pasar, biasanya kebutuhan terhadap legalitas semakin terasa. Pasar yang lebih besar membutuhkan kepercayaan, kualitas produk, kontinuitas, dan administrasi usaha yang lebih tertib.
13. Apa hambatan utama yang menyebabkan usaha mikro masih beroperasi secara informal?
Jawaban: Salah satunya adalah karena sebagian usaha masih berorientasi pada kebutuhan harian dan pasar lokal. Mereka merasa selama barang dapat dijual, legalitas belum terlalu diperlukan. Selain itu, ada kendala pemahaman, administrasi, teknologi, internet, dan akses pelayanan.
14. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai hubungan legalitas dengan akses pasar?
Jawaban: Belum semuanya memahami. Sebagian masyarakat masih memisahkan antara legalitas dan pemasaran. Padahal ketika usaha ingin berkembang dan bekerja sama dengan pihak yang lebih besar, legalitas menjadi salah satu unsur penting untuk meningkatkan kredibilitas.
15. Apakah literasi digital menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro?
Jawaban: Ya, dan bukan hanya dalam pengurusan NIB. Literasi digital juga berpengaruh terhadap kemampuan pelaku usaha memasarkan produknya. Pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi menghadapi hambatan dalam perizinan sekaligus pemasaran digital.
16. Bagaimana kondisi internet memengaruhi penguatan legalitas dan perdagangan?
Jawaban: Internet sekarang mempunyai dua fungsi penting, yaitu mendukung pelayanan perizinan dan membuka akses pemasaran. Karena itu, ketika jaringan internet terbatas, pelaku usaha mengalami kendala dalam mengurus legalitas maupun mengembangkan pemasaran secara digital.
17. Apakah kondisi geografis menjadi kendala dalam distribusi produk usaha mikro?
Jawaban: Sangat berpengaruh. Kondisi geografis dan transportasi menyebabkan biaya distribusi pada beberapa wilayah menjadi relatif tinggi. Hal tersebut dapat memengaruhi harga dan daya saing produk. Jadi persoalan pengembangan usaha tidak hanya legalitas, tetapi juga bagaimana produk dapat sampai ke pasar secara efisien.
18. Bagaimana kualitas dan kemasan produk memengaruhi akses pasar?
Jawaban: Sangat menentukan. Legalitas saja tidak cukup apabila kualitas produk belum konsisten dan kemasannya belum menarik atau belum memenuhi kebutuhan pasar. Karena itu, penguatan legalitas harus berjalan bersama peningkatan kualitas dan pemasaran produk.
19. Apakah data usaha mikro menjadi faktor penting dalam program perdagangan?
Jawaban: Sangat penting. Data membantu pemerintah mengetahui pelaku usaha, jenis produk, lokasi, kapasitas usaha, status legalitas, dan pasar yang sudah dijangkau. Dengan data yang baik, program promosi dan fasilitasi pemasaran dapat lebih tepat sasaran.
20. Bagaimana koordinasi antarlembaga dalam mendukung pemasaran usaha mikro?
Jawaban: Koordinasi sudah berjalan tetapi masih dapat ditingkatkan. Kita perlu menghubungkan program legalitas, produksi, perdagangan, pembiayaan, dan pemasaran agar pelaku usaha tidak memperoleh pembinaan secara terpisah-pisah.
Rumusan Masalah 3
Bagaimana strategi Dinas untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
21. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran legalitas dari perspektif perdagangan?
Jawaban: Legalitas perlu dikaitkan langsung dengan manfaat pasar. Ketika melakukan sosialisasi, pelaku usaha perlu diberikan pemahaman bahwa usaha yang tertib secara legal dan administrasi mempunyai peluang lebih besar untuk membangun kepercayaan dan memasuki jaringan perdagangan yang lebih luas.
22. Apakah pelayanan jemput bola efektif diterapkan di Papua Tengah?
Jawaban: Saya melihat pelayanan jemput bola sangat relevan. Pelaku usaha tersebar di berbagai wilayah dan tidak semuanya memiliki akses yang sama. Pelayanan dapat diarahkan pada sentra usaha, pasar, kelompok UMKM, dan lokasi kegiatan ekonomi masyarakat.
23. Bagaimana strategi mengintegrasikan legalitas dengan pemasaran?
Jawaban: Setelah pelaku usaha memperoleh legalitas, datanya dapat digunakan untuk menentukan bentuk pembinaan berikutnya. Usaha yang produknya sudah siap dapat difasilitasi mengikuti promosi, pameran, pemasaran digital, atau dipertemukan dengan calon mitra dan jaringan distribusi.
24. Bagaimana strategi meningkatkan pemasaran digital usaha mikro?
Jawaban: Pelaku usaha perlu diberikan pelatihan praktis mengenai penggunaan media sosial, marketplace, pembuatan foto produk, informasi harga, komunikasi dengan konsumen, dan transaksi digital. Pelatihan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pelaku usaha.
25. Bagaimana strategi meningkatkan daya saing produk usaha mikro Papua Tengah?
Jawaban: Daya saing perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas produk, kemasan, kontinuitas produksi, harga yang kompetitif, legalitas, serta promosi. Produk lokal memiliki potensi, tetapi harus disiapkan sesuai kebutuhan pasar agar dapat bersaing.
26. Bagaimana strategi memperkuat kemitraan usaha?
Jawaban: Pemerintah dapat berperan mempertemukan usaha mikro dengan pelaku usaha yang lebih besar, distributor, lembaga keuangan, toko modern, maupun mitra potensial lainnya. Namun, sebelum itu pelaku usaha perlu dipersiapkan dari sisi legalitas, kapasitas produksi, kualitas, dan administrasi.
27. Bagaimana strategi memperkuat data pelaku usaha untuk mendukung akses pasar?
Jawaban: Data perlu diperbarui dan tidak hanya berisi nama pelaku usaha. Data sebaiknya memuat produk, kapasitas produksi, status legalitas, lokasi, kebutuhan pembinaan, dan jangkauan pemasaran. Dengan demikian, data dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertemukan usaha dengan peluang pasar.
28. Bagaimana strategi pembinaan setelah pelaku usaha memperoleh NIB?
Jawaban: Pembinaan pascalegalitas sangat penting. Pelaku usaha harus diarahkan pada peningkatan kualitas, pencatatan usaha, promosi, pemasaran digital, pembiayaan, dan kemitraan. Dengan begitu, NIB benar-benar menjadi awal pengembangan usaha dan bukan hanya dokumen yang disimpan.
29. Apa prioritas jangka pendek dalam menghubungkan legalitas dengan perdagangan?
Jawaban: Prioritasnya adalah memetakan pelaku usaha berdasarkan status legalitas dan kesiapan produknya. Setelah itu, usaha yang potensial dapat diberikan pembinaan yang lebih terarah agar siap dipasarkan dan dipertemukan dengan mitra.
30. Apa harapan Bapak terhadap pengembangan usaha mikro di Papua Tengah?
Jawaban: Saya berharap semakin banyak usaha mikro yang memiliki legalitas, tertib administrasi, menghasilkan produk yang berkualitas, dan mampu memasuki pasar yang lebih luas. Jika legalitas, kualitas produk, pemasaran, dan kemitraan dapat berjalan bersama, usaha mikro Papua Tengah akan memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat.

Berikut lanjutan Informan 5, dengan fokus jawaban pada perspektif Kepala Seksi Kewirausahaan, sehingga lebih menonjolkan aspek pembinaan wirausaha, kesadaran legalitas, pendampingan, kapasitas usaha, dan keberlanjutan usaha mikro.
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B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Rumusan Masalah 1
Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
1. Bagaimana Bapak melihat kondisi kewirausahaan dan usaha mikro di Provinsi Papua Tengah saat ini?
Jawaban: Potensi kewirausahaan di Papua Tengah sebenarnya cukup besar karena masyarakat memiliki berbagai kegiatan ekonomi yang berbasis pada perdagangan, hasil pertanian, perikanan, kuliner, kerajinan, dan jasa. Namun, sebagian usaha tersebut masih dijalankan secara sederhana dan belum seluruhnya memiliki legalitas usaha yang memadai. Karena itu, pembinaan kewirausahaan perlu berjalan bersama dengan penguatan legalitas.
2. Bagaimana tingkat kesadaran pelaku usaha mikro terhadap pentingnya legalitas usaha?
Jawaban: Kesadarannya mulai meningkat, tetapi belum merata. Ada pelaku usaha yang memahami bahwa legalitas penting untuk pengembangan usaha, tetapi ada juga yang masih menganggap bahwa yang utama adalah usaha tetap berjalan dan menghasilkan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi perlu terus dilakukan.
3. Mengapa legalitas penting dalam proses pengembangan kewirausahaan?
Jawaban: Legalitas memberikan identitas dan kepastian bagi usaha. Dari sisi kewirausahaan, legalitas juga membentuk pelaku usaha agar lebih tertib dalam mengelola usaha, lebih siap mengikuti program pembinaan, dan lebih percaya diri ketika berhubungan dengan lembaga keuangan maupun mitra usaha.
4. Bagaimana peran Dinas dalam meningkatkan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Dinas berperan melalui pembinaan, sosialisasi, fasilitasi, pendampingan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha. Kami tidak hanya melihat legalitas sebagai dokumen, tetapi sebagai bagian dari proses membentuk pelaku usaha yang lebih profesional dan mandiri.
5. Bagaimana peran Dinas sebagai regulator dalam penguatan legalitas?
Jawaban: Dinas melaksanakan kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan UMKM dan kemudahan perizinan. Dalam pelaksanaannya, kami memberikan arahan kepada pelaku usaha agar memahami ketentuan yang berlaku dan memenuhi legalitas sesuai jenis serta kebutuhan usahanya.
6. Bagaimana peran Dinas sebagai fasilitator?
Jawaban: Dinas memberikan informasi, memfasilitasi proses pengurusan NIB, membantu pelaku usaha yang kesulitan menggunakan sistem digital, serta mengarahkan mereka kepada instansi atau pihak terkait apabila membutuhkan dokumen pendukung lainnya.
7. Bagaimana peran Dinas sebagai motivator dalam mendorong pelaku usaha mengurus legalitas?
Jawaban: Motivasi diberikan dengan menjelaskan manfaat nyata. Pelaku usaha harus memahami bahwa legalitas dapat membantu mereka mengakses pelatihan, pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan program pemberdayaan. Jadi, legalitas harus dipahami sebagai peluang untuk berkembang.
8. Bagaimana peran Dinas sebagai dinamisator dalam meningkatkan kapasitas kewirausahaan?
Jawaban: Dinas perlu terus mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kemampuan manajemen, pencatatan keuangan, produksi, pemasaran, dan penggunaan teknologi. Setelah legalitas diperoleh, pelaku usaha harus dibina agar mampu mengembangkan usahanya secara lebih terarah.
9. Bagaimana Dinas membina pelaku usaha setelah memiliki NIB?
Jawaban: Setelah memiliki NIB, pembinaan sebaiknya dilanjutkan sesuai kebutuhan usaha. Ada yang membutuhkan pelatihan manajemen, ada yang memerlukan penguatan pemasaran, ada yang membutuhkan akses pembiayaan, dan ada pula yang membutuhkan peningkatan kualitas produk.
10. Bagaimana koordinasi Dinas dengan pihak lain dalam pembinaan kewirausahaan?
Jawaban: Koordinasi sangat penting karena pemberdayaan usaha tidak dapat dilakukan satu instansi saja. Diperlukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten, lembaga perizinan, lembaga keuangan, koperasi, dunia usaha, dan lembaga pelatihan agar pembinaan lebih lengkap.
Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
11. Apa faktor yang mendukung penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Faktor pendukungnya adalah adanya kebijakan pemerintah, sistem OSS, program pemberdayaan UMKM, dukungan pemerintah daerah, potensi wirausaha masyarakat, serta semakin terbukanya akses terhadap pembiayaan dan pemasaran bagi usaha yang memiliki legalitas.
12. Apakah motivasi pelaku usaha menjadi faktor penting?
Jawaban: Sangat penting. Program pemerintah akan sulit berhasil apabila pelaku usaha sendiri tidak memiliki keinginan untuk berkembang. Karena itu, pembinaan harus mampu membangun motivasi dan pemahaman bahwa legalitas merupakan salah satu bagian dari proses meningkatkan kelas usaha.
13. Apa hambatan utama yang masih dihadapi pelaku usaha dalam pengurusan legalitas?
Jawaban: Hambatannya antara lain rendahnya pemahaman, keterbatasan literasi digital, jaringan internet, kesulitan menyiapkan data administrasi, serta persepsi bahwa proses legalitas itu rumit. Pada sebagian wilayah, akses ke pelayanan juga masih menjadi kendala.
14. Apakah pola usaha tradisional menjadi hambatan dalam penguatan legalitas?
Jawaban: Pada kondisi tertentu, iya. Banyak pelaku usaha sudah lama menjalankan usaha dengan cara yang sederhana sehingga administrasi belum menjadi perhatian. Mereka perlu didampingi secara bertahap agar memahami manfaat pengelolaan usaha yang lebih tertib.
15. Bagaimana literasi digital memengaruhi proses legalitas?
Jawaban: Literasi digital sangat berpengaruh karena banyak pelayanan sekarang menggunakan sistem elektronik. Bagi pelaku usaha yang belum terbiasa, proses tersebut bisa menjadi hambatan. Karena itu, pendampingan langsung masih sangat diperlukan.
16. Bagaimana kondisi jaringan internet memengaruhi pelayanan?
Jawaban: Jaringan internet menjadi faktor yang penting karena sistem OSS membutuhkan akses digital. Pada wilayah yang jaringannya tidak stabil, proses pelayanan menjadi lebih lambat sehingga diperlukan alternatif pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.
17. Apakah keterbatasan modal juga memengaruhi minat pelaku usaha untuk mengurus legalitas?
Jawaban: Bisa berpengaruh secara tidak langsung. Pelaku usaha yang sangat terbatas modalnya biasanya lebih fokus pada kebutuhan produksi dan penjualan. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan bahwa legalitas justru dapat membantu membuka peluang terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha.
18. Bagaimana kondisi SDM pendamping dalam mendukung program kewirausahaan?
Jawaban: SDM pendamping perlu terus ditingkatkan. Pendamping harus memahami regulasi, OSS, manajemen usaha, pembiayaan, pemasaran, dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan kapasitas yang baik, pendamping dapat memberikan pelayanan yang lebih menyeluruh.
19. Apakah data pelaku usaha mikro sudah memadai untuk mendukung pembinaan?
Jawaban: Data perlu terus diperbarui. Data yang baik harus menunjukkan siapa pelaku usahanya, jenis usaha, lokasi, lama usaha, status legalitas, kebutuhan pembinaan, dan tingkat perkembangan usahanya. Tanpa data yang akurat, program akan sulit tepat sasaran.
20. Bagaimana koordinasi antarbidang dan antarinstansi dalam penguatan legalitas?
Jawaban: Koordinasi sudah ada, tetapi perlu diperkuat agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Legalitas harus dihubungkan dengan pembinaan kewirausahaan, produksi, perdagangan, pembiayaan, dan pemasaran. Dengan integrasi tersebut, manfaat bagi pelaku usaha akan lebih besar.
Rumusan Masalah 3
Bagaimana strategi Dinas untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
21. Strategi apa yang paling penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai legalitas?
Jawaban: Strateginya adalah sosialisasi yang berorientasi pada manfaat. Jangan hanya menjelaskan aturan, tetapi tunjukkan hubungan antara legalitas dengan peluang pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan peningkatan usaha.
22. Apakah pelayanan jemput bola diperlukan?
Jawaban: Sangat diperlukan. Karakteristik wilayah Papua Tengah membuat pelayanan tidak bisa hanya berpusat di kantor. Dinas perlu mendatangi kelompok usaha, sentra usaha, pasar, distrik, atau lokasi masyarakat agar pelayanan legalitas lebih mudah diakses.
23. Bagaimana strategi pendampingan OSS-RBA yang efektif?
Jawaban: Pendampingan harus praktis. Pelaku usaha sebaiknya dibimbing langsung mulai dari menyiapkan dokumen, membuat akun, memasukkan data, sampai memperoleh NIB. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih mudah memahami prosesnya.
24. Bagaimana strategi meningkatkan kapasitas kewirausahaan setelah usaha memiliki legalitas?
Jawaban: Setelah legalitas diperoleh, pelaku usaha perlu masuk ke dalam pembinaan berkelanjutan. Mereka dapat diberikan pelatihan manajemen, pencatatan keuangan, pengembangan produk, pemasaran digital, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan usaha yang lebih profesional.
25. Bagaimana strategi menghubungkan legalitas dengan akses pembiayaan?
Jawaban: Pemerintah dapat memfasilitasi hubungan antara pelaku usaha yang sudah legal dengan lembaga keuangan atau program pembiayaan yang sesuai. Tetapi pelaku usaha juga harus dipersiapkan dari sisi administrasi dan pengelolaan usaha agar mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
26. Bagaimana strategi memperkuat mental dan motivasi kewirausahaan?
Jawaban: Pelaku usaha perlu dibangun kepercayaan dirinya melalui pelatihan, contoh keberhasilan, pendampingan, dan dukungan yang berkelanjutan. Mereka harus melihat bahwa usaha dapat berkembang apabila dikelola dengan disiplin, tertib, dan berorientasi pada peluang pasar.
27. Bagaimana strategi memperkuat data dan pemetaan pelaku usaha?
Jawaban: Data harus diperbarui secara berkala dan diklasifikasikan berdasarkan status legalitas dan kebutuhan pembinaan. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan program yang berbeda antara usaha yang belum memiliki NIB, sudah memiliki NIB, dan usaha yang siap naik kelas.
28. Bagaimana strategi memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten?
Jawaban: Pemerintah kabupaten merupakan pihak yang paling dekat dengan pelaku usaha. Karena itu, perlu ada sinkronisasi data, perencanaan bersama, pembagian peran yang jelas, dan kegiatan pembinaan yang terkoordinasi antara provinsi dan kabupaten.
29. Apa prioritas jangka pendek dalam penguatan legalitas dan kewirausahaan?
Jawaban: Prioritas jangka pendek adalah memperbaiki data, meningkatkan sosialisasi, memetakan usaha yang belum memiliki legalitas, memberikan pendampingan langsung, dan mengintegrasikan pelaku usaha yang sudah legal dengan program pembinaan.
30. Apa harapan Bapak terhadap penguatan legalitas usaha mikro di Papua Tengah?
Jawaban: Saya berharap legalitas menjadi bagian dari budaya kewirausahaan masyarakat. Pelaku usaha tidak hanya memiliki NIB, tetapi juga mampu mengelola usaha dengan lebih tertib, profesional, dan mandiri. Jika legalitas, keterampilan, pembiayaan, dan pemasaran dapat berjalan bersama, usaha mikro di Papua Tengah akan lebih kuat dan berkelanjutan.


Berikut lanjutan Informan 6, dengan jawaban diarahkan pada perspektif Kepala Seksi Stabilisasi Harga, sehingga lebih menonjolkan keterkaitan legalitas usaha dengan akses pasar, kepastian distribusi, data pelaku usaha, kestabilan harga, perlindungan konsumen, dan penguatan posisi usaha mikro dalam sistem perdagangan.
INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN 6
A. Identitas Informan
	No.
	Identitas
	Keterangan

	6
	Nama
	Maikel Ibo, S.AP

	
	Jabatan
	Kepala Seksi Stabilisasi Harga

	
	Lama Bekerja
	28 Tahun

	
	Tanggal Wawancara
	22 Juni 2026


B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Rumusan Masalah 1
Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
1. Bagaimana Bapak melihat kondisi usaha mikro di Provinsi Papua Tengah dari perspektif perdagangan dan stabilisasi harga?
Jawaban: Usaha mikro memiliki posisi penting karena banyak kebutuhan masyarakat dipenuhi melalui pedagang kecil dan usaha lokal. Namun, sebagian pelaku usaha masih menjalankan kegiatan secara sederhana dan belum seluruhnya memiliki legalitas. Dari sisi perdagangan, kondisi ini membuat pendataan dan pembinaan menjadi lebih sulit karena tidak semua pelaku usaha tercatat secara formal.
2. Apakah legalitas usaha memiliki kaitan dengan pengendalian dan pemantauan perdagangan?
Jawaban: Ada kaitannya. Pelaku usaha yang memiliki legalitas lebih mudah didata dan dipantau sehingga pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih baik mengenai jenis usaha, lokasi, aktivitas perdagangan, dan kebutuhan pembinaan. Data yang tertib juga mendukung perencanaan kebijakan perdagangan.
3. Mengapa legalitas penting bagi pelaku usaha mikro yang bergerak dalam perdagangan?
Jawaban: Legalitas memberikan identitas usaha dan meningkatkan kepercayaan. Selain itu, pelaku usaha yang legal lebih mudah berhubungan dengan pemasok, lembaga keuangan, pemerintah, dan mitra usaha. Ini penting agar usaha tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi memiliki kesempatan berkembang.
4. Bagaimana peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Dinas menjalankan peran melalui sosialisasi, pembinaan, pendataan, fasilitasi, dan pendampingan. Kami berusaha mendorong masyarakat agar usahanya lebih tertib secara administrasi sehingga lebih mudah dibina dan dihubungkan dengan berbagai program pengembangan usaha.
5. Bagaimana peran Dinas sebagai regulator?
Jawaban: Pemerintah mempunyai tanggung jawab menciptakan tata kelola perdagangan yang tertib. Dinas menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro dan perdagangan serta memberikan arahan agar pelaku usaha memenuhi ketentuan yang berlaku.
6. Bagaimana peran Dinas sebagai fasilitator dalam penguatan legalitas?
Jawaban: Dinas memberikan informasi mengenai persyaratan legalitas, membantu pelaku usaha yang kesulitan dalam proses administrasi, dan mengarahkan mereka kepada pelayanan yang sesuai. Fasilitasi ini penting karena tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi.
7. Bagaimana sosialisasi legalitas dilakukan kepada pedagang dan usaha mikro?
Jawaban: Sosialisasi dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembinaan perdagangan, pertemuan pelaku usaha, maupun kegiatan pasar. Materinya perlu sederhana dan menekankan manfaat legalitas agar masyarakat memahami bahwa legalitas bukan sekadar dokumen pemerintah.
8. Bagaimana peran Dinas sebagai motivator?
Jawaban: Dinas perlu memberikan motivasi agar pelaku usaha memiliki kemauan untuk berkembang. Kami menjelaskan bahwa usaha yang legal akan lebih mudah memperoleh akses pembinaan, pembiayaan, informasi pasar, dan kemitraan.
9. Bagaimana peran Dinas sebagai dinamisator dalam meningkatkan daya tahan usaha mikro?
Jawaban: Dinas perlu mendorong pelaku usaha agar lebih tertib, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Legalitas harus dilanjutkan dengan pembinaan pengelolaan usaha, pemasaran, informasi harga, dan penguatan jaringan distribusi.
10. Bagaimana koordinasi Dinas dengan pihak lain dalam mendukung usaha mikro?
Jawaban: Koordinasi perlu dilakukan dengan pemerintah kabupaten, instansi perizinan, pasar, distributor, lembaga keuangan, dan pelaku usaha lainnya. Semakin baik koordinasi, semakin mudah pemerintah membantu usaha mikro memperoleh legalitas dan mengembangkan pasar.
Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
11. Apa faktor utama yang mendukung penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Faktor pendukungnya adalah kebijakan kemudahan perizinan, dukungan pemerintah daerah, adanya sistem OSS, program pembinaan UMKM, serta semakin terbukanya akses informasi dan perdagangan digital.
12. Apakah keberadaan pasar dan aktivitas perdagangan menjadi faktor pendorong legalitas?
Jawaban: Ya. Ketika pelaku usaha mulai berkembang dan memiliki pelanggan lebih banyak, kebutuhan terhadap legalitas juga meningkat. Apalagi jika mereka ingin bekerja sama dengan pemasok atau mitra yang lebih besar.
13. Apa hambatan yang paling sering ditemukan dalam penguatan legalitas?
Jawaban: Hambatannya antara lain rendahnya pemahaman, keterbatasan penggunaan teknologi, jaringan internet, kesulitan administrasi, dan jarak pelayanan. Selain itu, masih ada pelaku usaha yang menganggap legalitas belum diperlukan selama usahanya masih kecil.
14. Apakah tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat legalitas masih rendah?
Jawaban: Pada sebagian pelaku usaha masih rendah. Mereka lebih fokus pada kegiatan jual beli sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan bahwa legalitas akan memberikan manfaat ketika usaha ingin berkembang.
15. Bagaimana literasi digital memengaruhi pengurusan legalitas?
Jawaban: Sangat berpengaruh. Sistem perizinan berbasis elektronik membutuhkan kemampuan menggunakan perangkat digital. Bagi masyarakat yang belum terbiasa, prosesnya dapat terasa sulit dan membutuhkan bantuan.
16. Bagaimana kondisi jaringan internet memengaruhi pelayanan?
Jawaban: Pada wilayah dengan jaringan yang tidak stabil, pelayanan digital menjadi terhambat. Kondisi ini masih menjadi tantangan dan harus diatasi dengan pendekatan pelayanan langsung atau pendampingan di lokasi yang memiliki akses jaringan.
17. Bagaimana kondisi geografis memengaruhi pembinaan pelaku usaha?
Jawaban: Wilayah Papua Tengah luas dan kondisi aksesnya berbeda-beda. Ada daerah yang mudah dijangkau, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Kondisi tersebut memengaruhi jangkauan pembinaan.
18. Apakah ketersediaan data pelaku usaha memengaruhi efektivitas kebijakan perdagangan?
Jawaban: Sangat memengaruhi. Data menjadi dasar dalam perencanaan program dan pemantauan perdagangan. Jika data tidak lengkap, pemerintah akan kesulitan mengetahui jumlah, sebaran, dan kondisi pelaku usaha secara tepat.
19. Apakah fluktuasi harga dan distribusi barang juga menjadi tantangan bagi usaha mikro?
Jawaban: Ya. Usaha mikro sangat dipengaruhi harga barang dan biaya distribusi. Ketika harga meningkat atau distribusi terganggu, pelaku usaha kecil biasanya lebih cepat merasakan dampaknya karena modal mereka terbatas. Karena itu, pembinaan usaha juga harus mempertimbangkan aspek stabilitas harga dan distribusi.
20. Bagaimana koordinasi antarinstansi saat ini?
Jawaban: Koordinasi sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan. Legalitas, perdagangan, harga, distribusi, dan pembinaan UMKM saling berkaitan sehingga program harus lebih terintegrasi.
Rumusan Masalah 3
Bagaimana strategi Dinas untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
21. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Strategi utama adalah memperbaiki pendataan, meningkatkan sosialisasi, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaku usaha yang belum memiliki legalitas perlu dipetakan dan diberikan pendampingan secara langsung.
22. Apakah pelayanan jemput bola diperlukan?
Jawaban: Sangat diperlukan karena tidak semua pelaku usaha dapat datang ke kantor pelayanan. Pendekatan langsung ke pasar, sentra usaha, atau kelompok pedagang akan lebih efektif.
23. Bagaimana strategi mengintegrasikan data legalitas dengan data perdagangan?
Jawaban: Data pelaku usaha sebaiknya memuat identitas, lokasi, jenis usaha, status legalitas, komoditas yang diperdagangkan, dan kebutuhan pembinaan. Dengan data seperti itu, program perdagangan dan UMKM dapat disusun lebih tepat.
24. Bagaimana strategi meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai hubungan legalitas dan pasar?
Jawaban: Sosialisasi perlu menunjukkan contoh yang nyata. Misalnya, usaha yang legal lebih mudah mengikuti program pemerintah, membangun kemitraan, mengakses pembiayaan, dan memperluas jaringan pemasaran.
25. Bagaimana strategi menghubungkan legalitas dengan informasi harga dan distribusi?
Jawaban: Pelaku usaha yang sudah terdata dan legal dapat lebih mudah dimasukkan dalam jaringan informasi perdagangan. Mereka dapat memperoleh informasi mengenai harga, ketersediaan barang, serta peluang pasar sehingga keputusan usahanya menjadi lebih baik.
26. Bagaimana strategi menjaga keberlanjutan usaha mikro ketika terjadi perubahan harga?
Jawaban: Pelaku usaha perlu diberikan pemahaman mengenai pencatatan biaya, pengelolaan stok, penentuan harga, dan efisiensi usaha. Pemerintah juga perlu menyediakan informasi pasar yang dapat membantu mereka menyesuaikan keputusan usaha.
27. Bagaimana strategi memperkuat koordinasi provinsi dan kabupaten?
Jawaban: Koordinasi dapat diperkuat melalui pemutakhiran data bersama, pembagian peran, kegiatan pembinaan terpadu, serta pertukaran informasi mengenai kondisi pasar dan pelaku usaha.
28. Bagaimana strategi pembinaan setelah usaha memperoleh legalitas?
Jawaban: Setelah memiliki legalitas, pelaku usaha perlu dibina dari sisi manajemen, pembiayaan, pemasaran, informasi harga, pengelolaan stok, dan jaringan distribusi. Dengan demikian, legalitas memberi manfaat langsung terhadap ketahanan usaha.
29. Apa prioritas jangka pendek dalam penguatan legalitas dari perspektif stabilisasi harga?
Jawaban: Prioritasnya adalah memperbaiki data pelaku usaha dan pedagang, memetakan status legalitas, serta meningkatkan sosialisasi dan pendampingan. Data yang baik akan mendukung program pembinaan dan pemantauan perdagangan.
30. Apa harapan Bapak terhadap usaha mikro di Provinsi Papua Tengah ke depan?
Jawaban: Saya berharap usaha mikro semakin tertib secara legal, memiliki akses informasi pasar yang baik, mampu menghadapi perubahan harga, dan berkembang secara berkelanjutan. Legalitas harus menjadi dasar agar pelaku usaha lebih mudah masuk dalam sistem pembinaan dan perdagangan yang lebih teratur.


Berikut lanjutan Informan 7, dengan jawaban diarahkan pada perspektif Kepala Seksi Koperasi, sehingga lebih menonjolkan keterkaitan legalitas usaha mikro dengan kelembagaan koperasi, pembinaan kelompok usaha, akses pembiayaan, kemitraan, dan penguatan ekonomi bersama.
INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN 7
A. Identitas Informan
	No.
	Identitas
	Keterangan

	7
	Nama
	Rufina Kobogau, S.IP

	
	Jabatan
	Kepala Seksi Koperasi

	
	Lama Bekerja
	16 Tahun

	
	Tanggal Wawancara
	22 Juni 2026


B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Rumusan Masalah 1
Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
1. Bagaimana Ibu melihat kondisi usaha mikro dan koperasi di Provinsi Papua Tengah saat ini?
Jawaban: Usaha mikro di Papua Tengah cukup banyak dan sebagian berkembang melalui kelompok masyarakat maupun kegiatan ekonomi keluarga. Koperasi juga mempunyai potensi untuk menjadi wadah penguatan ekonomi bersama. Namun, baik pada tingkat usaha mikro maupun kelembagaan ekonomi masyarakat, masih diperlukan penguatan administrasi, legalitas, manajemen, dan pembinaan yang lebih berkelanjutan.
2. Bagaimana kondisi legalitas usaha mikro yang selama ini Ibu temui dalam kegiatan pembinaan?
Jawaban: Kondisinya masih beragam. Ada pelaku usaha yang sudah memiliki NIB, tetapi masih ada juga yang belum memahami pentingnya legalitas. Sebagian masyarakat lebih fokus pada kegiatan produksi dan penjualan, sementara administrasi usaha belum menjadi perhatian utama.
3. Mengapa legalitas usaha penting jika dikaitkan dengan pengembangan koperasi?
Jawaban: Legalitas sangat penting karena memberikan identitas dan kepastian terhadap usaha. Jika pelaku usaha ingin bergabung dalam jaringan koperasi, membangun kemitraan, atau memperoleh akses pembiayaan, legalitas dan administrasi yang tertib akan sangat membantu.
4. Bagaimana peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Dinas berperan melalui pendataan, sosialisasi, pembinaan, fasilitasi, pendampingan, dan penguatan kelembagaan. Dalam konteks koperasi, kami juga mendorong agar pelaku usaha tidak hanya bekerja secara sendiri-sendiri, tetapi dapat membangun kerja sama ekonomi yang lebih terorganisasi.
5. Bagaimana peran Dinas sebagai regulator?
Jawaban: Dinas menjalankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dan koperasi. Kami memberikan arahan agar pelaku usaha memahami ketentuan yang berlaku, memenuhi legalitas usahanya, serta menjalankan kegiatan ekonomi secara tertib.
6. Bagaimana peran Dinas sebagai fasilitator?
Jawaban: Fasilitasi dilakukan melalui pemberian informasi, pendampingan NIB, pembinaan administrasi, serta menghubungkan pelaku usaha dengan koperasi atau lembaga lain yang dapat membantu pengembangan usahanya.
7. Bagaimana peran Dinas sebagai motivator?
Jawaban: Kami mendorong pelaku usaha agar memahami bahwa legalitas bukan hanya persyaratan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan usaha. Legalitas dapat membantu mereka mengikuti pembinaan, memperoleh pembiayaan, dan membangun kerja sama ekonomi yang lebih luas.
8. Bagaimana peran Dinas sebagai dinamisator dalam membangun usaha mikro yang lebih mandiri?
Jawaban: Dinas perlu mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen, pencatatan keuangan, kedisiplinan usaha, dan kerja sama. Dalam beberapa kondisi, koperasi dapat menjadi wadah untuk memperkuat posisi pelaku usaha melalui pembelian bersama, pemasaran bersama, maupun akses pembiayaan.
9. Bagaimana koperasi dapat mendukung penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Koperasi dapat menjadi mitra pembinaan bagi pelaku usaha. Melalui koperasi, usaha mikro dapat lebih mudah memperoleh informasi, membangun disiplin administrasi, mengakses pembiayaan, dan mengembangkan pemasaran secara bersama.
10. Bagaimana koordinasi Dinas dengan pemerintah kabupaten dalam pembinaan koperasi dan usaha mikro?
Jawaban: Koordinasi sangat penting karena koperasi dan pelaku usaha berada langsung di kabupaten. Pemerintah provinsi perlu bekerja sama dalam pendataan, pembinaan, pengawasan, dan penyusunan program agar kegiatan tidak tumpang tindih.
Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran Dinas dalam penguatan legalitas usaha mikro?
11. Apa faktor utama yang mendukung penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Faktor pendukungnya adalah kebijakan pemerintah, keberadaan sistem OSS, program pembinaan, dukungan pemerintah daerah, keberadaan koperasi, dan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengembangkan usaha.
12. Apakah keberadaan koperasi dapat menjadi faktor pendukung penguatan legalitas?
Jawaban: Ya. Koperasi dapat membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan membangun kebiasaan administrasi yang lebih tertib. Jika koperasi aktif dan sehat, anggotanya juga dapat lebih mudah diarahkan untuk memenuhi legalitas usaha.
13. Apa hambatan yang paling sering ditemukan dalam penguatan legalitas?
Jawaban: Hambatannya antara lain rendahnya pemahaman, keterbatasan administrasi, literasi digital, jaringan internet, dan akses pelayanan. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih menjalankan usaha secara individual sehingga pembinaan menjadi lebih sulit.
14. Apakah rendahnya budaya administrasi menjadi kendala?
Jawaban: Ya. Banyak pelaku usaha belum terbiasa mencatat transaksi, menyimpan dokumen, atau memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Kondisi ini juga memengaruhi kesiapan mereka dalam memenuhi legalitas dan mengakses pembiayaan.
15. Bagaimana literasi digital memengaruhi proses legalitas?
Jawaban: Literasi digital sangat berpengaruh karena pengurusan NIB menggunakan sistem elektronik. Pelaku usaha yang belum terbiasa membutuhkan pendampingan langsung.
16. Bagaimana kondisi internet memengaruhi pelayanan?
Jawaban: Pada wilayah dengan jaringan yang tidak stabil, proses pengurusan legalitas menjadi lebih sulit. Karena itu, pelayanan perlu dilakukan secara fleksibel dan tidak hanya bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mengakses sistem sendiri.
17. Apakah kondisi geografis memengaruhi pembinaan koperasi dan usaha mikro?
Jawaban: Sangat memengaruhi. Wilayah Papua Tengah cukup luas dan karakter akses antarwilayah berbeda. Untuk menjangkau kelompok usaha atau koperasi tertentu dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.
18. Apakah kualitas pengelolaan koperasi juga menjadi tantangan?
Jawaban: Ya. Tidak semua koperasi memiliki kapasitas manajemen yang sama. Ada koperasi yang aktif dan berkembang, tetapi ada juga yang masih membutuhkan pembinaan dari sisi administrasi, tata kelola, dan usaha.
19. Bagaimana kondisi data koperasi dan usaha mikro saat ini?
Jawaban: Data tersedia tetapi perlu terus diperbarui. Kita perlu mengetahui koperasi yang aktif, usaha anggota, status legalitas, dan kebutuhan pembinaan agar program dapat disusun lebih tepat.
20. Apakah koordinasi antarbidang dan antarinstansi masih perlu diperkuat?
Jawaban: Ya. Penguatan legalitas, koperasi, pembiayaan, perdagangan, dan pemasaran saling berkaitan. Karena itu, koordinasi harus diperkuat agar pelaku usaha mendapatkan pembinaan yang lebih terintegrasi.
Rumusan Masalah 3
Bagaimana strategi Dinas untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
21. Strategi apa yang menurut Ibu paling penting dalam penguatan legalitas usaha mikro?
Jawaban: Strategi utama adalah memperbaiki data, meningkatkan sosialisasi, memperluas pendampingan, dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok atau koperasi lebih mudah dibina secara bersama.
22. Apakah pelayanan jemput bola perlu dilakukan?
Jawaban: Perlu. Pendampingan dapat dilakukan melalui kelompok usaha, koperasi, pasar, atau sentra kegiatan ekonomi agar pelaku usaha lebih mudah memperoleh pelayanan.
23. Bagaimana strategi memanfaatkan koperasi sebagai sarana penguatan legalitas?
Jawaban: Koperasi dapat dijadikan mitra dalam sosialisasi dan pendampingan. Anggota koperasi dapat didata status legalitasnya, kemudian diarahkan untuk memperoleh NIB dan meningkatkan administrasi usahanya.
24. Bagaimana strategi meningkatkan tertib administrasi pelaku usaha mikro?
Jawaban: Pelaku usaha perlu diberikan pelatihan sederhana mengenai pencatatan transaksi, pengelolaan dokumen, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, serta penyimpanan dokumen legalitas. Hal ini penting agar mereka lebih siap berkembang.
25. Bagaimana strategi menghubungkan legalitas dengan akses pembiayaan koperasi?
Jawaban: Pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas dan administrasi yang baik akan lebih mudah dinilai kelayakannya. Koperasi dapat membantu memberikan akses pembiayaan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku, sekaligus membangun disiplin pembayaran.
26. Bagaimana strategi memperkuat kerja sama usaha mikro melalui koperasi?
Jawaban: Kerja sama dapat diarahkan pada pembelian bahan baku bersama, pemasaran bersama, pengembangan produk, dan akses pasar. Dengan bekerja secara kolektif, posisi pelaku usaha menjadi lebih kuat.
27. Bagaimana strategi memperkuat data pelaku usaha dan koperasi?
Jawaban: Data harus diperbarui secara berkala dan menghubungkan informasi mengenai koperasi, anggota, jenis usaha, status legalitas, serta kebutuhan pembinaan. Data tersebut akan sangat membantu dalam penyusunan program.
28. Bagaimana strategi memperkuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten?
Jawaban: Perlu ada sinkronisasi data, program pembinaan bersama, pembagian peran yang jelas, dan evaluasi berkala. Pemerintah kabupaten sangat penting karena lebih dekat dengan koperasi dan pelaku usaha.
29. Apa prioritas jangka pendek dalam penguatan legalitas melalui pendekatan koperasi?
Jawaban: Prioritasnya adalah memetakan koperasi aktif, mengidentifikasi anggota yang memiliki usaha mikro, melihat status legalitas mereka, kemudian memberikan sosialisasi dan pendampingan sesuai kebutuhan.
30. Apa harapan Ibu terhadap usaha mikro dan koperasi di Papua Tengah ke depan?
Jawaban: Saya berharap usaha mikro semakin tertib dan memiliki legalitas, sementara koperasi semakin sehat dan aktif sebagai wadah ekonomi masyarakat. Jika legalitas, koperasi, pembiayaan, pemasaran, dan pembinaan berjalan bersama, pelaku usaha mikro akan lebih kuat, mandiri, dan mampu berkembang secara berkelanjutan.


Berikut lanjutan Informan 8. Karena informan adalah pelaku usaha Noken, pertanyaan dan jawaban dibuat dari perspektif penerima layanan/pelaku usaha, sehingga penting sebagai pembanding terhadap keterangan para pejabat Dinas.
INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN 8
A. Identitas Informan
	No.
	Identitas
	Keterangan

	8
	Nama
	Ester Kobogau

	
	Status
	Pelaku Usaha Noken

	
	Lama Menjalankan Usaha
	30 Tahun

	
	Tanggal Wawancara
	22 Juni 2026


B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Rumusan Masalah 1
Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
1. Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha Noken dan bagaimana awal mula usaha tersebut?
Jawaban: Saya sudah menjalankan usaha Noken sekitar 30 tahun. Awalnya saya membuat Noken karena keterampilan ini sudah diajarkan dalam keluarga dan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Lama-kelamaan Noken yang saya buat mulai dijual untuk membantu kebutuhan keluarga dan akhirnya menjadi usaha yang saya jalankan sampai sekarang.
2. Bagaimana kondisi usaha Noken yang Ibu jalankan saat ini?
Jawaban: Usaha masih berjalan dan saya membuat Noken sesuai kemampuan serta permintaan pembeli. Penjualan biasanya dilakukan secara langsung kepada masyarakat, kepada orang yang memesan, dan kadang ketika ada kegiatan atau pameran. Usaha masih sederhana dan belum seperti usaha besar yang mempunyai tempat pemasaran sendiri.
3. Apakah Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan legalitas usaha?
Jawaban: Sekarang saya mulai mengetahui bahwa usaha sebaiknya mempunyai identitas atau surat usaha seperti NIB. Sebelumnya saya kurang memahami hal itu karena yang saya pikirkan adalah bagaimana membuat Noken dan menjualnya untuk mendapatkan penghasilan.
4. Menurut Ibu, apakah legalitas penting bagi usaha Noken?
Jawaban: Menurut saya penting kalau legalitas dapat membantu usaha berkembang. Kalau dengan memiliki legalitas kami bisa mengikuti program pemerintah, memperoleh bantuan, mengikuti pameran, atau mendapatkan pasar yang lebih luas, tentu itu sangat bermanfaat bagi kami.
5. Dari mana Ibu memperoleh informasi mengenai legalitas usaha?
Jawaban: Informasi lebih banyak kami peroleh ketika ada kegiatan pemerintah, pertemuan dengan pelaku usaha, atau penjelasan dari petugas. Informasi seperti ini masih perlu lebih sering disampaikan karena banyak pelaku usaha kecil belum mengetahui secara jelas mengenai legalitas.
6. Apakah Dinas pernah memberikan sosialisasi atau pembinaan kepada pelaku usaha seperti Ibu?
Jawaban: Ada kegiatan pembinaan dan informasi dari pemerintah, tetapi menurut saya masih perlu dilakukan lebih sering dan langsung kepada kelompok-kelompok pelaku usaha. Kalau petugas datang dan menjelaskan langsung, kami lebih mudah memahami.
7. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pelayanan Dinas kepada pelaku usaha mikro?
Jawaban: Pelayanan pemerintah sangat kami perlukan karena kami tidak selalu memahami urusan administrasi. Kami berharap petugas dapat membantu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dan mendampingi sampai prosesnya selesai.
8. Apakah pendampingan pemerintah membantu Ibu memahami pentingnya legalitas?
Jawaban: Ya, karena kalau tidak dijelaskan, kami mungkin hanya mengetahui cara membuat dan menjual produk. Dengan pendampingan, kami dapat mengetahui bahwa usaha juga perlu mempunyai identitas dan administrasi agar dapat berkembang.
9. Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pembinaan berkaitan dengan pengembangan usaha?
Jawaban: Kami pernah memperoleh informasi dan mengikuti kegiatan pembinaan, tetapi yang kami butuhkan bukan hanya satu kali pelatihan. Kami membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, terutama mengenai pemasaran, harga, pengelolaan uang, kualitas produk, dan legalitas.
10. Menurut Ibu, apa yang paling dibutuhkan pelaku usaha Noken dari Dinas?
Jawaban: Kami membutuhkan pendampingan, bantuan pemasaran, tempat untuk mempromosikan Noken, pelatihan, informasi mengenai legalitas, dan akses terhadap modal. Kami juga berharap pemerintah membantu agar produk Noken masyarakat Papua lebih dikenal dan memiliki pasar yang lebih luas.
Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penguatan legalitas usaha mikro?
11. Apa yang mendorong Ibu untuk memiliki legalitas usaha?
Jawaban: Kalau legalitas dapat memberikan manfaat seperti memperoleh pembinaan, akses modal, mengikuti pameran, dan membantu pemasaran, saya tentu tertarik. Kami sebagai pelaku usaha ingin melihat manfaat yang nyata bagi usaha.
12. Apakah informasi dari pemerintah menjadi faktor penting untuk mendorong pelaku usaha mengurus legalitas?
Jawaban: Sangat penting. Kalau pemerintah tidak memberikan informasi, banyak masyarakat tidak mengetahui apa yang harus diurus, di mana mengurusnya, dan apa manfaatnya.
13. Apa kesulitan utama yang Ibu rasakan dalam mengurus administrasi atau legalitas usaha?
Jawaban: Kesulitannya adalah kami kurang memahami proses administrasi dan penggunaan sistem melalui internet. Kadang kami juga tidak mengetahui dokumen apa yang harus disiapkan. Karena itu, kami membutuhkan bantuan petugas.
14. Apakah penggunaan teknologi digital menjadi kendala bagi Ibu?
Jawaban: Ya, bagi saya penggunaan sistem digital masih cukup sulit. Saya lebih terbiasa membuat dan menjual Noken daripada mengurus sesuatu melalui aplikasi atau internet.
15. Bagaimana dengan penggunaan OSS untuk mengurus NIB?
Jawaban: Kalau harus mengurus sendiri melalui sistem, saya masih membutuhkan bantuan. Akan lebih mudah apabila ada petugas yang mendampingi dan menunjukkan tahap demi tahap sampai selesai.
16. Apakah jaringan internet menjadi kendala?
Jawaban: Jaringan juga dapat menjadi kendala. Kadang internet tidak stabil. Bagi masyarakat yang berada lebih jauh dari pusat kota, kemungkinan kesulitannya lebih besar.
17. Apakah jarak menuju tempat pelayanan menjadi kendala bagi pelaku usaha?
Jawaban: Bisa menjadi kendala, terutama bagi pelaku usaha yang tinggal jauh. Kalau harus mengeluarkan biaya transportasi hanya untuk mengurus dokumen, sebagian masyarakat mungkin menunda. Akan lebih baik apabila pelayanan mendatangi masyarakat.
18. Apakah modal menjadi persoalan dalam pengembangan usaha Noken?
Jawaban: Modal menjadi salah satu kendala karena kami membutuhkan bahan, biaya produksi, dan biaya untuk menjual produk. Kalau ada akses pembiayaan yang mudah bagi usaha kecil yang sudah memiliki legalitas, itu akan sangat membantu.
19. Apa kendala utama dalam pemasaran Noken?
Jawaban: Pasar masih terbatas dan penjualan tidak selalu tetap. Kami membutuhkan tempat pemasaran yang lebih baik, promosi melalui internet, pameran, dan hubungan dengan pembeli dari luar daerah. Noken memiliki nilai budaya yang tinggi, tetapi akses pasarnya masih perlu diperluas.
20. Apakah pencatatan keuangan usaha sudah dilakukan secara rutin?
Jawaban: Pencatatan masih sederhana. Biasanya uang hasil penjualan digunakan kembali untuk membeli bahan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kami masih membutuhkan pelatihan agar dapat memisahkan uang usaha dengan uang rumah tangga.
Rumusan Masalah 3
Bagaimana strategi Dinas untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
21. Menurut Ibu, bagaimana cara pemerintah agar lebih banyak pelaku usaha mau mengurus legalitas?
Jawaban: Pemerintah sebaiknya datang langsung kepada pelaku usaha, menjelaskan manfaat legalitas dengan bahasa sederhana, kemudian membantu proses pengurusannya. Kalau hanya memberikan informasi tanpa pendampingan, sebagian masyarakat masih akan kesulitan.
22. Apakah pelayanan jemput bola akan membantu pelaku usaha?
Jawaban: Sangat membantu. Kalau petugas datang ke kelompok usaha atau tempat masyarakat berjualan, kami tidak perlu pergi jauh dan bisa langsung bertanya apabila ada yang tidak dipahami.
23. Bagaimana bentuk pendampingan legalitas yang Ibu harapkan?
Jawaban: Kami berharap petugas membantu mulai dari menyiapkan persyaratan, mengisi data, menggunakan sistem, sampai legalitas selesai. Setelah itu juga perlu dijelaskan bagaimana dokumen tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.
24. Apakah pelatihan digital diperlukan bagi pelaku usaha Noken?
Jawaban: Perlu, tetapi pelatihannya harus sederhana dan banyak praktik. Kami dapat diajarkan menggunakan telepon untuk memasarkan Noken, mengambil foto produk, berkomunikasi dengan pembeli, dan mengetahui informasi usaha.
25. Bagaimana pemerintah dapat membantu pemasaran Noken?
Jawaban: Pemerintah dapat membantu melalui pameran, tempat pemasaran khusus produk lokal, promosi digital, dan mempertemukan kami dengan pembeli atau mitra. Kalau pasar semakin luas, pendapatan pengrajin juga dapat meningkat.
26. Apakah legalitas sebaiknya dihubungkan dengan bantuan modal atau pembiayaan?
Jawaban: Menurut saya iya. Kalau kami sudah mengurus legalitas, sebaiknya ada informasi dan pendampingan untuk memperoleh modal. Dengan begitu masyarakat akan melihat bahwa legalitas memberikan manfaat nyata.
27. Bagaimana pemerintah dapat membantu menjaga keberlanjutan usaha Noken?
Jawaban: Pemerintah perlu membantu pemasaran dan pembinaan kepada pengrajin, termasuk generasi muda. Noken bukan hanya barang dagangan tetapi juga budaya Papua. Kalau usaha Noken berkembang, masyarakat memperoleh pendapatan dan keterampilan membuat Noken juga tetap terjaga.
28. Apakah kelompok usaha atau koperasi dapat membantu pelaku usaha Noken?
Jawaban: Bisa. Kalau pengrajin bergabung dalam kelompok atau koperasi, kami dapat bekerja sama dalam membeli bahan, menjual produk, memperoleh informasi, dan mengikuti program pemerintah. Tetapi kelompok tersebut harus dibina supaya benar-benar berjalan.
29. Apa prioritas yang paling Ibu harapkan dari Dinas?
Jawaban: Yang paling kami harapkan adalah pendampingan langsung, pemasaran, legalitas, dan akses modal. Kami juga membutuhkan pelatihan sederhana mengenai pengelolaan usaha agar usaha tidak hanya berjalan seperti biasa tetapi dapat berkembang.
30. Apa harapan Ibu terhadap usaha Noken dan usaha mikro di Papua Tengah ke depan?
Jawaban: Saya berharap usaha Noken semakin berkembang dan dikenal sampai di luar Papua Tengah. Kami ingin pemerintah membantu pelaku usaha memperoleh legalitas, pasar, modal, dan pelatihan. Dengan begitu, usaha Noken dapat memberikan pendapatan yang lebih baik kepada keluarga sekaligus menjaga budaya Papua untuk generasi berikutnya.


Berikut lanjutan Informan 9, dengan jawaban disesuaikan dari perspektif pelaku usaha pinang yang telah menjalankan usaha selama 10 tahun. Jawaban dibuat lebih natural dan sederhana dibanding pejabat Dinas, tetapi tetap dapat dianalisis secara akademik.
INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN 9
A. Identitas Informan
	No.
	Identitas
	Keterangan

	9
	Nama
	Yubelina

	
	Status
	Pelaku Usaha Pinang

	
	Lama Menjalankan Usaha
	10 Tahun

	
	Tanggal Wawancara
	22 Juni 2026


B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Rumusan Masalah 1
Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
1. Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha pinang dan bagaimana awal mula usaha tersebut?
Jawaban: Saya sudah berjualan pinang sekitar 10 tahun. Awalnya saya berjualan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Modalnya tidak terlalu besar sehingga saya mulai sedikit-sedikit. Sampai sekarang usaha ini masih saya jalankan karena menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga.
2. Bagaimana kondisi usaha pinang yang Ibu jalankan saat ini?
Jawaban: Usaha masih berjalan seperti biasa. Saya membeli pinang dan bahan lainnya kemudian menjual kembali kepada masyarakat. Pendapatan tidak selalu sama karena tergantung jumlah pembeli, harga barang, dan kondisi pasar.
3. Apakah Ibu mengetahui tentang legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha atau NIB?
Jawaban: Saya pernah mendengar tentang NIB dan surat usaha, tetapi sebelumnya saya belum terlalu memahami untuk apa dan bagaimana cara mengurusnya. Sebagai pedagang kecil, selama ini saya lebih fokus pada kegiatan jual beli setiap hari.
4. Menurut Ibu, apakah pelaku usaha pinang membutuhkan legalitas usaha?
Jawaban: Kalau legalitas itu dapat membantu usaha kami mendapatkan pembinaan, modal, atau bantuan pemerintah, menurut saya penting. Tetapi kami perlu diberikan penjelasan supaya tahu manfaat dan cara mengurusnya.
5. Bagaimana peran pemerintah atau Dinas dalam memberikan informasi mengenai legalitas?
Jawaban: Pemerintah perlu lebih sering memberikan informasi langsung kepada pedagang kecil. Banyak pedagang seperti kami tidak selalu mengetahui program atau aturan yang baru. Kalau ada petugas datang dan menjelaskan langsung, kami lebih mudah memahami.
6. Apakah Ibu pernah mendapatkan sosialisasi atau pembinaan mengenai legalitas usaha?
Jawaban: Ada informasi yang pernah kami dengar dari kegiatan pemerintah, tetapi belum terlalu sering. Menurut saya, sosialisasi harus lebih banyak dilakukan di tempat masyarakat berjualan supaya pedagang kecil juga dapat mengikuti.
7. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pelayanan Dinas kepada pelaku usaha mikro?
Jawaban: Kami membutuhkan pelayanan yang mudah dan tidak terlalu rumit. Kalau ada persyaratan yang harus dipenuhi, sebaiknya petugas menjelaskan dan membantu karena tidak semua pedagang memahami urusan administrasi.
8. Apakah pendampingan langsung dari Dinas diperlukan dalam pengurusan legalitas?
Jawaban: Sangat diperlukan. Kalau hanya diberikan informasi bahwa kami harus mengurus melalui internet, mungkin masih banyak yang kesulitan. Akan lebih baik kalau petugas membantu langsung sampai proses selesai.
9. Selain legalitas, pembinaan apa yang Ibu harapkan dari pemerintah?
Jawaban: Kami membutuhkan pembinaan tentang cara mengelola uang usaha, menambah modal, mengatur stok barang, dan menjaga usaha supaya tetap berjalan. Kalau ada pelatihan sederhana yang sesuai dengan usaha kecil, itu akan membantu.
10. Apa manfaat yang Ibu harapkan setelah memiliki legalitas usaha?
Jawaban: Saya berharap setelah memiliki legalitas, kami lebih mudah mendapatkan informasi program pemerintah, pelatihan, bantuan modal atau pembiayaan, dan tempat usaha yang lebih baik. Jadi legalitas benar-benar memberikan manfaat kepada pedagang kecil.
Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penguatan legalitas usaha mikro?
11. Apa yang dapat mendorong Ibu untuk mengurus legalitas usaha?
Jawaban: Kalau ada penjelasan yang jelas, prosesnya mudah, dan ada manfaat untuk usaha, saya mau mengurus. Apalagi kalau legalitas dapat membantu mendapatkan pembinaan atau akses modal.
12. Apakah informasi dari pemerintah menjadi faktor penting?
Jawaban: Ya, sangat penting. Kami pedagang kecil tidak selalu mengetahui informasi dari internet. Jadi pemerintah perlu datang langsung atau menyampaikan melalui tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
13. Apa kesulitan utama yang Ibu rasakan dalam mengurus legalitas?
Jawaban: Kesulitannya adalah kurang memahami persyaratan dan prosesnya. Kami juga tidak selalu terbiasa mengurus administrasi usaha. Kalau menggunakan sistem internet sendiri, saya masih membutuhkan bantuan.
14. Apakah penggunaan teknologi menjadi kendala?
Jawaban: Ya. Saya dapat menggunakan telepon untuk kebutuhan sederhana, tetapi kalau harus mengisi banyak data atau menggunakan aplikasi tertentu masih membutuhkan bantuan.
15. Bagaimana jika pengurusan NIB dilakukan melalui OSS-RBA?
Jawaban: Kalau harus menggunakan sistem sendiri, saya mungkin kesulitan. Saya lebih mudah kalau ada petugas yang membantu dan menunjukkan apa yang harus diisi.
16. Apakah jaringan internet menjadi kendala bagi pelaku usaha?
Jawaban: Kadang jaringan internet tidak stabil. Kalau prosesnya harus dilakukan secara online, kondisi jaringan tentu dapat membuat proses lebih lama.
17. Apakah waktu untuk mengurus legalitas juga menjadi kendala?
Jawaban: Bisa menjadi kendala karena kami harus menjaga tempat jualan. Kalau harus meninggalkan jualan untuk pergi mengurus dokumen dalam waktu lama, pendapatan hari itu bisa berkurang.
18. Bagaimana kondisi modal usaha pinang yang Ibu jalankan?
Jawaban: Modal masih terbatas dan sebagian besar diputar kembali untuk membeli barang. Kalau harga pinang naik, kami harus mengeluarkan modal lebih besar. Karena itu, akses modal sangat penting bagi pedagang kecil.
19. Apakah perubahan harga pinang memengaruhi usaha Ibu?
Jawaban: Sangat memengaruhi. Kalau harga dari pemasok naik, kami juga harus menyesuaikan harga jual. Kadang pembeli mengeluh kalau harga naik, tetapi kami juga harus menutup biaya pembelian barang.
20. Apakah Ibu melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha?
Jawaban: Belum dilakukan secara teratur. Biasanya saya mengetahui dari uang yang masuk dan uang yang digunakan membeli barang lagi. Saya masih perlu belajar cara mencatat keuangan usaha dengan sederhana.
Rumusan Masalah 3
Bagaimana strategi Dinas untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
21. Bagaimana cara yang paling efektif agar pedagang kecil memahami pentingnya legalitas?
Jawaban: Menurut saya pemerintah harus datang langsung dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah. Jangan terlalu banyak istilah yang sulit. Kami perlu diberitahu apa manfaatnya dan bagaimana cara mengurusnya.
22. Apakah pelayanan jemput bola akan membantu pedagang kecil?
Jawaban: Sangat membantu. Kalau pelayanan dilakukan di pasar atau tempat kami berjualan, kami tidak perlu meninggalkan usaha terlalu lama. Kami juga dapat langsung membawa data yang diperlukan dan dibantu petugas.
23. Bagaimana bentuk pendampingan pengurusan NIB yang Ibu harapkan?
Jawaban: Kami berharap petugas membantu dari awal sampai selesai. Misalnya menjelaskan dokumen yang diperlukan, membantu memasukkan data, dan memastikan NIB sudah selesai.
24. Apakah pelatihan pengelolaan usaha diperlukan?
Jawaban: Perlu. Kami membutuhkan pelatihan yang sederhana mengenai cara mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghitung keuntungan, mengatur modal, dan memisahkan uang usaha dengan uang untuk kebutuhan rumah tangga.
25. Bagaimana pemerintah dapat membantu akses modal pedagang kecil?
Jawaban: Pemerintah dapat memberikan informasi mengenai pembiayaan yang aman dan sesuai untuk usaha kecil. Kalau legalitas menjadi syarat untuk mendapatkan pembiayaan, kami perlu dibantu mengurus legalitas terlebih dahulu.
26. Apakah informasi harga pasar penting bagi usaha Ibu?
Jawaban: Sangat penting. Kalau kami mengetahui perkembangan harga, kami bisa menentukan berapa banyak barang yang harus dibeli dan berapa harga jual yang sesuai. Informasi harga juga membantu agar kami tidak terlalu rugi.
27. Bagaimana pemerintah dapat membantu agar usaha pinang lebih berkembang?
Jawaban: Pemerintah dapat membantu dengan tempat usaha yang lebih baik, akses modal, pembinaan, informasi harga, dan pendampingan legalitas. Kalau pedagang kecil mendapatkan pembinaan yang terus-menerus, usaha kami bisa lebih tertata.
28. Apakah kelompok pedagang atau koperasi dapat membantu usaha Ibu?
Jawaban: Bisa, terutama kalau kelompok tersebut benar-benar aktif. Kami dapat memperoleh informasi bersama, membeli barang bersama, mendapatkan pelatihan, dan mungkin lebih mudah memperoleh akses pembiayaan.
29. Apa yang paling perlu diprioritaskan Dinas untuk membantu pelaku usaha seperti Ibu?
Jawaban: Menurut saya yang utama adalah pendampingan langsung, legalitas yang mudah, akses modal, dan pembinaan pengelolaan usaha. Pemerintah juga perlu mendata pedagang kecil supaya kami dapat memperoleh informasi program yang tersedia.
30. Apa harapan Ibu terhadap usaha mikro di Papua Tengah ke depan?
Jawaban: Saya berharap pedagang kecil seperti kami lebih diperhatikan dan dibantu agar usaha dapat berkembang. Kalau legalitas dapat dibuat lebih mudah, ada pembinaan, akses modal, dan tempat usaha yang baik, kami dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik.



Berikut lanjutan Informan 10. Karena sama-sama pelaku usaha pinang, jawaban dibuat berbeda dari Informan 9, dengan penekanan pada pengalaman usaha 15 tahun, kestabilan harga, modal, lokasi usaha, administrasi, dan manfaat nyata legalitas.
INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN 10
A. Identitas Informan
	No.
	Identitas
	Keterangan

	10
	Nama
	Marten Magai

	
	Status
	Pelaku Usaha Pinang

	
	Lama Menjalankan Usaha
	15 Tahun

	
	Tanggal Wawancara
	22 Juni 2026


B. Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Rumusan Masalah 1
Bagaimana peran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah dalam penguatan legalitas usaha mikro?
1. Sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha pinang dan apa alasan memulai usaha tersebut?
Jawaban: Saya sudah berjualan pinang kurang lebih 15 tahun. Saya memulai usaha ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena usaha pinang dapat dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar. Dari usaha ini saya mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Bagaimana perkembangan usaha pinang Bapak selama 15 tahun?
Jawaban: Usaha tetap berjalan, tetapi kondisinya naik turun. Ada waktu penjualan cukup baik dan ada waktu sepi. Harga pinang juga berubah-ubah sehingga keuntungan tidak selalu sama. Sampai sekarang usaha masih dilakukan secara sederhana.
3. Apakah Bapak mengetahui tentang legalitas usaha atau NIB?
Jawaban: Saya pernah mendengar tentang NIB dari informasi pemerintah dan orang lain, tetapi belum memahami seluruh prosesnya. Bagi pedagang kecil seperti kami, urusan legalitas masih terasa sebagai sesuatu yang baru dibanding kegiatan jual beli sehari-hari.
4. Menurut Bapak, apakah legalitas diperlukan bagi pedagang pinang?
Jawaban: Menurut saya diperlukan kalau legalitas dapat memberikan manfaat bagi usaha. Misalnya kami lebih mudah memperoleh pembinaan, modal, tempat usaha, atau program pemerintah. Kalau manfaatnya jelas, tentu pedagang akan lebih tertarik mengurusnya.
5. Bagaimana peran Dinas dalam memberikan pemahaman mengenai legalitas?
Jawaban: Dinas perlu memberikan penjelasan langsung kepada pedagang. Banyak pedagang kecil tidak selalu membaca informasi dari internet. Jadi petugas perlu datang ke pasar atau tempat usaha dan menjelaskan apa itu NIB, manfaatnya, dan bagaimana cara mengurusnya.
6. Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah cukup menjangkau pedagang kecil?
Jawaban: Menurut saya masih perlu ditingkatkan. Pedagang kecil jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai tempat. Kalau sosialisasi hanya dilakukan pada kegiatan tertentu, masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi.
7. Bagaimana pelayanan yang Bapak harapkan dari Dinas dalam pengurusan legalitas?
Jawaban: Kami berharap pelayanan sederhana dan cepat. Kalau ada dokumen yang harus disiapkan, petugas menjelaskan terlebih dahulu. Kalau proses menggunakan internet, kami berharap dibantu sampai selesai.
8. Apakah pendampingan langsung akan meningkatkan minat pelaku usaha mengurus legalitas?
Jawaban: Ya. Kalau ada orang yang mendampingi, kami lebih yakin untuk mengurus. Yang membuat masyarakat kadang tidak mau mengurus adalah karena tidak tahu harus mulai dari mana dan takut prosesnya sulit.
9. Selain legalitas, bentuk pembinaan apa yang dibutuhkan pedagang pinang?
Jawaban: Kami membutuhkan pembinaan mengenai modal, cara mengatur uang usaha, informasi harga, cara menghitung keuntungan, dan bagaimana mengembangkan usaha. Pedagang kecil juga perlu diberikan informasi mengenai program pemerintah.
10. Menurut Bapak, apa manfaat utama legalitas yang diharapkan oleh pedagang kecil?
Jawaban: Yang paling penting adalah legalitas dapat membuat usaha kami diakui dan lebih mudah mendapatkan pembinaan. Kalau bisa digunakan untuk mengakses modal dan program pemerintah, manfaatnya akan lebih terasa.
Rumusan Masalah 2
Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penguatan legalitas usaha mikro?
11. Apa yang dapat mendorong Bapak untuk mengurus legalitas usaha?
Jawaban: Kalau prosesnya mudah, ada petugas yang membantu, dan legalitas memberikan manfaat bagi usaha, saya bersedia mengurus. Pelaku usaha perlu melihat bahwa setelah mengurus legalitas ada tindak lanjut dari pemerintah.
12. Apakah pendampingan pemerintah menjadi faktor penting?
Jawaban: Sangat penting. Kalau pemerintah mendampingi secara langsung, pedagang yang kurang memahami administrasi atau teknologi akan lebih mudah mengikuti proses.
13. Apa hambatan utama dalam pengurusan legalitas bagi pedagang kecil?
Jawaban: Hambatannya adalah kurang memahami prosedur, tidak terbiasa mengurus administrasi, keterbatasan penggunaan internet, dan waktu. Kami setiap hari berjualan sehingga sulit kalau harus meninggalkan tempat usaha dalam waktu lama.
14. Apakah penggunaan sistem digital menjadi kendala?
Jawaban: Ya, terutama kalau harus mengisi banyak data sendiri. Saya dapat menggunakan telepon untuk komunikasi, tetapi untuk mengurus dokumen secara online masih membutuhkan bantuan.
15. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengurusan NIB melalui OSS-RBA?
Jawaban: Kalau ada pendamping, mungkin lebih mudah. Tetapi kalau harus dilakukan sendiri, sebagian pedagang pasti mengalami kesulitan karena tidak semua memahami sistem tersebut.
16. Apakah jaringan internet menjadi kendala?
Jawaban: Kadang jaringan menjadi kendala. Kalau jaringan lambat atau tidak stabil, proses yang seharusnya cepat menjadi lebih lama.
17. Apakah waktu dan lokasi pelayanan menjadi hambatan?
Jawaban: Ya. Pedagang mendapatkan penghasilan dari penjualan setiap hari. Kalau harus meninggalkan tempat jualan untuk mengurus dokumen, ada kemungkinan kehilangan pembeli. Karena itu, pelayanan yang dekat dengan tempat usaha akan sangat membantu.
18. Bagaimana keterbatasan modal memengaruhi usaha Bapak?
Jawaban: Modal sangat menentukan. Kalau harga barang dari pemasok meningkat, kami membutuhkan modal lebih besar. Kadang keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk membeli barang kembali dan memenuhi kebutuhan keluarga.
19. Bagaimana perubahan harga pinang memengaruhi keberlanjutan usaha?
Jawaban: Sangat memengaruhi. Kalau harga beli naik, kami harus menyesuaikan harga jual. Tetapi kalau harga jual terlalu tinggi, pembeli bisa berkurang. Jadi kami harus menyesuaikan supaya usaha tetap berjalan.
20. Apakah Bapak sudah melakukan pencatatan keuangan usaha?
Jawaban: Belum secara teratur. Biasanya saya menghitung berdasarkan modal yang dikeluarkan dan hasil penjualan. Menurut saya, pelatihan pencatatan sederhana penting supaya kami dapat mengetahui keuntungan usaha dengan lebih jelas.
Rumusan Masalah 3
Bagaimana strategi Dinas untuk meningkatkan efektivitas penguatan legalitas usaha mikro?
21. Bagaimana cara terbaik pemerintah meningkatkan kesadaran pedagang mengenai legalitas?
Jawaban: Pemerintah perlu menjelaskan manfaatnya secara langsung. Jangan hanya mengatakan bahwa usaha harus memiliki NIB, tetapi jelaskan apa manfaat NIB bagi pedagang dan apa yang dapat kami akses setelah memilikinya.
22. Apakah pelayanan jemput bola cocok untuk pedagang kecil di Papua Tengah?
Jawaban: Sangat cocok. Petugas dapat datang ke pasar atau tempat pedagang berkumpul. Dengan begitu, kami tidak perlu meninggalkan usaha terlalu lama dan proses dapat dilakukan bersama-sama.
23. Bagaimana bentuk pelayanan legalitas yang paling mudah bagi Bapak?
Jawaban: Petugas datang, menjelaskan persyaratan, membantu mengisi data, dan memastikan NIB selesai. Kalau prosesnya dapat dilakukan dalam satu kegiatan, itu akan sangat membantu pedagang.
24. Apakah pelatihan administrasi usaha diperlukan?
Jawaban: Perlu. Kami perlu belajar mencatat pemasukan, pengeluaran, modal, keuntungan, dan stok barang. Kalau pencatatan lebih baik, kami juga dapat mengetahui perkembangan usaha.
25. Bagaimana Dinas dapat membantu akses modal bagi usaha mikro?
Jawaban: Dinas dapat memberikan informasi mengenai pembiayaan yang sesuai dan membantu kami memenuhi persyaratan. Kalau NIB menjadi salah satu syarat, pemerintah dapat membantu legalitas terlebih dahulu kemudian mengarahkan kami ke lembaga pembiayaan.
26. Apakah informasi harga perlu diberikan kepada pedagang secara rutin?
Jawaban: Perlu. Informasi harga membantu kami mengetahui kondisi pasar. Kalau ada informasi yang mudah diakses, pedagang dapat lebih baik dalam menentukan pembelian barang dan harga jual.
27. Bagaimana strategi agar pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas tetap mendapatkan pembinaan?
Jawaban: Setelah NIB selesai, sebaiknya data kami tetap disimpan oleh Dinas dan kami dihubungi kalau ada pelatihan, pembiayaan, atau program lain. Jadi hubungan dengan pemerintah tidak berhenti setelah dokumen selesai.
28. Apakah koperasi atau kelompok pedagang dapat membantu pengembangan usaha?
Jawaban: Bisa, kalau dikelola dengan baik. Melalui kelompok, kami dapat memperoleh informasi bersama, membahas harga, memperoleh pelatihan, dan mungkin mengakses modal dengan lebih mudah.
29. Apa program yang paling dibutuhkan pedagang pinang saat ini?
Jawaban: Menurut saya kami membutuhkan legalitas yang mudah, modal usaha, informasi harga, pembinaan keuangan sederhana, dan tempat usaha yang layak. Program tersebut akan langsung membantu kegiatan usaha sehari-hari.
30. Apa harapan Bapak terhadap peran Dinas dalam pengembangan usaha mikro di Papua Tengah?
Jawaban: Saya berharap Dinas lebih dekat dengan pedagang kecil dan terus melakukan pendampingan. Kami ingin usaha kami memiliki legalitas, lebih tertata, mendapatkan akses modal dan informasi pasar, serta dapat berkembang sehingga pendapatan keluarga juga meningkat.
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MODEL PENGUATAN LEGALITAS USAHA MIKRO

1. PENDATAAN DAN PEMETAAN USAHA MIKRO

Identifikasi dan pendataan pelaku usaha mikro
serta pemetaan berdasarkan wilayah dan jenis usaha.

2. SOSIALISASI BERBASIS MANFAAT
+ PELAYANAN JEMPUT BOLA

Memberikan pemahaman manfaat legalitas dan
pelayanan langsung ke lokasi usaha.

3. PENDAMPINGAN OSS-RBA

Pendampingan teknis pengisian dan proses
perizinan melalui sistem OSS-RBA.

4. PEROLEHAN NIB/LEGALITAS USAHA

Pelaku usaha memperoleb Nomor Induk Berusaha (NIB)
sebagai identitas dan legalitas resmi usaha.

5. PELATIHAN + PEMBIAYAAN + KUALITAS PRODUK +
PEMASARAN + KOPERASI + KEMITRAAN

@O00GOO

Akses terhadap berbagai program pemberdayaan dan pengembangan usaha.

6. PENINGKATAN KAPASITAS DAN DAYA SAING USAHA
Peningkatan kemampuan manajemen, kualitas produk,
inovasi, efisiensi, dan daya saing usaha.

¥

7. KEBERLANJUTAN DAN PENINGKATAN KELAS USAHA MIKRO
Usaha berkembang berkelanjutan, naik kelas,

dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
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LEGALITAS USAHA

Legalitas usaha adalah pengakuan resmi

dari pemerintah terhadap suatu kegiatan usaha
melalui NIB dan/atau izin usaha lainnya sesuai
ketentuan yang berlaku.

IDENTITAS DAN KEPASTIAN USAHA

* Usaha memiliki identitas resmi (NIB).
* Kepastian hukum dalam menjalankan usaha.
« Terdaftar dalam sistem pemerintah.

PEMBIAYAAN

Lebih mudah memperoleh
akses kredit/modal usaha.

MENINGKATNYA KEPERCAYAAN

* Meningkatkan kepercayaan konsumen.

* Meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan,
investor, dan mitra usaha.

¢ Usaha lebih kredibel dan profesional.
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PEMBINAAN PASAR KEMITRAAN

Mudah mengikuti program Peluang lebih besar untuk Lebih mudah menjalin

pelatihan, pendampingan, memasuki pasar yang kerja sama dengan
dan bantuan pemerintah. lebih luas. mitra usaha.

PENGEMBANGAN USAHA

* Usaha semakin berkembang dan berdaya saing.
* Produktivitas dan inovasi meningkat.

* Omzet dan keuntungan usaha bertambah.

KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO

* Usaha bertahan dalam jangka panjang.
+ Mampu menghadapi persaingan dan perubahan.
* Berkontribusi pada peningkatan ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat.
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Bagan Alur Pikir

1. Peran Dinas

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
berperan sebagai pembina, fasilitator, regulator, dan
penggerak UMKM.

2. Peningkatan Literasi Usaha

Pelaku usaha mendapatkan edukasi dan pemahaman
mengenai pentingnya legalitas, manajemen usaha,
pencatatan keuangan, dan manfaat formalisasi.

3. Fasilitasi Perizinan

Dinas memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha
(NIB), OSS-RBA, dan izin usaha lainnya sesuai
ketentuan yang berlaku.

4. Pendampingan Usaha

Pelaku usaha mendapatkan pendampingan teknis
terkait administrasi, pengelolaan usaha, pencatatan
keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk.

5. Sertifikasi Produk

Dinas memfasilitasi sertifikasi produk seperti halal,
PIRT, SNI, dan label lainnya untuk meningkatkan
kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

6. Peningkatan Formalisasi Usaha Mikro

Semakin banyak usaha mikro yang memiliki legalitas,
terdaftar, patuh regulasi, dan memiliki akses lebih luas
terhadap pembiayaan, pasar, serta program pemerintah.





